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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 43%\/KEP/HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif
dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur khususnya Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 350/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa terdapat perubahan dan penambahan terhadap
dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038); ’

2. Undang-Undang ...




Menetapkan
KESATU

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro
Organisasi Sckretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

a.

b.

SOP Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SOP Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SOP Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;

SOP Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja Perangkat
Daerah Provinsi NTT;

SOP Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan
Perangkat Daerah Provinsi NTT;

SOP Penanganan Surat Masuk;




»3%.o9op g

~—+
s

Mg <

PP-

Qq-

SOP Penanganan Surat Keluar;
SOP Penanganan Nota Dinas;

SOP Penerbitan Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
Eselon II, Pejabat Esclon IV dan pejabat Fungsional;

SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
Pegawai Negeri Sipil;

SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil;

SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai Negeri Sipil;

SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester;

SOP Penyusunan Laporan Tahunan;

SOP Penyusunan Rencana Strategis [(RENSTRA];

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);

SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran {RKA) Murni;

SOP Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran
(Perubahan RKA);

SOP Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
(TLHP);

SOP Verifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (Dokumen
SPJ);

SOP Penomoran Buku Kas Umum (BKU);

SOP Pengusulan Karis/Karsu;

SOP Penilaian Internal Maturitas SPIP Terintegrasi pada Biro
Organisasi;

SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);

SOP Pembuatan TOR dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB}
Usulan Kegiatan;

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ);

SOP Penyampaian Bahan Laporan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah (LPPD);

. SOP Penyelenggaraan Bimtek;

SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;

SOP Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi;

SOP Layanan Informasi;

SOP Layanan Konsultasi;

SOP Layaman Penyediaan Narasumber;

SOP Pelaksanaan Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015;
SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Managemen;

SOP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas;

.SOP Layanan Pengaduan;

SOP Serah Terima Jabatan;

SOP Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses
Bisnis bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi
NTT;

SOP Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat
Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;

SOP Pelaksanaan Review Peta Proses Bisnis;
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KEEMPAT

KEENAM

Tembusan:

y TS
rr. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis
Perangkat Daerah;

ss. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
bagi Perangkat Daerah Provinsi NTT;

tt. SOP Asistensi Penyusunan SOP AP Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

uu. SOP Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Perangkat
Daerah;

vv. SOP Pelaksanaan Review Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP);

ww. SOP Fasilitasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;

xx. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! -
SP4N;

yy. SOP Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan Publik
perangkat Daerah;

zz. SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

aaa. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Pemerintah
Provinsi NTT;

bbb. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) di Biro Organisasi;

ccc. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

ddd. SOP Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT;

eee. SOP Pengusulan Perangkat Daerah Mendapatkan Predikat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK); dan

fff. SOP Penyelenggaran Budaya Kerja.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Keputusan Gubernur ini dan dilakukan secara berkala sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor : 350/KEP/HK/2021 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2\ percwBen 2022
b‘ GUBERNUR N(SA TENGGARA TIMUR/

L

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Wakil Gubenur NTT di Kupang.
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rr. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis
Perangkat Daerah;

ss. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
bagi Perangkat Daerah Provinsi NTT;

tt. SOP Asistensi Penyusunan SOP AP Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

uu. SOP Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Perangkat
Daerah;

vv. SOP Pelaksanaan Review Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP);

ww. SOP Fasilitasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;

xx. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! -
SP4N;

yy. SOP Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan Publik
perangkat Daerah,;

zz. SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

aaa. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Pemerintah
Provinsi NTT;

bbb. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) di Biro Organisasi;

ccc. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

ddd. SOP Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT;

eee. SOP Pengusulan Perangkat Daerah Mendapatkan Predikat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK); dan

fff. SOP Penyelenggaran Budaya Kerja.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Keputusan Gubernur ini dan dilakukan secara berkala sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor : 350/KEP/HK/2021 tentang Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2! Deyemee 2022
'1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ﬁ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Wakil Gubenur NTT di Kupang.

w




LAMPIRAN
KEPUTSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 43! KEP/HK/2022
TANGGAL : 2| pgember 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMRINTAHAN
Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022
Tangagal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
’{ Setda Provinsi Nusa Tengiara Timur, ?.
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR v/
SEKRETARIAT DAERAH uisan, M.M.
BIRO ORGANISASI PembinaWtama Muda
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN NIP 196606241986022006
Judul SOP Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402).

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, ketrampilan dan
inovatif.

2. Pendidikan serendah-rendah S1.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Biro Hukum.
2. SOP Penanganan Nota Dinas.

1. ATK
2. Komputer.
3. Telephon/Faximile.

4. Infocus
5. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika penyusunan pembentukan perangkat daerah Provinsi NTT tidak sesuai
prosedur maka akan berdampak pada perangkat daerah yang tidak sesuai regulasi.

1. Data di catat di buku agenda sub bagian kelembagaan.

2. Diolah sebagai data elektronik dan manual.
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Memerintahkan Kabag Kelembagaan dan
Anjab untuk menyiapkan penataan
kelembagaan perangkat daerah berdasarkan
peraturan yang berlaku.

Peraturan perundang-
undangan yang berlaku

20 menit

program kerja Biro
Organisasi Setda
Provinsi NTT

Memimpin rapat persiapan penataan
kelembagaan perangkat daerah dan
menugaskan Sub Koordinator Substansi
Jabatan untuk menyusun instrumen
pengumpulan data berdasarkan peraturan yang
berlaku serta menyusun SK Tim Penataan

Perangkat Daerah Provinsi NTT.

Peraturan perundang-
undangan yang berlaku

1jam

Notulen Rapat

Menyusun instrumen pengumpulan data serta
menyusun SK Tim Penataan Perangkat Daerah
Provinsi NTT dan menyurati perangkat daerah
untuk pengisian data kelembagaan dan
menugaskan analis kelembagaan untuk
menerima dan menghimpun data dari
perangkat daerah dan menyampaikan ke Tim
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Provinsi NTT,

Peraturan perundang-
undangan yang berlaku

1 minggu

Surat ke Perangkat
Daerah dan SK
Tim Penataan
Kelembagaan

Menerima dan menghimpun data kelembagaan
dar perangkat daerah dan diteruskan ke Tim
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
untuk pengolahan data,'analisis dan verifikasi
data perangkat daerah.

Data kelembagaan
perangkat daerah

2 hari

Data kelembagaan
perangkat daerah

Mengolah, menganalisis dan memverifikasi
data kelembagaan dari perangkat daerah untuk
penyusunan Ranperda. Jika setuju
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian
Kelembagaan, jika tidak sesuai di kembalikan
ke pejabat pelaksana untuk melakukan
pendataan ulang ke perangkat daerah.

Ya

Tidak

Data kelembagaan
perangkat daerah

2 minggu

Hasil Kajian
Perangkat Daerah

Menyusun
berdasarkan

Ranperda Perangkat Daerah
hasil kajian Tim Penataan
Perangkat Daerah Provinsi NTT dan
menugaskan analis kelembagaan  untuk
mengetik dan menyampaikan ke Kasubag
Kelembagaan,

Hasil Kajian Perangkat
Daerah

1 hari

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

Mengetik konsep Ranperda Perangkat Daerah
dan  menyampaikan kepada  Kasubag
Kelembagaan.

Ya

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

2 jam

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah




Memeriksa konsep Ranperda Perangkat
Daerah apabila setuju diteruskan kepada
Kabag Kelembagaan dan Anjab dan apabila
tidak setuju dikembalikan kepada pejabat
pelaksana untuk diperbaiki.

Ya

Tidak

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

30 menit

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

Memeriksa konsep Ranperda Perangkat
Daerah apabila setuju diteruskan kepada
Kepala Biro Organisasi dan apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubag Kelembagaan
untuk diperbaiki.

Ya

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

30 menit

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

10.

Memeriksa konsep Ranperda Perangkat
Daerah apabila setuju memerintahkan Kabag
Kelembagaan dan Anjab untuk melaksanakan
rapat finalisasi bersama perangkat daerah dan
apabila tidak setuju dikembalikan kepada
Kabag Kelembagaan dan Anjab unfuk
diperbaiki.

Tidak

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

30 menit

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

11.

Melaksanakan Rapat Finalisasi Ranperda
Perangkat Daerah bersama Perangkat Daerah
dan menugaskan Kasubag Kelembagaan untuk
menyempurnakan finalisasi Ranperda sesuai
hasil rapat.

v
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Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

2 jam

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

12.

Menyempurnakan Ranperda Perangkat Daerah
sesuai hasil rapat finalisasi bersama perangkat
daerah dan menugaskan analis kelembagaan
untuk menyampaikan dan memproses nota
dinas tentang Ranperda Perangkat Daerah ke
Biro Hukum.

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

2 minggu

Ranperda
Perangkat Daerah

13.

Menggandakan,
mendokumentasikan.

mendistribusikan dan

ele

Perda Perangkat
Daerah

1 hard

Perda Perangkat
Daerah dan bukti
dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan | 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

ovinsi Nusa Terggara Timur, %
LN ‘ II
‘:_;_-

ita Wuisan, M.M.
Utama Muda
NIP 196686241986022006

Judul SOP Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

—_
S —

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402). : ;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. ASN.
2. Memiliki kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan Inovatif.
3. Pendidikan serendah-rendahnya S1.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi NTT di Biro Hukum. 1. ATK.
2. SOP Penyusunan Peraturan Gubernur Provinsi NTT di Biro Hukum. 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Nota Dinas. 3. Telephon/Faximile.
4. Printer.
5 infokus.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah
Provinsi NTT tidak sesuai prosedur maka akan berdampak pada penataan yang tidak sesuai regulasi.

1. Data di catat di buku agenda sub bagian kelembagaan.
2. Diolah sebagai data elektronik dan manual.
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11

Memerintahkan Kabag Kelembagaan dan Anjab untuk
menylapkan penataan kelembagaan perangkat daerah
berdasarkan peraturan yang berlaku,

Peraturan perundang-undangan
vang beraku

20 menit

program kerja Blro
Organisast Setda
Provinsi NTT

Memimpin rapat persiapan penataan kelembagaan
perangkat daerah dan menugaskan Sub Koordinator
Substanl Jabatan untuk menyusun draft  struktur
perangkat daerah berdasarkan tipelogi dengan merujuk
pada Perda Perangkat Daerah.

Peraturan perundang-undangan
yang berlaku

1jom

Notulen Rapat

Menyusun draft struktur perangkat daerah berdasarkan
tipelogi dengan merujuk pada Perda perangkal daerah
serta menugaskan analis kelembagaan menyurati
perangkat daerah untuk menghadiri rapat penjelasan dan
persiapan penyusunan struktur organisasi.

Peraturan perundang-undangan
yang berlaku

1 minggu

Surat ke Perangkat
Daerah

Mengetik draft struktur perangkat daerah berdasarkan
tipelogl dengan merujuk pada Perda perangkat daerah
serta mempersiapkan fasiftas rapat dan dokumen
pelaksanaan rapat dan menyampaikan ke Sub
Koordinator Substansi Jabatan.

Ya

Peraturan perundang-undangan
yang berlaku

2 hari

Draft strukiur perangkat
daerah

Memeriksa draft struktur perangkat daerah berdasarkan
tipelogi dengan menujuk pada Perda perangkat daerah
dan mengecek kesiapan fasiiitas rapat dan dokumen.

Kabag Kelembagaan dan Anjab, jka tidak sesual di
kembalikan ke pejabat pelaksana untuk diperbaiki.

pelaksanaan rapal, Jika setuju disampalkan kepada|

Ya

Y
N

Tidak

Draft strukiur perangkat daerah

1 jam

Draft struktur perangkat
daerah

Memeriksa drafl struktur perangkat daerah berdasarkan
tipelogi dengan merujuk pada Perda perangkat daerah
dan mengecek kesiapan fasilitas rapat dan dokumen
pelaksanaan rapat, Jika setuu disampaikan kepada)
Kepala Biro Organisasl, jika tidak sesuai di kembalikan
ke Sub Koordinator Subsiansl Jabatan untuk diperbaiki.

Ya

Tidak

Draft struktur perangkat daerah

1 jam

Draft struktur perangkat
daerah

Memeriksa draft struktur perangkat daerah berdasarkan
tipelogi dengan merujuk pada Perda perangkat daerah.
Jika setuju menugaskan Kabag Kelembagaan dan Anjab
unfuk memfasilitasi rapat bersama perangkat daerah, jlka
tidak sesuai di kembalikan ke Kahag Kelembagaan dan
Anjab untuk diperbaiki.

Draft strukiur perangkat daerah

1 jam

Draft struktur perangkat
daerah

Memfasilitasi rapat penjelasan dan  persiapan
penyusunan  struklur  organisasl bersama  perangkat
daerah dan menugaskan Kasubag Kelembagaan untuk|
menghimpun dokumen kelembagaan dar perangkat)
daergh  berdasarkan berila acara  hasil  rapat
pembahasan.

Diraft strukiur perangkat daerah

2 harl

Berita acara hasil rapat
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Menghimpun dokumen kelembagaan dari perangkat
daerah dan menyerahkan ke Tim Penataan Perangkat
Daerah Provinsi NTT untuk diclah, dianalisls dan
diverifikask,

Berita acara hasil rapat

1 minggu

dokumen kelembagaan
perangkat daerah

Mengolah, menganalisis dan memverifixasi data
kelembagaan dari perangkat daerah umfuk pernyusunan
Ranpergub. Jika setuju disampaikan kepada Sub
Koordinator Substansi Jabatan untuk proses penyusunan
Pergub, jika tidak sesual di kembaftkan ke Sub)
Koordinator Substansi Jabatan untuk melengkapi data ke
perangkat daerah,

4
<&

dok kel

daerah

bagaan perangkat

2 minggu

Hasil kajian kelembagaan
perangkat daerah

10.

Menyusun konsep Ranpergub tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi sera tala kerja
perangkat daerah berdasarkan hasil kajlan Tim Penataan
Perangkat Daerah Provinsi NTT dan menugaskan analis|
kelembagaan uniuk mengetik dan menyampaikan ke Sub
Koordinator Substansi Jabatan,

Hasil kajian ketembagaan
perangkat daerah

1 minggu

Konsep Ranpergub
Perangkat Daerah

1.

Mengetik konsep Ranpergub tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata keqa
perangkat daerah dan menyampaikan kepada Sub
Koordinator Substansi Jabatan.

Ya

Konsep Ranpergub Perangkat

Daerah

2 hari

Konsep Ranpergub
Perangkat Daerah

. |Memeriksa konsep Ranpergub tentang Kedudukan,

susunan organisasl, lugas dan fungsi serta tata kerja
perangkal daerah apabila setuju diteruskan kepada
Kabag Kelembagaan dan Anjab dan apabila tidak setuju
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk diperbalki,

Ya

Tidak

Konsep Ranpergub Perangkat

Daerah

30 menit

Konsep Ranpergub
Perangkat Daerah

Memeriksa konsep Ranpergub tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tala kerja
perangkat daersh apabila setuju diteruskan kepada
Kepala Bilro Organisasi dan apabila fidak setuju
dikembalikan kepada Sub Koordinator Substansi Jabatan
urituk diperbaiki,

Ya

Tidak

Konsep Ranpergub Perangkat

Daerah

30 mentt

Konsep Ranpergub
Perangkat Daerah

14,

Memerksa konsep Ranpergub tentang Kedudukan,
susunan organisasl, tugas dan fungsi serta tata kerja
perangkat daerah apabila setuju memerintahkan Kabag
Kelembagaan dan Anjab untuk melaksanakan rapat|
finalisasi bersama perangkat daerah dan apabila tidak
setuju dikembalikan kepada Kabag Kelembagaan dan
Anjab untuk diperbaiki.

Tidak

Kaonsep Ranpergub Perangkat

Daerah

30 menit

Kaonsep Ranpergub
Perangkat Daerah

15.

Melaksanakan Rapat Finalisasi Ranpergub tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja perangkatl daerah bersama Perangkat Doerah
dan menugaskan Kasubag Kelembagaan untuk
menyempumakan finalisasi Ranpergub sesuai hasli

rapat.

Konsep Ranpergub Perangkat

Daerah

2 jam

Konsep Ranpergub
Perangkat Daerah

16,

Menyempumakan Ranpergub ftentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsl serta tata kerja)
perangkat daerah sesual hasll rapat finalisasl bersama
perangkat daerah dan menugaskan analis kelembagaan
uriuk membuat Nota Dinas pengajuan Ranpergub ke Biro
Hukum.

Konsep Ranperqub Perangkat

Daerah

1 hari

Ranpergub Peranghkat
Daerah

. |Membuat nota dinas dan mengajukan Ranpergub tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja perangkat daerah ke Biro -Hukum untuk di
proses menjadi Pergub.

Ranpergub Perangkat Daerah

2 minggu

Pergub perangkat dasrah
dan bukii dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan | 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

vinsi Nusa Tegggara Timur, Q

Judul SOP Fasilitasi Penataan  Kelembagaan Perangkat

Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Daerahw

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. ASN.
2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer.
3. Pendidikan Sarjana (S1).

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

4. Infocus
5. Printer

1. Perangkat Komputer.
2. Lemari Arsip.
3. Alat Tulis Kantor.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Hambatan dapat saja terjadi jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota tidak tepat struktur dan fungsi.
2. Ranperda dan Ranpergub Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tidak berjalan sesuai dengan
target yang ditetapkan.

1. Data di catat di buku agenda Sub Koordinator Substansi Kelembagaan.
2. Diolah sebagai data profil kelembagaan perangkat daerah.




perangkat daerah kKabupatenkota dan menyampaikan ke|
Sub Koordinator Substansi Kelembagaan,

kelembagaan Perangkat
Daerah Kabupatern/Kota

kelembagaan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota

] ;‘; e = ua & o= & 2 '_ =35 Pelaksana® - 7o T ) Tl m .auw Mutu Baky "° : -11"""" o ] -.-. ]
" v P # =
il “Tahap Kéglatan B, 7 Sub Koordinator Analis Kepala Bagian .- . . Ketorangan
B Substansi Kelombagasn Kelembagaan & Kelengkapan Waktu Qutput . "
N Ketembagaan Anjab
u [ 2 om o aw Ha = M - El g i
* ? 2 - 3 = 4 & - 7 " 8 9 s 10
Menelaah dan menefiti dokumen usulan penatazan 1). Berila Acara hasil 2 Jam Checklist Kelengkapan Pembahasan gkan
kelembagaan perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pembahasan antara Bagian Dokumen dijadwalkan apabila
memerintahkan analis kelembagaan untuk berkoordinasi Qrganlsasi Seldza Kab/Kota seluruh dokumen telah
dengan kabupaten/kota untuk jadwal asistensi. dengan Perangkat Daerah lengkap
terkait, 2). Telaahan Staf
tindakianfut hasil pembahasan
yang tetsh didisposisi pimpinan,
3). Kaflan Akademis, 4).
Ranperda’Ranperbup/
Ranperwali, 5). Dokumen lain
yang berkailan dengan
penataan kelembagaan
Perangkat Daerah.
Menyampaikan hasil koordinasi dengan Kabupaten/Kota Chek list kelengtkapan 1 har Petunjuk petaksanaan
lentang kesiapan pembahasan penataan kelembagaan Dokumen dari petunjuk
perangkat decrah kabupaten/kota dan menyampatkan pelaksanaan
kepada Sub Kocrdinator Substansi Kelembagaan.
Menyiapkan surat jadwal pembahasan kelembagaan W Petunjuk Pelaksana dan Sural 1ijam Surat Jadwal Pembahasan
kabupatenikota kepada Kabag Kelembagaan dan Anjab. e l Jadwal Pembahasan
Melaksanakan rapat pembzhasan bersama kabupatenkota 1). Berita Acara hasil 2jam Notulen Rapat Hasil
dalam rangka penataan kelembagaan perangkal daerah y Y pembahasan antara Bagian Pembahasan, Daftar Hadir dan .
kabupaten/kota dan memerintahkan Sub  Koordinator) b ‘= jru- e —j‘ = » k: Organisasi Setda KabiKota Dokumentasi Rapat
Substansi Kelembagaan untuk menyiapkan tekomendasi. o AT B b dengan Perangkat Daerah Pembahasan
terkait, 2). Telaahan Staf
tindzkianjut hasil pembahasan
yang telah cidisposisi pimpinan,
3). Kajian Akademis, 4).
Ranperda/Ranperbup/
Ranperwali, 5). Dokumen lain
yang berkaitan dengan
penataan kelembagaan
Perangkat Daecah.
Mengonsep  rekomendasl penataan  kelembagaan konsep rekomendasi penataan 2jam konsep rekomendasi penataan
perangkat daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil rapat; kelembagaan Perangkat kelembagaan Perangkat
pembahasan dan memeriniahkan analls kelerbagaan Daerah Kabupater/Kota Daerah Kabupaten/Kota
untuk mengetk dan menyampaikan kepada Sub
Koordinator Substansi Kelembagaan..
Mengetk konsep rekomendasi penataan kelembagaan Ya konsep rekomendasl penataan 230 menit konsep rekomendasi penataan
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7. |Memenksa konsep rekomendasi penalaan kelembagaan konsep rekomendasi penataan 30 menit konsep rekomendasi penataan
perangkat daerah kabupaten/kota apabila setuju diteruskan kelembagaan Perangkat kelembagaan Perangkat
kepada Kabag Kelembagaan dan Anjab dan apabila fidak Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
setuju dikembalikan kepada Analis Kelembagaan untuk Tidak
diperbaiki.
8. |Memeriksa konsep rekomendasi penataan kelembagaan konsep rekomendasi penataan 30 menit konsep rekomendasi penataan
perangkat daerah kabupaten/kota apabila setuju diteruskan kelembagaan Perangkat kelembagaan Perangkat
kepada Kepala Biro Organisasi dan apabita tidak setujul | Tidak Ya Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
dikembalikan kepada Sub Koordinator Substansi
Kelembagaan untuk diperbaiki.
8. |Memeriksa konseprekomendasi penataan kelembagaan konsep rekomendasi penataan 30 menit Rekomendasi penataan
perangkat daerah kabupatenfkola apabila setuju dapat Tidak kelembagaan Perangkat kelembagaan Perangkat
ditindaklanjuti dan apabita tidak setuju dikembalikan Daerah Kabupaten/Kota Daerah KabupatervKota
kepada Kabag Kelembagaan dan Anjab untuk diperbaiki.
10, |Mengirimkan  rekomendasi penataan kelembagaan Rekomendasi penataan 1 jam Dokumen rekomendasi

perangkat daerah kabupaten/kota ke Kabupaten/Kota dan
mengarsipkan,

kelembagaan perangkat daerah
kabupaten/kota

penataan kelembagaan
perangkat daerah
kabupaten/kota




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

%

4Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,
1(52—

Dra. Flouri Bita Wuisan, M.M.
Pembind Utama Muda

NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja Perangkat

Daerah Provinsi NTT

Dasar Huk;t-n :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679).

Pendidikan Sarjana (S1)/ Diploma IV.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887). .
3. Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana.
4. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban
Kerja
5. Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP penyusunan laporan Bulanan, Triwulan,Semester di Biro Organisasi. 1. ATK

2. Perangkat komputer
3. Telepon/Faximile
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Perangkat Daerah wajib menyusun kebutuhan PNS berdasarkan analisis beban kerja.

1. Pada proses penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah, data diterima dan
di himpun oleh Subag Analisis Jabatan.

2. Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




FYEnT)

: ' ”‘" o ] L * ! Pelaksana R,y B PR o Mutu 8aku " ot
Il ey KepalaBagian |, . .F=" . Tim Penyusun _ . i .
;:“'9“7' ; Tahg E;_Keglatﬂn Kelembagaan dan Koordmatc_or Analis Jabatan Anzlisis Kepar!.a.B:_r? Relengkap:in Waktu Qutput- Heterangan

. . Substanst Organisasi 2 ?
Analisis Jabatan Jabatan
& ] Jabatan S !

1" . 2 ’ - . 2 4 ~ 5 6 7 . 8 -t 9" 10 11

1. |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Agenda Kerja 30 menit |Disposisi dan
Jabatan untuk mempersiapkan administrasi penugasan.
Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat
Daerah Provinsi.

2. {Menugaskan analis jebatan untuk Disposisi dan 20 menit |Disposisi dan
mempersiapkan  administrasi penyusunanL f penugasan. penugasarn.
analisis beban kefja, B
mengumpuikanimenghimpun bahan
penyusunan analisis beban kega dari
Perangkat Daerah Provinsi dan menyampatkan
ke Fim,

3. |Mempersiapkan administrasi dan v Disposisi dan 1bulan |administrasi surat dan
mengumpulkan bahan analisis beban kera dari 1 penugasan, bahan analisis beban
Perangkat Daerah Provinsi dan meneruskan ke ) S| kerja
Tim.

4. |Memverifikasi dan menyusun draft dokumen v administrasi surat dan 1bulan |Draft Dokumen Analisis
analisis beban kerja dari perangkat daerah dan [ bahan analisis beban Behan Kerja
menyampaikan kepada Sub  Koordinator o kefja

5. |Mengoreksi draft dokumen analisis beban kerja Draft Dokumen 30 menit |Draft Dokumen Analisis
perangkat daerah di lingkungan Pemprov jika X Analisis Beban Kerja Beban Kerja
setuju disampaikan kepada Kabag dan jika Ya /'{ \ Tidak
fidak setuju dikembalikan ke Tim unfuk N
diperbaiki. A

6. |Memeriksa draft dokumen Analisis Beban Draft Dokumen 30 menit |Draft Dokumen Analisis
Kerja, jika setuju di lanjutkan ke Kepala Biro Tidak Analisis Beban Kerja Beban Kerja
Organisasi dan jika tidak setuju dikembalikan
ke Sub Koordinator Substansi Jabatan untuk di Vs

7. |Memeriksa draf dokumen Analisis Beban Kerja Draft Dokumen 30 menit |Dokumen Analisis
oleh Kepala Biro, Jika setuju dikembalikan ke Tidak Analisis Beban Kerja Beban Kerja
Sub Koordinator Substansi Jabatan untuk
diproses lebih lanjut menjadi dokumen Analisis
Beban Kerja pada Perangkat Daerah
Provinsi.Jika tidak disefujui diserahkan ke
Kabag untuk di perbaiki.

8. |Menugaskan analis jabatan untuk \ 2 Dokumen Analisis 10 menit  |Dokumen Analisis
mendistribusikan dan mendokumentasikan. “ z_t!é Beban Kerja Beban Kerja

I
8. |Mendistribusikan dan mendokumentasikan. Dokumen Analisis 1jam Dokumen Analisis
Beban Kerja Beban Kerja , bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
1 anggal Revis November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
}Setda vinsi Nusa Ten(il Timur, %
ita Wuisan, M.M
Pembind Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan Perangkat

Daerah Provinsi NTT

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

¢ ~indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana.

7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang analisis jabatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan Sarjana (S1).

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK.

2. Perangkat komputer.
3. Telepon/Faximile.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika tidak melakukan Analisis Jabatan maka akan mempengaruhi penataan kelembagaan, kepegawaian,
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

subag analis jabatan.

2. Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

1. Pada proses penyusunan Analisis Jabatan Perangkat Daerah, data diterima dan di himpun oleh
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Menugaskan Sub Koordinator Subsiansi
Jabatan untuk menyiapkan Tim Penyusun
Anjab dan menyurati Perangkat Daersh,

Agenda Kerja

30 menit

Agenda Kerja

Menyusun Tim Penyusun Analisis Jabatan dan
menyurati Perangkat Daerah tericait pengisian
data analisis jabatan dan menugaskan Analis
Jabatan untuk menerima dan menghimpun
data.

Agenda Kerja

2 Jam

Suratdan SK Tim
Penyusun

Menedma dan menghimpun data analisis
iabatan dari perangkat daerah dan meneruskan
ke Tim Penyusun Analisis Jabatan,

Surat dan SK Tim
Penyusun

5 har

Data Analisis Jabatan
dari Perangkat Daerah

Memverifikasi dan menyusun draft analisis
jabatan dari perangkat dan disampaikan
kepada Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan.

Data Analisis Jabatan dari
Perangkat Daersh

1 buian

informasi Jabatan

Mengoreksi draft analisis jabatan perangkat
daerah di lingkungan Pemprov jika setuju
disampaikan kepada Kabag Kelambagaan dan
Anjab dan jika tidak setuju dikembalikan ke Tim
untuk diperbaiki,

Ya

Tidak

L)
N/

Informasi Jabatan

30 menit

Draft Analisis Jabatan

Memeriksa draft Analisis Jabatan, jika setuju di
lanjutkan ke Kepala Biro Organisasi dan jika
tidak setuju dikembalikan ke Sub Koordinator
Substansi Jabatan untuk di perbaiki.

Tidak

Ya

Draft Anaiisis Jabatan

30 menit

Draft Analisis Jabatan

Memeriksa draft Analisis Jabatan, Jika setuju
menugaskan kabazg untuk menyusun draft
Pergub/Kepgub dan diprases ke Biro Hukum
oleh Analis .Jabatan, fika tidak disetujui
diserahkan ke Kabag Kelembagaan dan Anjab
untuk di perbaiki.

Tidak

Ya

Draft Analisis Jabatan

2 minggu

Draft pergub Analisis

Jabatan

Mendistribusikan dan mendokumentasikan,

Drafi pergub Analisis
Jabatan

30 menit

Pergub Analisis Jabatan
dan bukti dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP - Tahun 2022
Tanggal Pembuatan . 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi : November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dra.

Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tﬁara Timur,

b

Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembing Utama Muda

NIP 196606241986022006

%

Judul SOP

Penanganan Surat Masuk

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat keluar.

1. ATK

2. Buku Agenda Surat Masuk.
3. Telepon/Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak
pada terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

Pada Buku Agenda Surat Masuk.




e R T

B e o 6 T et B

Menerdma surat masuk, mengagendakan Buku Agenda Surat 5 menit

surat dalam buku agenda surat masuk, masuk dan lembar lembar Disposisi
memasang lembar disposisi dan disposisi

meneruskan kepada Kepala Birc Organisasi.

Menelaah, mendisposisi surat masuk dan Surat masuk dan 10menit |Surat masuk dan
memberikan petunjuk kepada Kabag yang lembar Disposisi Disposisi

dituju untuk tindaklanjut dan dikembalikan ke

pengadministrasi umum.

Mencatat disposisi karo dan meneruskan ke Surat masuk dan Smenit |Surat masuk dan
kabag yang dituju. Disposisi Disposisi
Menelaah dan mendisposisi surat kepada Surat masuk dan 10 menit  |Surat masuk dan
kasubag untuk  ditindaklanjuti dan — Disposisi Disposisi
dikernbalikan ke pengadministrasi umum,

Menindaklanjuti disposisi kabag terkait surat Surat masuk dan Smenit |Surat masuk dan
masuk dan memerintahkan Disposisi Disposisi
Pengadministrasi Umum untuk

mendokumentasikan dan mengarsipkan.

Mendokumentasikan dan  mengarsipkan Suraf masuk dan 1Jdam Dokumen

Surat Masuk

Disposisi

Tindaklanjut, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

ZSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur, &

¢

Dra. Flouri Rit wﬂm—

Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penanganan Surat Keluar

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman| 3. Menguasai Komputer.
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Komputer.
2. ATK
3. Buku Agenda Surat Keluar.
4. Stempel.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




mengarsipkan.

T
Selesai- .

dokumentasi

I A i il LT L Mutu Baku - - .. )
L W Kasubag TU Pelaksana . : : .
No. T!?l;ap Kegiatan gar?IfSug s, (Pengadr}iini Strasi Kgp?la Kggala_Blr?‘ “Kalahdkapan Waktu Outut I thefangan
- = . Koordinator | PO Bagian. Organisasi | - .
CR Umum, Analis) E
Substansi
1 2 - 3 4 - &6 7 8 9 a- | 10
1. [Memerintahkan pelaksana Disposisi Surat 5 menit |Disposisi Surat
(pengadministrasi Umum, Analis) untuk [W] masuk/petunjuk masuk/petunjuk
menyiapkan bahan kelengkapan surat — - atasan atasan
keluar i
2. [Menyiapkan bahan kelengkapan surat | Disposisi Surat 30 menit |Bahan
keluar, menyusunt konsep surat keluar [—ﬁ'“ masuk/petunjuk kelengkapan
dan menyerahkan kepada Kasubag TU J L.'a”q* ‘ atasan surat keluar dan
Biro, Sub Koordinator Substansi konsep surat
keluar
3. |[Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Bahan 20 Menit |Konsep surat
setuju, memaraf dan disampaikan kepada ik kelengkapan keluar
Kabag. Apabila tidak setuju dikembaltkan surat keluar dan
kepada Pelaksana (Pengadminstrasi konsep surat
Umum, Analis) untuk memperbaiki, keluar
Ya
4. |Mengareksi konsep surat keluar. Apabila Konsep surat 20 menit |Draf surat keluar
setuju, memaraf dan disampaikan kepada keluar
Kepala Biro. Apabila fidak setuju Tidak AN | v
dikembalikan kepada Kasubag TU Biro,|” I
Sub  Koordinator  Substansi  untuk [
memperbaiki.
5. [Menelaah dan mengoreksi draf surat Draf surat keluar 10 menit |Surat keluar
keluar. Apabila setuju, diparaf dan ;
diteruskan  kepada Pengadministrasi 1_"“’_3_'f / @
umum dan apabila tidak setuju N
dikembalikan kepada kabag untuk
diperhaiki.
6. |Mengagendakan, mendistribusikan dan Surat keluar 10 menit [Surat keluar dan




Pelaksana Mutu Baku
apets S | peskoans
A Tah fata ini i Ket
No ahap Kegiatan Kepala Biro, Sub (Pengadministr| Kepala Biro T — Waltu Ot eterangan
Bagian Koordinator ast Umum, Organisasi
Substansi Artania)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Menugaskan Kasubag TU Biro, Sub Surat Masuk, 10 menit  |Disposisi, petunjuk,
Koorinator Substansi untuk menyiapkan| [} Disposisi, Petunjuk penugasan
Konsep Nota Dinas.
2. [Menugaskan pejabat pelaksana uniuk Surat Masuk, 10 menit |Disposisi, petunjuk,
menyusun konsep Nota Dinas dan 1 Disposisi, Petunjuk penugasan
menyiapkan kelengkapan bahan nota dinas. TR DAY
3. [Menyusun dan menyiapkan konsep WNota v Surat Masuk, 1 jam Konsep Nota Dinas &
Dinas beserta kelengkapan bahan Nota Disposisi, Petunjuk bahan kelengkapan nota
Dinas. dinas
4, |[Menelazah, mengoreksi, memaraf dan v Konsep Nota Dinas 10 menit |Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas kepada 3 \ dak
kepata bagian. Jika tidak setuju maka \ /
dikembalikan kepada Pelaksana A
{Pengadministrasi Umum, Analis) untuk
diperbaiki.
5. |Menelaah, mengoreksi, memaraf dan Konsep Nota Dinas 10 menit  [Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas kepada V\ -
kepala biro. By, | T
¢ .
6. |Menelaah, mengoreksi dan menandatangani Konsep Nota Dinas 10 menit  |Nota Dinas
Nota Dinas. Tidak &
7. |Mengirimkan dan mengarsipkan nota dinas. or— Nota Dinas & menit Nota Dinas dan bukti .
- Terkait SOP
dokumentasi :
« Selesait Pengarsipan
Dokumen

{Naskah Dinas




Nomor SOP ; Tahun 2022
Tanggal Pembuatan . 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi : November 2022

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Kepala Biro Organisasi
=zSetda Proyinsi Nusa Tenggara Timur Q

Disahkan oleh

NIP 196606241986022006

Judul SOP

Penanganan Nota Dinas

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

2

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk.

1. Alat Tulis Kantor.

2. Komputer.

3. Buku Agenda Surat Masuk.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Nota Dinas Kepala Biro terlambat diproses akan berdampak
pada penyampaian informasi sesuai isi nota dinas.

1. Pada agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Z-Setda Proyjnsi Nusa Tenggi Timur, ﬁ.
.‘f

Wuisan, M.M.
Pembina ma Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP
Eselon lll, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi
Pemerintahan.

. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

. Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalan Dinas Luar

2.

Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawai Tidak|

Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP penanganan Nota Dinas.

2. SOP Penerbitan SPT/SPPD Pejabat Eselon Ill, Pejabat Eselon IV, Pejabat
Pelaksana Khusus dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat
Daerah.

1. ATK.

2. Komputer.

3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.
4, Telepon.

5. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan TOR perjalanan dinas tidak sesuai prosedur akan berdampak pada
keterlambatan penerbitan SPT dan SPPD.

1. Buku Jaga Perjalanan Dinas.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pejabat




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan (Pe:e;kni?qatas‘ Kepala Sub Kabag Tata Laksan Kepala Biro Kelenak — PRt Keterangan
Um?:m A::is)l Bagian TU Biro abag ta Sana Organisasi elengiapan a e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. {Membuat konsep TOR perjalanan dinas Disposisi, agenda 30 menit {Konsep TOR
kemudian menyampaikan kepada Kasubag TU kerja perjalanan dinas
Biro.

2. |Memeriksa dan memaraf TOR perjalanan dinas Konsep TOR 5menit [Konsep TOR
yang -diajukan. Apabila setuju memaraf dan perjalanan dinas perjalanan dinas
diteruskan kepada Kabag, Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Pelaksana
{Pengadministrasi Umum, Analis) untuk
diperbalki.

3. [Memeriksa dan Memaraf TOR. Apabila setuju Keonsep TOR Smenit [Konsep TOR
menandatangani dan menyerahkan kepada N perjalanan dinas perjalanan dinas
Pelaksana (Pengadminhistrasi Umum, Analis) Ldak P
untuk diberikan nomor dan tanggal surat \;:.

Apablla flidak seluju dikembalikan kepada
Kasubag TU Biro untuk diperbaiki.

4, {Memberikan nomor dan tanggal pada TOR dan W Keonsep TOR 10 menit |Konsep TOR
menyerahkan kepada Kasubag TU Biro, perjalanan dinas perjalanan dinas

5. |Memeriksa dan mengoreksi TOR Perjalanan Konsep TOR Kensep TOR
Dinas. Apabila seluju memaraf dan b 4 perjatanan dinas perjalanan dinas
menyerahkan kepada Kabag. Apablla tidak ﬁgf,ga\
sefuju maka dikembalikan kepada Pelzksana \T/

{Pengadministrasi Umum, Analis} untuk
diperbaiki.

8. IMenelash dan mengoreksi TOR Pegjalanan Konsep TOR Konsep TOR
Dinas. Apabila sefuju metangani dan perjalanan dinas perjalanan dinas
menyerahkan kepada Kepala Biro. Apabila tidak
setuju dikemballakn kepada Kasubag TU Biro
untuk diperbaiki.




7. {Menelaah dan memeriksa TOR. Apabila setuju Konsep TOR Konsep TOR
memberikan catatan ACC dan menyerahkan perjalanan dinas perjalanan dinag
kepada Kabag untuk diproses selanjutnya.

Apabila tidak setuju maka dikembalikan kepada
Kabag untuk tidak di proses.

8. |Memerintahkan Pelaksana (Pengadministrasi TOR perjatanan dinas TOR perjalanan
Umum, Analis) untuk membuat Surat Tugas dan dan konsep SPT dan dinas dan
Surat Perintah Petjalanan Dinas SPPD konsep SPT dan

SPPD

9. [Membuat Surat Tugas dan Surat Perintah TOR perjalanan dinas TOR perfjalanan
Perjalanan Dinas dan menyerahkan kepada dan konsep SPT dan dinas dan
KasubagTU Biro untuk memaraf. SPPD konsep SPT dan

SPPD
10.|Memeriksa dan mengoteksi Surat Tugas dan TCR perjalanan dinas TOR perjalanan
Surat Perintah Perjalanan Dinas. Apabila setuju v dan konsep SPT dan dinas dan
memaraf dan menyerahkan kepada Kepata Af/ ;;‘\ SPPD konsep SPT dan
Bagian. Apabila tidak setuju maka dikembalikan NG SPPD
kepada Pelaksana (Pengadminbistrasi Umum, i
Analis) untuk diperbaiki.

11.|Memeriksa dan mengoreksi Surat Tugas dan p. TOR perjalanan dinas TOR perjalanan
Surat Perintah Perjalanan Dinas. Apabila setuju J % dan konsep SPT dan dinas dan
memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Biro. R SPPD konsep SPT dan
Apabita tidak setuju maka dikembailikan kepada d SPPD
Kasubag TU Biro untuk diperbaiki.

12 |Menelaah Surat Tugas dan Surat Perintah TOR perjalanan dinas SPT dan SPPD
Perjalanan Dinas. Apabila setuju ¢ dan konsep SPT dan
menandatangani dan  diteruskan  kepada f ) SPPD
Pelaksana (Pengadministrasi Umum, Analis) \
untuk ditindak lanjuti. Apabila tidak setuju maka
dikembalikan kepada Kabag untuk dieprbaiki,

13.|Memberikan penomoran dan Tanggal Surat 8PT dan SPPD SPT dan SPPD

Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
kemudian menyerahkan kepada  yang
bersangkutan dan mendokumentasikan dan
mengarsipkan surat.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi
‘Z=Setda Prgvinsi Nusa Tenggara Timur, %

Dra. Flouri Wuisan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP

Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai
Negeri Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

4. Peraturan Meneteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Pendidikan minimal SLTA

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP Pengarsipan Dokumen/ Naskah Dinas

1. ATK.
2. Komputer.

3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila Surat Kenaikan Gaji Berkala Terlambat diterbitkan maka akan berdampak pada
terlambatnya PNS yang bersangkutan mendapatkan hak gaji sesuai penetapan terbaru.
2. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan paling lambat 1

bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai.

1. Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Pelaksana
No. Tahap Kegiatan Kepal.elz_ Sul? Bagian (Pengadmlmstr Kabag Tata Laksana Kepala_ Blr? Kelengkapan Wakty Output Keterangan
U Biro asi Umum, Organisasi
Analis)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan  pengelola kepegawaian  untuk Pedoman Peraturan 30 menit {Penugasan,
menginventarisir data PNS yang memenuhi syarat Perundang-undangan arahan dan
kenaikan gaji berkala dan menyusun konsep surat dan penugasan petunjuk
pemberitahuan kenaikan gaji berkala.

2. [Menginventarisir data PNS yang memenuhi syarat Penugasan, arahan dan (2 Jam Konsep Surat
kenaikan gaji berkala kemudian menyusun konsep petunjuk PKGB dan
Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (PKGB) syarat
dan menyampaikan kepada kasubag. kelengkapan

3. |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
Gaji berkala beserta kelengkapan administrasi dan syarat kelengkapan PKGB dan
lainnya. Apabila setuju memaraf dan nmenyerahkan syarat
kepada Kepala Biro. Apabila tidak setuju maka Ya kelengkapan
dikembalikan kepada Kasubag TU Biro untuk
diperbaiki.

4. |Memeriksa konsep Surat Pemberifahuan Kenaikan Kensep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
Gaji berkala beserta kelengkapan administrasinya. Tidak G - dan syarat kelengkapan PKGB dan
Apabila setuju memaraf dan meneyerahkann kepada - e— = \/ oty syarat
Kepala Biro. Apabila tidak setuju maka dikembalikan  § kelengkapan
kepada Kasubag TU Biro untuk diperbaiki. ]

5. [Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Konsep Surat PKGB 10 menit |Surat
Gaji berkala beserta kelengkapan administrasi dan dan syarat kelengkapan Pemberitahuan
menandatangani. Apabila tidak setuju maka Kenatkan Gaji
dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. Berkala (PKGB)

6. |Membubuhkan Cap dan  mengirim  Surat Surat Pemberitahuan |1 jam Surat Terkait SOP
Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala kepada Kepala Kenaikan Gaji Berkala Pemberitahuan |Penanganan
Biro Keuangan dan PNS yang bersangkutan serta (PKGB) Kenaikan Gaji  |Surat keluar
mengarsipkan. Berkala (PKGB) (dan SOP

Pangarsipan
Dokumen/

Naskah Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
“Z Setd

insi Nusa Tenggara Timur, q_

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
PembinajUtama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP

Pengajuan surat usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

2
3

&

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah

Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1

SOP Penanganan Surat Masuk.

2. SOP Penanganan Surat Keluar.
3. SOP Pengarsipan Dokumen dan Naskah Dinas

1. ATK.

2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1.

2.

Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat terlambat diajukan maka akan
berdampak pada tertunda periode kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan.

Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat diterima oleh BKD paling lambat 3 bulan sebelum
periode kenaikan pangkat pegawai.

1. Buku jaga kenaikan pangklat dan kenaikan gaji berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




y Tahao Keaiata Pelaksana Mutu Baku
o. ahap Kegiatan i Keterangan
e Kepala Biro |\ 100 TataLaksana | YEPaia Sub Fengeiala Kelengkapan Waktu Output 4
Organisasi Bagian TU Kepegawaian
1 2 3 4 5 [ 7 [ ] 10
1. |Menelagh dan mendisposisi surat Kepala BKD tentang — Surat 15 Menit |Surat dan Disposisi Terkait SOP
Usulan Kenaikan Pangkat PNS. ﬁgﬁﬂq‘:“ Penanganan Surat
Masuk
2. |Menelaah disposisi dan menugaskan Kasubag TU Biro Surat dan Disposisi 10 Menit |Surat, Disposisi dan
untuk menyiapkan Usular Kenaikan Pangkat PNS. petunjuk
3. |Menelaah disposisi dan menugaskan pengelola Surat, Disposisi dan 10 Menit  |Surat, Disposisi dan
kepegawaian menyiapkan administrasi usulzn kenaikan petunjuk petunjuk
pangkat bagi PNS pada biro organisasi.
4. |Menyusun kansep surat usulan kenaikan pangkat disertai Surat, Disposisi dan 2Jam  |Konsep surat usulan
lzampiran kelengkapan/berkas kenalkan pangkat PNS. petunjuk kenaikan pangkat dan
lampiran berkas ASN
5. |Memeriksa konsep surat usulan kenalkan pangkat dan " Konsep surat usulan 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas PNS. Apabila setuju, memaraf dan \ kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat dan
menyampaikan ke Kabag Tata Laksana. Apabila tidak = L Ihiak fampiran berkas lampiran Kenaikan Gaji
sotuju, dikembalikan kepada Pengelola kepegawaian \ / Kenaikan Gaji Berkala Berkala periode lalu
untuk diperbaiki, A periode lalu
6. |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usufan 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas PNS. Apabila setuju, memaraf dan kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat dan
menyampaikan kepada Kepala Biro. Apabila tidak setuju, Tidak lampiran Kenaikan lampiran Kenaikan Gaji
dikembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki. Gaji Berkala pericde Berkala perode lalu g
Iafut
7. |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Keonsep surat usulan 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas PNS. Apsbila setuju, menandatangani kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat dan
dan diproses lebih lanjut oleh pengelola kepegawaian. lampiran Kenaikan lampiran Kenaikan Gaji
Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada Kabag Tata Gaji Berkala periode Berkala periode lalu
Laksana untuk diperbatki. {alu
1
8. {Memproses surat usulan kenaikan pangkat PNS ke BKD Konsep surat usulan 1Jdam |Konsep surat usulan Terkait SOP
dan mengarsipkan. “:gé‘i e"‘%i's' kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat dan |Penanganan Surat
O lampiran Kenaikan lampiran Kenaikan Gaji {Keluar dan SOP
Gaji Berkala periode Berkala periode lzlu Pengarsipan

1alu

Dokumen/ Naskah
Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agusutus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi
= Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

ol

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembin& Utama Muda
NIP 196606241986022006

?.

Judul SOP

Pengajuan surat usulan pensiun Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum :

——

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Pemerintah Nomorn 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Pengarsipan Dokumen/ Naskah Dinas

1. ATK.
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila Penyampaian Kelengkapan Administrasi Usulan Pensiun Pegawai terlambat
maka akan berdampak pada tertundanya hak pensiun Pegawai yang bersangkutan.

2. Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6 bulan
sebelum jatuh tempo pensiun pegawai.

1. Buku jaga pensiun pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No, Tahap Kegiatan Kepala Sub Pengelola Kabag Tata | Kepala Biro Keterangan
Bagian TU Biro | Kepegawaian Laksana Organisasi Yeelgaploy Waktu Output ’
1 2 3 4 5 6 7 . 8 g 10
1. |[Menugaskan pengelola kepegawaian Agenda kerja 10 Menit |Disposisi/penug
menyiapkan administrasi usulan pensiun asan
bagi PNS pada biro organisasi.
2. [Menyusun konsep surat usulan pensiun Disposisi/penug 2 Jam Konsep surat
disertai lampiran kelengkapan/berkas asan usulan pensiun
pensiun PNS dan disampaikan kepada dan lampiran
kasubag. berkas PNS
3. |Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit {Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, usulan pensiun usulan pensiun
memaraf dan menyampaikan ke kabag. dan lampiran dan lampiran
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk berkas PNS berkas PNS
diperbaiki.
Ya
4. |Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju,| | .. usulan pensiun usulan pensiun
; Tidak A :
memarafl dan menyampaikan Kepada Ya dan lampiran dan lampiran
Kepala Biro. Apabila tidak setuju, berkas PNS berkas PNS
dikembalikan untuk diperbaiki.
5. |Memerksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat * 20 Menit |Surat usulan
dan lampiran berkas PNS. Apabila setuju, usulan pensiun pensiun dan
menandatangani dan diproses lebih lanjut n— dan lampiran lampiran berkas
oleh pengelola kepegawaian. Apabila tidak — berkas PNS PNS
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.
Ya
6. Memproses surat usulan pensiun PNS ke ) 4 Surat usulan 1Jam |Surat usulan Terkait SOP
Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi SEflEs pensiun dan pensiun dan Penanganan
NTT dan mengarsipkan. Er lampiran berkas lampiran berkas |Surat Keluar dan

PNS

PNS

SOP
Pengarsipan
Dokumen/

Naskah Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan | 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Z=Setda Proyi

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

i Nusa Tenggara Timur, %t

Wuisan, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Pengajuan surat usulan cuti Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Pemerintah Nomorn 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenam belas atas
Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi pemerintahan.

|6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP Penerbitan Surat Izin Cuti ASN di BKD.

1. ATK
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak pada
pelanggaran regulasi.

1. Buku kontrol cuti pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku

K TREHE REaRER K:::gg::vﬁn I;ep?.!a i‘.ﬂ’ Kepata Bagian Kepala Biro | Kelenglkapan Waktu Output Reterangas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. [Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang Permohonan 30 menit |Permohonan
telah mendapat persetujuan pejabat satu Cuti Cuti, lembar
tinglkat dan pejabat dua tingkat . ;{&M‘-u lﬁl disposisi
diatasnya,melakulcan verifikasi jenis dan sisa —_—
cuti pemohon dan menyampaikan hasil
verifikasi kepada kasubag TU Biro .

2, |Menelasah usulan cuti dari PNS yang Permohonan 10 menit |Permohonan
bersangkutan. Apabuila setuju memaraf dan Y Cuti, lembar Cuti,
meneruskan ke Kabag untuk diproses. Tidak / \ Ya disposisi disposisi
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada *«%“

Pengelola Kepegawaian untuk diperbaiki. X

3. |Menelaash wusulan cuti dari PNS yang Permohonan Permohonan
bersanglcutan. Apabila setuju memaraf dan v Cuti, disposisi Cuti,
meneruskan ke Kepala Biro untuk diproses. Tidak / \ Ya disposisi
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada \é}

Kasubag TU Biro untuk diperbaiki. ,‘\

4. |Menelaah wusulan cutl. Apabila setuju Permohonan Permchonan
menandatangani usulan cuti dan Cuti, disposisi Cuti
menyerahkan ke Pengelola Kepegawaian Tidak
untuk di proses lebih lanjut. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada Kepala Bagian
untuk diperbaiki.

5. |Memproses surat  usulan cuti ke Permohonan 1Jam |Surat usulan
BKD,mengambil Surat Izin Cuti di BKD, 4 Cuti cuti ASN
menggadakan untuk arsip dan = -
menyampaikan Asli Surat Izn Cuti kepada - Selesai

ASN yang mengajukan permchonan Cuti.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

23 Agustus 2021

Tanggal Revisi November 20:

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

ZSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ﬁ,

Dra. Flouri

PembinaWUtama Muda
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan
Semester tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
penyampaian laporan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
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1. |Menugaskan Kasubag Tata Usaha Biro untuk Agenda Keija 15 menit |Disposisi
mempersiapkan konsep laporan.

2. |Menugaskan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Disposisi 15 menit |Disposisi
Pelaporan untuk mengumpulkan bahan atau
data dukung penyusunan lapocan dan menyusun
konsep laporan.

3. [Mengumpulkan bahan atau data dukung Disposisi 3 hari Bahan laporan dari
kemudian menyusun konsep laporan dan masing-masing bagian,
menyampaikan kepada kasubag Tata Usaha disposisi
Biro.

4, {Memeriksa konsep laporan. Jika setuju Bahan laporan dari 1 jam Konsep laporan masing-
menyampaikan kepada kabag. Jika tidak setuju masing-masing bagian, masing bagian, disposisi
dikembalikan kepada Analis Perencanaan, disposisi :

Evaluasi dan Pelaporan untuk diperbaiki.

5. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju Konsep laporan masing- 1jam Draf laporan masing-
menyampaikan kepada kepala biro organisasi. - masing bagian, disposisi masing bagian, disposisi
Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag Tidak
TU untuk diperbaiki. ‘ Ya .

6. [Memeriksa draft laporan. Jika  setuju Draf laporan, 1jam Laporan disposisi
menandatangani dan menyerahkan Kkepada Tidak
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada I
Kabag untuk diperbaiki. Ya

7. [Menyerahkan laporan kepada Kasubag TU untuk Laporan disposisi 10 menit |Laporan disposisi
didokumentasikan.

8. |Menyerahkan laporan kepada analis Laporan disposisi 10 menit |Laporan disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didokumentasikan.

9. |Mendistribusikan dan  Mendokumentasikan Laporan disposisi 20 menit |Laporan bulanan,

Laporan.

triwulan dan semester,
bukti dokumentasi




Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

ZSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur, %

Dra. Flouri Ri%a Wuisan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Laporan Tahunan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2 SOP Penanganan Surat Masuk.
3 SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,Semester di Biro Organisasi.

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi
maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.
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LLaporan tahunan.
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1. |Menugaskan Kasubag TU Birc unfuk Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
mempersiapkan konsep laporan tahunan.
2. |[Memerintahkan Analis Perencanaan, Evaluasi Disposisi 15 menit |Disposisi
dan Pelaporan uniuk mengumpuikan bahan
penyusunan laporan tahunan dar tiap-tiap
3. [Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan laporan tahunan kepada Kasubag
TU Biro.
4. |Mengonsep laporan  fahunan  kemudian L Bahan laporan, disposisi 1 hari Konsep laporan, disposisi
menyerahkan kepada Kabag. 1%2‘!‘
.
5. |Memeriksa konsep taporan tahunan. Jika setuju Konsep laporan, 1jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada kepala biro organisasi. Tidak disposisi
Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kasubag TU untuk diperbaiki
6. {Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju Draf laporan, disposisi. 1jam Laporan, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada| | rvidak
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki.
7. |Menyerahkan laporan tahunan kepada Kasubag Laporan, disposisi 10 menit |Laporan, disposisi
'8. |Menyerahkan laporan tahunan kepada analis| - T Laporan, disposisi 10 menit |Laporan, disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. ?
9. jMendistribusikan dan  mendokumentasikan Laporan, disposisi 1Jam Laporan fahunan Biro




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi

November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Dra. Flouri Ri
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP

“Z=Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur %.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. :
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT
Tahun 2018 - 2023.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

3. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Nota Dinas. 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Surat Keluar. 3. Telepon/Faximili.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Renstra Terlambat disusun dan disampaiakan kepada Gubernur akan berdampak pada kualitas
penyusunan RENJA, RKA/DPA dan dokumen perencanaan lainnya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
N Tahap Kegiatan Kepala BI Kagalasun irh Kerj e Ket
0. anap Kegl epala_ :rt? Kabag Tata Bagian Tata Tim Keq? Perencalzlaan. Kelengkapan Waktu Output eterangan
Organisasi Laksana p Renstra Biro | Evaluasi dan
Usaha Biro
Pelaporan

1. |Menelaah Surat Edaran Gubemur tentang Surat Edaran 15 menit  |Surat Edaran dan
Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Disposisi
dan mendisposisi kepada Kabag.

2. |Menelagh Surat Edaran Gubernur dan Surat Edaran dan 20 menit |Surat Edaran,
disposisi Karo, selanjutnya mendisposisi Disposisi Disposisi dan
kepada Kasubag TU Biro bersama Tim petunjuk
Penyuusnan Renstra untuk menyusun
konsep RENSTRA Biro Organisasi dan
Renstra Perubahan.

3. IMenelaah konsep Surat Edaran Gubernur Surat Edaran, 10 menit |Surat Edaran,
dan disposisi pimpinan bersama Tim Kerja W Disposisi dan petunjuk Disposisi dan
Renstra Biro selanjutnya menugaskan analis &t )[ - petunjuk
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk s , P
menyampaikan SE Gubemur ke sefiap
Bagian.

4. |Mendistribusi SE Gubernur kepada seluruh ¥ Surat Edaran, 2 Minggu {Surat Edaran
Bagian selanjutnya mengumpulkan dan I Disposisi, petunjuk Gubernur, diposisi
mengolah data dari tiap Bagian kemudian|. i dan data yang
menyerahkan kepada kasubag TU. o telah diolah

5. |Bersama Tim Kerja Renstra Biro Menyusun v Surat Edaran 2 Minggu |Konsep RENSTRA
Konsep RENSTRA Biro Organisasi dan L Gubernur, diposisi dan Biro Organisasi
menyampaikan kepada Kepala Bagian. as—wf:xv-’% < T data yang telah diolah

6. |Mengadakan Rapat bersama seluruh Bagian Konsep RENSTRA 2 Jam Konsep
untuk membahas Konsep RENSTRA Biro P Biro Organisasi RENSTRA,
QOrganisasi dan menugaskan Kasubag €M‘£ j* TR, ; gz’{ Notulen rapat
untuk menyempurnakan sesuai hasil rapat. — 1.1-.._  LcEahie

7. |Memperbaiki Konsep RENSTRA Biro Konsep RENSTRA 3 Harni Konsep RENSTRA
Organisasi sesuai hasil rapat, dan Biro Biro Organisasi
menyampaikan kepada Kabag. %




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub hadlls
No. Tahap Kegiatan Kepala Biro Kabag Tata A Tim Kerja Perencanaan, Keterangan
Organisast Laksana Bagian T_ata Renstra Biro | Evaluasi dan Kalngpan Welktu Rurput
Usaha Bire
Pelaporan
8. |Memeriksa konsep RENSTRA Biro Konsep RENSTRA 3 Jam Draf RENSTRA
Organisasi. Apabila setuju, memaraf dan Biro Organisasi Biro Organisast
disampaikan kepada Kepala Biro. Apabila
tidak setuju, dikembalikan kepada Kasubag Xd
untuk memperbaiki. Tidak
9. |Memeriksa Draf RENSTRA Biro Organisast. Draf RENSTRA Biro 3Jam |Draf RENSTRA
Apabila setuju, menandatangani dan Y Organisasi dan Nota Biro Organisasi
diproses Iebih lanjut oleh  analis @ Dinas Pengantar dan Nota Dinas
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, / Tidak Pengantar
Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada
Kabag untuk memperbaiki. Ya
10. {Menggandakan, menyampaikan RENSTRA RENSTRA Biro 1Jam |RENSTRA Biro
Biro Organisasi kepada Gubernur up. Organisasi dan Nota Crganisasi,Nota
Kepala BAPPEDA, wmendistribusi copy Dinas Pengantar Dinas Pengantar,
RENSTRA kepada seluruh bagian dan dan bukti
mengarsipkan. dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tangagal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

ZSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur, w,

Pembina
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

.1.. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“f2s-Peraturdn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Mentang- Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010
2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi NTT Tahun 2018 - -2023.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penyusunan Renstra di Biro Organisasi.
3. SOP Penanganan Surat masuk.

1. ATK.

2. Komputer.

3. Telephon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan RENJA tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan RKA dan DPA.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




& -

ok & FIT Tt Ty

R L = Pelaksana - -~ Mutu Baku i -
% h — 2 [ . - HKepdia Analis g - , ’ «
. w s # |l o i = P T t
No Tahap Kegiatan ; Ke‘gala Bagian Sub.Bagian Pel;_eniat_'lz'lqn, Kepﬁlq. B!.f? < Kelengkapan Waktu Output Keterangan
* Tata Laksana Tata Usaha Biro Evaluasi dan Organisasi * :
" - T s " s Pelaporan

7 B 2% = 3 4 - 5% 6 2 T 8 g 10

1. [Menugaskan kepala sub bagian TU Biro untuk menyusun Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
rencana kerja biro organisasi,

2. |Menugaskan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Disposisi 15 menit |Disposisi
untuk mengumpuikan bahan penyusunan renja biro organisasi
dari tiap-tiap bagian dan menyerahkan kepada Kasubag TU
Birg.

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan renja biro v Disposisi 3hard |Bahan penyusunan
organisasi kepada Kasubag TU Biro. - rencana kerja biro

arganisasi, disposisi

4. |Menyusun konsep rencana kerja biro organisasi dan R Bahan penyusunan 1 minggu |Konsep rencana !(ﬁr]'a- .
menyerahkan kepada kabag. H — rencapa kfesge_t biro' ) biro organisasi, disposisi

|-Aj organisasi, disposisi

5. |Memeriksa konsep rencana kerja biro organisasi. Apabila setuju — Konsep rencana kerja biro 2Jam |Draf rencana kerja biro
memberi paraf dan menyampaikan kepada kepala biro 4 organisasi, disposisi crganisasi, dispasisi
organisasi. Apabila tidak setuju mengembalikan kepada
kasubag TU Biro untuk diperbaiki.

6. |Memeriksa draf rencana kerja biro organisasi. Apabila setuju Draf rencana kerja biro 2jam  |Draf rencana kerja biro
menyampaikan kepada kabag untuk mempersiapkan rapat Tidak organisasi, disposisi organisasi, disposisi
pembahasan draf rencana kerja dan apabila tidak setuju
mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki. Ya

7. [Menugaskan Kasubag TU Bire untuk mempersiapkan rapat Draf rencana kerja biro 15 Menit |Draf rencana kerja biro
pembahasan draf rencana kerja biro organisasi. - 3 organisasi, disposisi A organisasi, disposisi

8. |Mengundang para kabag, sub koordinater substansi dan pejabat Draf rencana kerja biro 15 Menit |Draf rencana kerja biro
pelaksana untuk mengikuti rapat pembahasan draf rencana organisasi, disposisi organisasi, undangan
kerja yang dipimpin oleh kepala Bire Organisasi.

9. |Rapat pembahasan draf rencana kerja biro organisasi yang NA Draf rencana kerja biro 2Jam |Drafrencana kerja biro
dipimpin oleh kepala biro organisasi dan menugaskan kasubag =S > organisasi, undangan organisasi, notulen rapat
TU Biro untuk menyempumakan sesuai hasi] rapat. < L

10. |[Menyempumakan draf rencana kerja sesuai notulen rapat dan Draf rencana kerja biro 1Hari |Drafrencana kerja biro
menyampaikan kepada kabag. organisasi, notulen rapat organisasi, notulen rapat

11. |Memeriksa hasil penyempumaan draf rencana kerja. Apabila Draf rencana kerja birg 2 Jam |Drafrencana kerja biro
setuju memaraf dan menyampaikan kepada kepala biro organisasi, notulen rapat organisasi, notulen rapat
organisasi. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada kasubag
TU Biro untuk memperbaiki.

12. {Memeriksa hasil penyempumaan draf rencana kerja. Apabila AR Draf rencana kerja biro 1Jam [Dokumen rencana kerja
setuju menandatangani dan menyampaikan kepada kabag. Tidak P organisasi, notulen rapat biro organisasi
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada kabag untuk Ya Gl
memperbaiki.
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. Menyerahkan dokumen rencana keqa bll‘O orgamsam kepada

Dokumen rencana kerja

13 — Dokumen rencana ker]a 10 menit
kasubag TU Biro untuk didistribusikan dan didokumentasikan. biro organisasi biro organisasi

14. {Menyerahkan dokumen rencana kerja biro organisasi kepada Dokumen rencana kerja 10 menit (Dokumen rencana ketja
Analls Perencanaan, Evaluast dan Pelaporan untuk biro organisasi biro organisasi
didistribusikan dan didokumentasikan.

15. {Mendistribusikan dan Mendokumentasikan dokumen rencana Dokumen rencana kerja 1jam |Dokumen rencana kerja

kefja biro organisasi.

- . - H il L Y

biro organisasi

biro organisasi, buki
dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Z-Setda Provinsi Nusa Teniara Timur,

Dra. Flouri Wu:san. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Murni

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal adalah D-4/S-1.
2. Menguasai Perencanaan dan Keuangan

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penyusunan TOR dan RAB Subag/seleksi
2. SOP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas

1. ATK
2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan :
ApabilaPenyusunan Rencana Kerja Anggaran tidak diloaksanakan sesuai|Disimpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy
prosedur, maka akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana Kerja

Anggaran dan DPA Biro Organisasi.




= " Pelaksana. omEE T Mutu Baku ~ * ) =
R Tt ' Analis 2
No. Tahap Keglatan Kzg:g;zaafa Ka’%}?g’ U ':::;&2:?:%‘;’ Kepala Biro Keléngkdpan Waktu Output Keterangan
P e . Pelaporan . .
17 [|. 2 « 3 4 5. " 6 T g 9 10
1 |Menugaskan kepala sub bagian TU Biro, Agenda Kerja 10 menit [Disposisifpetunjuk |Bulan Februari
tahun berjalan
dari tahun
i . rencana
2 |Menugaskan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Disposisi 10 menit | Surat masuk dan
Pelaporan untuk mengumpulian bahan i Disposisi
penyusunan RKA dari tiap-tizp Sub Bagian dan ‘ : I
menyusun konsep RKA.
3 |Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap . Disposisi/petunjuk, nota| 2minggu |Kerangka Aqcuan
bagian, menyusun konsep RKA dan = %w. dinas Kegiatan dan RAB,
menyampalkan ke kasubag TU Biro. 3 Data dukung dan
fiap bagian dan
konsep RKA
4 |Memeriksa konsep RKA . Apabila sefuju memberi Nota dinas, Kerangka 2 har Konsep RKA
paraf dan menyampaikan kepada Kabag Tata /1 Acuan Kegiatan dan
Laksana. Apabila tidak setuju mengembalikan —— 0‘ RAB, Data dukung dari
kepada anzlis perencanaan, evaluasi untuk f tiap bagian dan konsep
diperbaiki. RKA
5 [Memeriksa konsep RKA . Apabila setuju & Konsep RKA 1 jam Konsep RKA
menyampaikan kepada kasubag untuk @ g
melaksanakan asistensi konsep RKA dari tiap
bagian dan apabila tidak setuju mengembalikan
kepada kasubag TU Biro untuk diperbaiki.
6. |Melaksanakan asistensi konsep RKA bersama - Nota dinas, Konsep 2 jam Notulen dan Berita
bagian dan menugaskan analis perencanaan, = = -—:4*7 ' _— RKA, Jadwal Asistensi, Acara Asistensi
evaluasi dan pelaporan untuk menyusun draf RKA e 1203 = _I i 1a ol ) EARY dan Daftar hadir
7. |[Menyusun draf RKA dan menyampaikan kepada Notulen dan Berita 2 hari Draft RKA
kasubag. Acara Asistensi
8. |Memeriksa draf RKA. Apabila setuju, memaraf Draft RKA 1 hari Draft RKA
dan menyampaikan kepada Kabag Tata Laksana.
Apabiia tidak setiju mengembatikan kepada
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
diperbaiki
9. |Memeriksa draf RKA. Apabila setuju, memaraf 4 Draft RKA 4§ hari Draft RKA
dan menyampaikan kepada kepala Biro. Apabila
tidak setuju dikembalikan kepada kasubag TU )
Biro untuk memperbaiki _
10, [Memeriksa draf RKA, Apabila setuju e T Draft RKA 30menit |RKA
menandatangani dan menyampaikan kepada
e e i

Kabaag Tata Laksana. Apabila tidak setuju
dikembalilkan kepada Kabag Tata Laksana untuk
memperbalki.




11. |Menyerahkan dokumen RKA kepada kasubag TU RKA 10 menit |RKA
Biro untuk didistribusikan dan didokumentasikan.

12, |Menyerahkan dokumen RKA kepada analis — RKA 10 menit  |RKA
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk :
didistribusikan dan didokumentasikan.

13. {Mendistribusikan dan mendokumentasikan RKA 1 Jam Dokumen

Tindakianjut, bukti
dokumentasi




Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan November 2022

Tanggal Revisi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

=Setda Provinsi Nusa Tengjara Timur,

Dra. Flouri Rila Wuisan, M.M.
Pembina ®tama Muda
NIP 196606241986022006

ﬁ,

Judul SOP Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran

(Perubahan RKA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 25 TahuiSistem Perencanaan Pembangunan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentamng Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangungunan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal adalah S-1.
2. Analis Perencana, Data dan Evaluasi/Pejabat Pelaksana

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penyusunan TOR dan RAB Subag/seleksi 1. ATK.
2. SOP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas 2. Komputer
3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 3. Telepon/Faximile
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Rencana Kerja Anggaran tidak dilaksanakan sesuai prosedur,
maka akan berdampak pada kualitas penyusunan perubahan rencana Kerja
Anggaran dan DPA Biro Organisasi.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy
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1 |Menugaskan kepala sub bagian TU Biro untuk Agenda Kerja 10 menit  |Disposisifpetunjuk  |Bulan Februari
menyusun Perubahan RKA Provinsi, tahun berjalan
dari tahun
rencana
2 [Menugaskan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Disposisi 10 menit  |Surat masuk dan
Pelaporan untuk mengumpulkan bahan Disposisi
penyusunan perubahan RKA dari tiap-tiap Sub
Bagian dan menyusun konsep perubahan RKA.
3 [Mengumpulkan/menghimpun bahan dard tiap Disposisi/petunjuk, nota] 2minggu |Kerangka Acuan
bagian, menyusun konsep perubahan RKA dan dinas Kegiatan dan RKA,
menyampaikan ke kasubag TU Biro. Data dukung dari
tiap bagian dan
konsep RKA
4 |Memeriksa konsep perubahan RKA . Apabila Nota dinas, Kerangka 2 hari Konsep RKA
setuju memberi paraf dan menyampaikan kepada Acuan Kegiatan dan
Kabag Tata Laksana. Apabila tidak setuju RAB, Data dukung dari
mengembalikan kepada Analis Perencanaan, tiap bagian dan konsep
Evaluasi untuk diperbaiki. RKA
5 |Memeriksa konsep perubahan RKA . Apabila Konsep RKA 1jam Konsep RKA
setuju menyampaikan kepada kasubag untuk
melaksanakan asistensi konsep RKA dari tiap —
bagian dan apabila tidak setuju mengembalikan
kepada kasubag TU Biro untuk diperbaiki.
6. |Melaksanakan asistensi konsep Perubahan RKA ' Nota dinas, Konsep 2jam Notulen dan Berita
bersama bagian dan menugaskan analis - T—w@lﬁ > RKA, Jadwal Asistensi, Acara Asistensi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk = et : 2 3 - dan Daftar hadir
menyusun draf perubahan RKA . Im—wm-]
7. |Menyusun draf perubahan RKA dan Notulen dan Berita 2 harl Draft RKA
menyampaikan kepada kasubag. iy T Acara Asistensi
8. |Memeriksa draf perubahan RKA. Apabila setuju, Draft RKA 1 har Draft RKA
memaraf dan menyampaikan kepada Kabag Tata ¥a - Tidak
Laksana. Apabila tidak setuju mengembalikan @ =
kepada analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk diperbaiki
9. |Memeriksa draf perubahan RKA. Apabila setuju, 4 Draft RKA 1 hari Draft RKA
memaraf dan menyampaikan kepada kepala Biro. Tidak
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada kasubag .
TU Biro untuk memperbaiki Ya
10. |Memeriksa draf perubahan RKA. Apabila setuju ) Draft RKA 30 menit |RKA
menandatangani dan menyampaikan kepada Tidak
Kabaag Tata Laksana. Apabila tidak setuju Y-a

dikembalikan kepada Kabag Tala Laksana untuk
memperbaiki.




11.

Menyerahkan dokumen perubahan RKA kepada
kasubag TU Biro untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

RKA

10 menit

RKA

12

Menyerahkan dokumen perubahan RKA kepada
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.

RKA

10 menit

RKA

13

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

RKA

1 .Jam

Dokumen
Tindaklanjut, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepaloa Biro Organisasi

i‘.

ZSetda Provinsi Nusa Tenigara Timur,

Dra. Flouri g
Pembin& Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

(TLHP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010-2025.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memamahami Peraturan Perundamg-undangan yang berlaku terkait
Peratnggungjawaban Keuangan
2. Memilki Kemampuan dalam Pengelolaan Keuangan

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

1. ATK

2. Komputer/Laptop dan Printer
3. Bukti Setoran temuan
4. TLHP dari Inspektorat, Itjen dan BPK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Rencana Kerja Anggaran tidak dilaksanakan sesuai prosedur
maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan di Biro

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen penyelesaian LHP




menyampaikan hasil penyelesaian LHP ke
pemeriksa dan mengarsipkan

LHP

Penyelesatann LHP,
Arsip

el . SR ST SR e tRT *WhoPelaksanalow TRt S o - REiCDE Tere R Mutu Baku | Y - A
- o T e o g fl 3 e O T ~ W w T ] s Mo --.s =
;; W ?’*“’!75,* e Kedidts A . #T‘ e K S T T W ) R R £
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1. |Menerima laporan hasil pemeriksaan, Dokumen LHP 1 Har Disposisi
BPK,BPKP lten dari Inspektorat serta
menugaskan Kabag Tata Laksana untuk
menindaklanjuti LHP
2. |Menugaskan Kasubag TU Uszha untuk membuat Disposisi 1 Jam Disposisi
surat/nota dinas tindak lanjut LHP ke setiap objek
Ipemeriksaan
3. [Mengumputkan bahar-bahan dar masing-masing Disposisi 2 Jam Surat/Nota Dinas
obyek Pemeriksaan LHP dan membuat nota dinas tindaklanjut LHP,
TLHP dan mengajukan kepada Kabag Disposisi
4. |Memeriksa dan mengoreksi bahan-bahan dari Surat/Nota Dinas 2 Hari Laporan
masing-masing obyek pemeriksaan. Apabila tindaklanjut LHP, Penyelesaiann LHP
setuju memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Disposisi
Biro. Apabila tidak setuju maka dikembalikan
kepada Kasubag TU Biro untuk diperbaiki.
5. |Menelaah dan memerksa bahan dari masing- Laporan Penyelesaiann| 30 Menit  |Laporan
masing obyek pemeriksaan. Apabila setuju LHP Penyelesaiann LHP
menandatangani dan menindakianjuti. Apabila
tidak setuju maka dikembalikan kepada Kabag v
untuk diperbaiki. éﬁ.,
6. |Melakukan validasi dn memnyiapkan laporan Laporan Penyelesalann 1 Jam Laporan
penyelesaian LHP . LHP Penyelesaiann LHP
7. |Melaporkan ke Kabag Tata Laksana dan Laporan Penyelesaiann 3 Jam Laporan




Nomor SOP : Tahun 2022

Tanggal Pembuatan | : November 2022
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

= Setda Prqyinsi Nusa Tepggara Timur, %

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina'Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Verifikasi Dokumen Surat Pertanggunjawaban (Dokumen
SPJ)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahui 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peme
Kaidah-kaidah Pengelola Keuangan yang sehat dalam Pemerintahan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 3/PB/2014 tentang
Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban
Bendahara pada Satuan Kerja serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara.

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait Pertanggungjawaban
Keuangan
2. Memilki kemampuan dalam pembukuan

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

1. ATK.

2. Komputer/Laptop dan Printer
3. DPPA, Kwitansi, Nota, Pajak

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat pertanggungjawaban tidak diverifikasi sesuai prosedur maka akan
menghambat pelaksanaan kegiatan di Biro.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM
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1. |Menerma bukti pertanggungjawaban keuangan DPA, Kwitansi, Pajak 1 Jam DPA, Kwitansi, SPJ sudah
dari Bendahara dan mengecek kelengkapannya. dan Nota Dinas Pajak, Nota Belanja |ditandatangani
Apabila tidak lengkap dikembalikan ke oleh PA
penanggungjawab kegiatan untuk melengkapi
2. |8PJ yang telah diverdfikasi disecahkan kepada DPA, Kwitansi, Pajak, 3 hari Dokumen SPJ
Bendahara untuk diverifikasl kembali Nota Belanja terverifikasi
kebenarannya {kwitansi dan bukti
belania)
3. |Menginput Kwitansi dalam Apiikasi SIPD. Dokumen SPJ 1 minggu |BKU elektronik, LPJ,
terverifikasi (kwitansi SPJ fungsional,
dan bukti belanja) 8KU Pajak
4. |Verifikasi ulang Buku Kas Umum (BKU) SIPD | . BKU elektronik, LPJ, 2Jam  |SPJ rampung
dalam bentuk hasil print out dar aplikasi SIPD dan ! SPJ fungsional, BKU (terverifikasi)
melaporkan ke Kasubag TU Biro Pajak
5. |Verifikasi Administrasi SPJ dan melaporkan ke SPJ rampung 1 Jam SPJ rampung
Kabag Tata Laksana Tidak Ya {terverifikasi) (terverifikasi)
6. |Verifikasi Administrasi SPJ dan melaporkan ke SPJ rampung 30 menit  {SPJrampung
Kepala Biro Tidak 1a (terverifikasi) (terverifikasi)
7. |Memeriksa SPJ dan menandatangani Tidak SPJ rampung 15menit |[SPJ rampung yang
{terverifikasi) disahkan
Ya
8. |Menugaskan kasubag TU Biro uniuk =mrcsec SPJ rampung yang Smenit  |SPJrampung yang
menindaklanjuti SPJ rampung yang disahkan ﬁ- disahkan disahkan
9. {Menugaskan bendahara untuk menindakianjuti —5 SPJ rampung yang Smenit |SPJ rarnpung yang
S§PJ yang disahkan lﬂ disahkan disahkan
10. |Mendistribusikan dan mengarsipkan SPJ yang SPJ rampung yang 1 Hari SPJ terverifikasi
disahkan. disahkan yang disahkan dan
bukli dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
=Setda E

insi Nusa Tenggara Timur, i",

Dra. Flouri
Pembin& Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penomoran Buku Kas Umum (BKU)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

i

Undang-undang Nomor 17 Tahui 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan

Kaidah-kaidah Pengelola Keuangan yang sehat dalam Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 3/PB/2014 tentang Petunjuk
Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan
Kerja serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Surat Edaran Gubernur Nomor 940.KU.2936.AK/2014 tanggal 19

Desember 2014 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi NTT.

1. PNS, Jujur, Teliti, Tanggung Jawab
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Keuangan
3. Memilki kemampuan membuat SPP dan SPM

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1;

SOP Verifikasi Dokumen SPJ

1. ATK

2. SOP Pencairan Dana Kegiatan 2. Komputer/Laptop dan Printer
3. DPPA, Kwitansi, Nota, Pajak
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penomoran Buku Kas Umum (BKU)
meﬂg_;hambat kegiatan pada Biro.

tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM




. Men‘yeraﬁkan bukti pertanggungjawaban
kegiatan ke Verifikator Keuangan

DPA. TOR dan RAB|

Kwitansi, Pajak,
Nota Belanja asli

menyampaika

fungsional, BKU
Pzjak

n SPJ atas
~|Menerima dan mengecek kembali bukti Kwitansi, Pajak, Tjam  |Kwitansi, Pajak, ';?9;‘2;‘ yang
pertanggungjawaban kegiatan dari PPTK Nota Belanja asli Nota Belanja d:n ; ek
yang sudah diverifikasi dan disahkan yang telah wakgu 14 hari
(diparaf oleh Kasubag TU Biro serta diverifilkasi keria
ditandatangani oleh Bendahara dan L
Pengguna Anggaran)
. |Menginput bukti Pertanggung jawaban Kwitansi, Pajak, 1hari  |Bukfi
pada SIPD sesugi bukii yang diberikan Nota Belanja yang Pertanggung
telah diverifikasi jawaban yang
telah diinput
pada SIPKD
. [Mencatat nomer BKU pada Kwitansi Bukti Pertanggung 1 hari  |BKU elektronik,
sesuai dengan nomor pada SIPD jawaban yang telah LPJ, SPJ
diinput pada SiPKD fungsional, BKU
Pajak
. |[Mengarsipkan semua SPJ berdasarkan BKU elektronik, 1hari {BKU dan SPJ
Nomor Buku Kas Umum LPJ, SPJ rampung




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

ZSetda Pgqvinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri Rjta Wuisan, M.M.
Pembina Ytama Muda
NIP 196606241986022006

C?-

Judul SOP Pengusulan Karis/Karsu

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri
Sipil.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010-2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Mampu Mengoperasi komputer dan Ms. Office
2. Memahami Aturan Kepegawaian

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penangan Surat Keluar
2. SOP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas

1. ATK

2. Komputer/Laptop
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengusulan Karis/Karsu tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
menghambat penerbitan Karis/Karsu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM
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1. [Memerintah Kasubag TU Blro untuk mengusutkan Buku agenda surat masuk dan 5menit |Disposisi Kabag

karis/Karsu bagi PNS yang befum memiliki
KarisfKarsu

mencatat surat masuk

2. |[Menugaskan Pengadministrasi Umum untuk Disposisl Kabag smenit  |Disposisi kasubag
mengumpulkan bahan dan membuat konsep surat .
usulan Karisfkarsu i
3. [Mengumpulkan bahan dan membuat konsep surat i Disposisi kasubag 2 minggu |Bahan usulan (Form laporan
usulan Karisfkarsu serta menyampaikan ke _@ perkawinan pertama, form daftar
Kasubag ] keluarga PNS, fc sah akla
perkawinan, fc sah SK CPNS, fc sah
SK PNS, fc sah SK pangkat terakhir,
pas foto suamifistri uk 2x3) dan
konsep surat usulan Karis/Karsu.
4. |Memeriksa bahan dan kansep surat usulan Bahan usulan (Form laporan 10 menit | Konsep surat usulan yang telah
Karis/iKarus. Jika Setuju memberi paraf dan / perkawinan pertama, form daftar diparaf oleh kasubag
menyampaikan keKabag, jika tidak setuju keluarga PNS, fc sah akta
mengembalikan ke Pengadministrasi Umum untik \ perkawinan, fc sah SK CPNS, fc sah
diperbaiki SK PNS, fc sah SK pangkat terakhir,
pas foto suamifistri uk 2x3) dan
.- konsep sural usulan Karis/Karsu.
5. |Memeriksa konsep surat usulan Karis/Karus. Jika + Konsep surat usulan yang telah 5menit |Draft surat usulan Karis/Karsu
Setuju memberi paraf dan menyampaikan ke \ Tidak diparaf oleh kasubag
Kepala Birg, jika tidak setuju mengembalikan ke ; /
Kasubag TU Biro untuk diperbaiki -
L T . 3
6. |[Memeriksa konsep surat usulan Karis/iKarus. Jika Draft surat usulan Karis/Karsu S5menit |Surat usulan Karis/Karsu
Setuju menandatangani dan menyerahkan ke Tidak
Kabag, jika tidak setuju mengembalikan ke Kabag T
untuk diperbaiki Ya
7. [Menerima surat usulan Karis/Karsu dan Surat usulan KarisfKarsu Smenit |Surat usulan Karis/Karsu
menyerahkan ke Kasubag TU untuk ditindaldanjuti g
8. |Memerintah Pengadministrasi Umum untuk Surat usuan Karis/Karsu Smenit |Surat usulan Karis/Karsu
mengambil nomor surat dan mengirimkan surat =
dan bahan usulan Karis/Karsu ke BKD Provinst 1
NTT '
9. [Mengambil nomor surat dan mengantarkan surat Surat usutan Karis/Karsu 2 jam Surat usulan Karis/Karsu dan bukti

usulan beserta bahan usulan ke BKD Provinst
NTT

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP -~ Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 3 November 2022
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

= Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, %

-

¢

Dra. Flouri R§ta Wuisan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penilaian Internal Maturitas SPIP Terintegrasi pada Biro
Organisasi

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahui 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.
4

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Permendagri Nomor 52 tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur di

lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota;

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi berbasis Elektronik di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. PNS, Jujur, Teliti, Tanggung Jawab
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Keuangan

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Maturitas SPIP pada 1. ATK 4. System Aplikasi e-Siprinter
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2. Komputer/Laptop dan Printer 5. Kertas Kerja/Agenda

3. Proyektor 6. Internet

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

p

2

Jika Prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan keterlambatan perolehan

hasil penilaian maturitas SPIP perangkat daerah;

Jika Prosedur ini tidak dilaksanakan sesuai standar, maka dapat meyebabkan perbedaan
hasil penilaian Maturitas yang signifikan setelah dilakukan Quality Assurance oleh Inspektorat
Dearah Provinsi NTT;

1. Kuisoner Persepsi Maturitas SPIP

2. Dokumen pembuktian (kuisoner lanjutan,wawancara, reviu dokumen, observasi)
3. Draf dan Laporan Penilaian Maturitas SPIP

4. Surat Permintaan Quality Assurance
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. |Menerbitkan dan menetapkan surat Keputusan
tentang pembentukan Tim Satgas dan Tim Asesar|
SPIP di Perangkat Daerah

i’
Surat Gubemur/Sekda

SK Salgas dan
Asesor SPIP

SOP-AP Surat
Masuk, dan
SOP-AP
Penerhitan SK

Mengumpulkan dokumen SPIP yang ada di
masing- masing bagian/bidang/sub bagian/sub
bidang dan menyampaikan ke Tim Asesor

SK Satgas dan Asesor
SPIP

Dokumen dan data
dukung Infrastruktur
SPIP

Melakukan verifikasi dan menyampaikan kepada
Admin untuk melakukan penginputan ke dalam
aplikasi e-Sipintar

Dokumen dan data
dukung Infrastruktur
SPIP

Dokumen
Infrastouktur SPIP

yang telah
diverifikasi

SOP-AP Rapat

. |Melakukan penginputan dokumen maturitas SPIP

ke dalam Aplikasi e-SiPintar dan menyampaikan
kepada Tim Assessor hasil penginputan

Dokumen Infrastrukiur
SPIP yang telah
diverifikast

Dokumen yang
sudah terinput dan
penilaian

Menyampaikan hasil verifikasi dan penginputan Dokumen yang sudah 1 Jam Dokumen yang
5PIP kepada Kepala Biro ' terinput dan penilaian, ' [sudah terinput dan
Surat Pengantar penitalan, Surat
Pengantar
. |Menandatangani surat kepada Inspekiorat untuk Dokumen yang sudah 15 Menit  |Dokumen yang
dilakukan Quality Assurance dan menugaskan terinput dan penilaian, sudah terinput dan
Arsiparis untuk menindaklanjuti Surat Pengantar penilaian, Surat
Pengantar
Menyampaikan Surat ke Inspekiorst dan Dokumen yang sudah 1 Jam Dokumen Penilaian |SOP-AP Surat
mendokumentasikan terinput dan penilaian Intemal Maturitas  |Keluar

dan surat pengantar

SPIP Terintegrasi di
Biro Ocganisast




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
=Setda Prqu

i Nusa Tenggara Timur, i‘_

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Btama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan. _

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

1. Pendidikan Minimal SLTA
Memahami penyusunan program dan anggaran.
Menguasai komputer.

2.
3.
4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan surat masuk.
3. SOP Penysunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Organisasi.

1. ATK.

2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .
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Menugaskan kepala sub bagian TU 8iro untuk Agenda Keqa 15Menit  |Disposisi
menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA)
Biro Crganisasi.
Memerintahkan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Disposisi 15 menit  (Disposisi
Perencanaan untuk menyiapkan bahan kelengkapan
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dari
tiap-tiap sub bagian dan menyerahkan kepada
kasubag TU Biro.
Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan Al Disposisi 1 Hari Bahan kelengkapan
renacana kegiatan dan anggaran dari tiap-tiap — penyusunan rencana
bagian dan menyampaikan kepada Kasubag. ‘ . I kegiatan dan anggaran
{RKA) Biro Crganisasi dari
tiap-tiap bagian.
Menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran Bahan kelengkapan 3 Hari Konsep rencana kegiatan
Biro Organisasi kemudian menyerahkan kepada penyusunan rencana dan anggaran (Konsep
kabag. kegiatan dan anggaran RKA) Biro Organisasi
{RKA) Biro Organisasi darl
tiap-tiap bagian.
Memeriksa konsep rencana kegiatan dan anggaran Konsep rencana kegiatan 1 Jam Draf rencana kegiatan dan
Biro Organisasi. Apabila seluju memberi paraf dan dan anggaran (Konsep anggaran Biro Organisasi.
menyampaikant kepada kepala biro organisasi. RKA) Biro Organisasi
Apabila tidak setuju mengembalikan kepada
kasubag untuk diperbaiki.
Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran Biro Draf rencana kegiatan dan 1 Jam Rencana kegiatan dan
Organisasi. Apabila setujy menandatangani dan Tidak anggaran Biro Organisasi. anggaran Biro Organisasi.
menyampaikan kepada kabag. Apabila tidak setuju
mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.
Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Biro ¥ Rencana kegiatan dan 15 menit  [Rencana kegiatan dan
Organisasi kepada Kasubag. e g anggaran Biro Organisasi. anggaran Biro Organisasi,
L g disposisi
Menyerahkan rencana kegialan dan anggaran Biro Rencana kegiatan dan 15 menit  [Rencana kegiatan dan
Organisasi kepada analis perencanaan, evaluasi dan anggaran Biro Organisasi, anggaran Biro Organisasi,
pelaporan. disposisi disposist
Menggandakan, mendistribusikan dan Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan dan

mendokumentasikan.

anggaran Biro Organisasi,
disposisi

anggaran Biro Organisasi,
bukfi dokumentasi




Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan | 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 202

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

= Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, &.

Dra. Flouri
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

BAGIAN TATA LAKSANA

Judul SOP

Kegiatan

: Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memiliki pengetahuan tentang penyusunan program dan anggaran.
2. Memahami tugas dan fungsi biro organisasi.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Biro Organisasi.
2. SOP penanganan surat keluar.
3. SOP penanganan surat masuk.

1. ATK
2. Komputer.
3. Telepon/Faximile.

-

Renstra, DPA, TOR, RAB.
Printer.

=

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berdampak pada pelaksanaan
kegiatan di Biro Organisasi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .

Pembuatan TOR dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Usulan
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Mentigasken Analis untuk  mempersiapkan
bahan penyusunan TOR dan RAB sebagal
syarat pencairan dana kegistan dan
menyampaikan kepada Sub  Koordinator
Substansi.

Agenda kerja

15 menit

|Disposisi

Mempersiapkan bahan dan menyusun konsep
TOR dan RAB kemudian menyarahkan kepada
Sub Koordinator Substansi.

Disposisi

1 Jam

Konsep TOR dan RAB

Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika sefuju,
memaraf dan menyerzhkan kepada Kabag. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada
Pengadministrasi Umum untuk memperbaiki.

P

Tidak

Konsep TOR dan RAB

30 Menit

Kensep TOR dan RAB

— g

et

LT
-

Memefiksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan Kepada Kepala
Biro Organisasi. Jika tidak setuju
mengemballkan kepada Sub Koordinator
Substansi untuk memperbaiki.

Tidak

Konsep TOR dan RAB

30 mentt

Draf TOR dan RAB,
disposisi

Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju,

menandatangani dan mengembalikan kepada
kabag.Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Kabag untuk memperbaiki. :

Tidak

Draf TOR dan RAB,
disposisi

30 menit

TOR dan RAR, disposisi

Menerima dan memberi petunjuk kepada Sub
Koordinator Substansi.

TOR dan RAB, disposisi

10 menit

TOR dan RAB, disposisi

Menyampaikan TOR dan RAB kegiatan kepada
bendahara Biro.

TOR dan RAB, disposisi

10 menit

TOR dan RAB, disposisi

Mempersiapkan dana pelaksanaan kegiatan
seliap bagian sesuai jadwal alur kas,
mendokumentasikan dan mengarsipkan,

TOR dan RAB, disposisi

1jam

TOR dan RAB, dan
fersedianya keuangan
kegiatan.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Z=Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, &

Dra. FlourilRita Wuisan, M.M.
Pembin® Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

il

1. ASN.
2. Pendidikan minimal S1.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Organisasi.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Organisasi.

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian LKIP dan kualitas data/informasi
dalam LKIP yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy.




a5 £ . Pelaksana Mutu Baku
” Kepala Analis
¥ Tah iata { 1 i Kete
No WIRp BagEtan i s Sub.Baglan Parancal-)aan, Kepala_Blr? Kelengkapan Waktu Output RERNIRN
Tata Laksana Evaluasidan | Organisasi
Tata Usaha 2
Pelaporan
1 2 3 4 8§ ] 7 8 g 10
1. |Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Agenda Kerja 18 menit  |Disposisi
konsep LKIP Biro Organisasi.
2. [Memerintahkan analis perencanaan, évaluasi ] Disposisi 15 menit |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKIP Biro Organisasi dari iap-tiap =
baglan dan menyerahkan kepada Kasubag.
3. |[Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 10 hari  |Bahan laporan, disposisi
penvusupan LKIP Biro Organisasi kepada
Kasubag.
4. |Mengonsep LKIP Biro Crganisasi kemudian Bahan laporan, disposisi 1 hari Konsep LKIP Biro,
menyerahkan kepada Kabag. disposlsi
5, |Memeriksa konsep LKIP Biro Organisasi Jika Konsep LKIP Biro, 1jam Draf LKIP Biro, disposisi
setuju menyampaikan kepada kepalz biro Tidak disposisi
organisasi, Jika ftidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk diperbaiki. Ya
8. |Memeriksa draft LKIP Biro Organisasi. Jika Draf LKIP Bire, disposisi. 1jam LKIP Bire
getuju  menandatangani dan menyerahkan Tidak
kepada Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kabag untuk diperbaiki. Ya
7. |Menyerahkan LKIP Biro Organisasi kepada LKIP Biro 10 menit |LKIP Biro
Kasubag untuk ditindaklanuti.
8 |Menyerahkan LKIP Biro Organisasi kepada LKIP Biro 10 menit |LKIP Biro
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan
untuk ditindaklanjuti.
9 |Menggandakan, mendistribusikan dan LKIP Biro 1jam LKIP Biro Organisasi,
mendokumentasikan LKIP Birc Organisasi. bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efrektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

=Setda Prgvinsi Nusa Tenggara Timur, i‘“

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ).

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,
LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan. : -

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. ASN.
Pendidikan minimal S1.

Memahami sistematika penyusunan laporan.

2.
3
4. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Organisasi.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Organisasi.

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKPJ tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas
data/informasi dalam LKPJ yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




k. 5 Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bagian Analis
No. iata i Kete
o Tahap Kagiatan Tata Laksana | Kepala Sub. | Perencanaan, Kepala Biro Kalunghkapan itk Output eterangan
Bagian TU Evaluasi dan | Organisasi
, Pslaporan
1 -2 3 4 . 5 6 7 8 9 16
1. [Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
konsep laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ).
2. [Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi Disposisi 15 menit  |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKPJ dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Kasubag.
3. [Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan LKPJ kepada Kasubag.
4, |[Mengonsep LKPJ kemudian menyerahkan Bahan laporan, disposisi 1 hari Konsep LKPJ Biro,
kepada Kabag. disposisi
5. |[Memeriksa konsep LKPJ. Jika setuju Konsep LKPJ Biro, 1jam Draf LKP.J Biro, disposisi
menyampaikan kepada kepala biro organisasi. disposisi
Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kasubag untuk diperbaiki. Ya
6. |Memerksa draft LKPJ. Jika  sefuju Draf LKPJ Biro, disposisi. 1jam LKPJ Biro, disposisi
menandatangani dan menyerabkan kepada Tidzk
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada 2
Kabag untuk diperbaiki. Ya
7. |Menyerahkan LKPJ kepada Kasubag untuk LLKPJ Biro, disposisi 10 menit  |LKPJ Biro
ditindaklanjuti.
8 |Menyerahkan LKPJ kepada analis perencanaan, LKPJ Biro, disposisi 10 menit |LKPJ Biro, disposisi
evaluasi dan pelaporan untuk ditindakianjuti.
9 |Menggandakan, mendistribusikan, dan - LKPJ Biro, disposisi 1jam Laporan LKPJ, bukti

mendokumentasikan LKPJ Biro Organisasi.

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi
ZSetda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Flouri R#a Wuisan, M.M.

Pembina¥Jtama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP

Penyampaian Bahan Laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah (LPPD).

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,
LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepad Masyarakat.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan. , :

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa TengEara Timur.

1. ASN.
Pendidikan minimal S1.

Memahami sistematika penyusunan laporan.

2
2
4. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Organisasi.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Organisasi.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas
data/informasi dalam LPPD yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




) * 1 .- Pelaksana *~ = © oo * _ Mutd Baku
Kepala JAnalis
No: Tahap Kegiatan » Kepala Bagian | Sub.Bagian | Perencangan, | Kepala Biro . Keterangan
N Tata Laksana |’ Tata’Usaha Evaluasi danm Organisasi Kelenghapan Hiatdn Qutput
Biro Pelaporan
7 2 ‘ 3 4 5 B 6 7 8 9 10 -
1. [Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit | Disposisi
bahan laporan Pertanggungjawaban Pemerintah
Daerah {(LPPD).
2. |[Memerintahkan analis perencanzan, evaluasi & Disposisi 15 menit |Disposisi
dan pelapcran untuk mengumpulkan bahan ]
penyusunan LPPD dari tiap-tiap bagian dan L
menyerahkan kepada Kasubag.
3. |Mengumpulkan dan  menyerahkan bahan i_V _ Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi,
penyusunan LPPD kepada Kasubag. | ~ I bahan penyusunan
4. |Mengonsep bahan penyusunan LPPD kemudian J_V Bahan laporan, disposisi, 1 hari LPPD, disposisi
menyerahkan kepada Kabag. L-.rj bahan penyusunan
5. {Memeriksa bahan penyusunan LPPD . Jika v T LPPD, disposisi, bahan 1jam Draf LPPD, disposisi,
setuju menyampaikan kepada kepala biro d Tidak penyusunan bahan penyusunan
organisasi. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk diperbaiki Ya
6. |{Memeriksa  draft LPPD. Jika  setuju LPPD, disposisi, bahan 1 jam LPPD, disposisi, bahan
menandatangani dan menyerahkan kepada Tidak penyusunan penyusunan
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki. %
7. |Menyerahkan bahan penyusunan LPPD kepada LPPD, disposisi, bahan 10 menit |LPPD, disposisi, bahan
Kasubag untuk ditindaklanjuti. penyusunan penyusunan
8. |Menyerahkan LPPD kepada analis perencanaan, LPPD, dispaosisi, bahan 10 menit |[LPPD, disposisi, bahan
evaluasi dan petaporan untuk ditindaklanjuti. penyusunan penyusunan
9. |Menggandakan, mendistribusikan dan LPPD, disposisi 1 jam LPPD, bukti dokumentasi

mendokumentasikan bahan penyusunan LPPD.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP ~ Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
= Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, %
-~
Pembina Utama Muda
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Penyelenggaraan Bimtek

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Bimtek.
2. Memahami tugas dan fungsi biro organisasi.
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Biro Organisasi.
2. SOP penanganan surat keluar.

3. SOP penanganan surat masuk.

4. SOP Pembuatan TOR dan RAB di Biro Organisasi.

ATK.

Komputer.
Telepon/Faximile.
Renstra, DPA, TOR, RAB.
Printer.

ol il R

Peringatan .

Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memeriukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga
apabila SOP penyelenggaraan bimtek tidak sesuai prosedur maka pelaksanaan
bimtek tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada
peningkatan kompetensi aparatur.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan e Sub Pengadministrasi Kepala Biro Keterangan
Bagian Tata | Koordinator o — Bendahara Organisasi Kelengkapan Waktu Qutput
Lakszna Supstansi g
1 2 2 4 5 § 7 8 9 10 11
1. |Menugaskan Sub Koordintaor Substansi untuk menyiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
pelaksanaan bimtek.
2, |Memerintahkan pengadministrasi Umum untuk menylapkan bahan = Disposisi 15 menit {Disposisi
pelaksanaan bimtek dan menyampaikan kepada kasubag. | )
3. [Menyiapkan bahan pelaksanaan bimtek dan menyampaikan Disposisi ijam |Bahan pelaksanaan
kepada Sub Koordinator Substansi. kegiatan bimtek
4. \Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan bimtek dan N Bahan pelaksanaan 2jam |Konsep kerangka
menyampaikan kepada kabag. i kegiatan bimtek acuan pelaksanaan
bimtek
5. |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan bimtek. Apabila 4 Konsep kerangka 30 menit |Draf kerangka acuan
setuju menyampeikan kepada kepala biro organisasi dan apabifa ™| Tidak acuan pelaksanaan pelaksanaan bimtek
tidak setuju mengembalikan kepada Sub Koordintaor Substansi bimtek
untuk memgperbaiki. Ya
6. |Memeriksa draf kerangka acuan pelaksanaan bimtek. Apabila Draf kerangka acuan | 30 menit |Draf Kerangka actran
setuju menyampaikan kepada kabag untuk rapat persiapanfl Tidak pelaksanaan bimtek pelaksanaan bimtek,
pelaksanaan bimfek dan apabila fidak setuju mengembalikan disposisi
kepada kabag untuk diperbaiki. Ya
7. |Rapat persiapan penyelenggaraan Bimtek dan menugaskan v Draf Kerangka acuan 1jam |Draf Kerangka acuan
Kasubag menyempurnakan kerangka acuan pelaksanaan Bimtek. | | 1 ;B L——]__L—:)I k_:_)l |  {pelaksanaan bimtek, pelaksanaan bimtek,
i Nre—" disposisi notulen rapat
8. |Menyempurnakan draf kerangka acuan pelaksanaan bimtek dan va Draf Kerangka acuan 2jam  |Draf Kerangka acuan
menyampaikan kepada Kepala Bagian, pelaksanaan bimtak, pelaksanaan bimtek,
notulen rapat notulen rapat
9, |Memerksa hasil penyempurmnesan Draf kerangka acuan 8 Draf Kerangka acuan 1jam |Draf Kerangka acuan
penyelenggaraan bimtek. Apablla setuju menyampaikan kepada| o | Tidak pelaksanaan bimtek, pelaksanaan bimtek,
Karo. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Sub Koordinator ’\'I/ notulen rapat notuten rapat
Substans! untuk memperbalki. Ya
10 [Memeriksa draf penyempumaan kerangka acuan pelaksanaan Draf Kerangka acuan | 30 menit |Kerangka acuan
Bimtek. Apabfla setuju, menandatangani dan menugaskan kabag Tidak /" pelaksanaan bimtek, pelaksanaan bimtek,
untuk melaksanakan bimtek. Apabila tidak setuju dikembalikan |notuten rapat disposisi
kepada kabag untuk diperbaiki, Ya
11 |Membarikan arahan dan menugaskan Sub Koordinator Substansi Kerangka acuan 10 menit |Kerangka acuan
untuk menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek). pelaksanaan bimtek, pelzksanaan bimtek,
disposisi disposisi
12 [Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan menugaskan y Kerangka acuan 3Har |Dokumentasi dan
pengadministrasi Unum untuk menindakianjuti hasil bimtek. === I A 1< L 1 |petaksanaanbimtex, notulenst hasi
| disposis| kegtatan bimtek.
13 |Menindaklanjuti hasil kegiatan bimtek, menyusun laporan hasil Dokumentasi dan SHari |Dokumen laporan
kegiatan dan mengarsipkan. notulensi hasil bimbingan teknis,
kegiatan bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Z Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, q‘_

Dra. Flouri Ritpa Wuisan, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah bProvinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami instrumen monitoring dan evaluasi
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar

2. SOP Pembuatan laporan Monitoring dan Evaluasi
3. SOP pencairan dana kegiatan di Biro Organisasi
4. SOP Penanganan surat masuk

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila melaksanakan Monitoring dan Evaluasi tidak sesuai prosedur akan
berdampak pada kualitas data yang diperoleh.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




P i d Palaksana Mutu Baku
- il - L3 [ x 2 -
No. " ‘Tahap Kegiata h i ; Kete
© Braagiasan Kep _ala Kepala. Palahat PKepala_ Bm.) Kelengkapan Waktu OQutput A=
Bagian ESub.Bag:an pelaksana Crganisasi

1 2y . 5 6 7 . 8 . ) 10

1. |Menugaskan Kasubag TU/Sub Koordinator Agenda Kerja 15 menit  |disposis
Substansi untuk mempersiapkan draf instrumen
monitoring dan evaluasi.

2. |Memerintahkan Analls untuk mengumpulkan disposisi 15 menit |disposisi
bahan penyusunan instrurmen monitoring dan
evaluasi.

3. |Mengumpulikan dan menyerahkan bahan v disposisi 1jam bahan penyusunan
penyusunan instrumen monitoring dan evajuasi l__ z Instrumen manitoring dan
kepada Kasubag TU/Sub Koordinator Substansi. R evaluasi,disposisi.

4. |Mengonsep instrumen menitoring dan evaluasi bahan penyusunan 2 jam Konsep Instrumen
kemudian menyerahkan kepada Kabag. Instrumen moenitoring dan monitoring dan evaluasi,

evaluasi,disposisi. disposisi.

5. |Memeriksa konsep instrumen monitoring dan Konsep Instrumen 1jem Draf Instrumen
evaluasi. Jika setuju menyarmpaikan kepada monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi,

: i : Tidak " . . " L
kepala biro organisasi. Jika tidak setuju disposisi. disposisi.
mengembalikan kepada KasubagTU/Sub
Koordintaor Sybstanst untuk diperbaiki Ya

6. |Memeriksa draft instrumen monltoring dan Draf Instrumen monitoring 1 jam Instrumen monitoring dan
evaluasi. Jika setuju memerintahkan kepada Tidak dan evaluasi, disposisi. evaluasi, disposisi.
Kabag untuk melaksanakan monitoring dan
evaluasi. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kabag untuk diperbaiki. Ya

7. |Memberi petunjuk kepada kasubag TU/Sub Instrumen monitoringdan [ 30 menit  |Instrumen monitoring dan
Koordinator Substansi untuk melaksanakan evaluasi,surat tugas, evaluasi,surat tugas,
monitoring dan evaluasi. disposisi. SPPD, disposisl.

8 |Melaksanakan monitoring dan evaluasi. Instrumen moniteoring dan 3 hari Metaksanakan Monitoring

avaluasi,surat tugas,
SPPD, disposisi.

dan Evaluasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agsustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Z=Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ﬁ

Dra Flouri R4 Wuisan, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur. ‘

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pembuatan laporan Monitoring dan Evaluasi tidak sesuai prosedur akan
berdampak pada keterlambatan pelaporan dan kualitas laporan.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




. Pelaksana Mutu Baku i :
. Kasubag
No. Tah i . ]
° ahap Kegiatan Kep_ala TU‘SUb Analis Kepala_ Bir? Kelengkapan Waktu Output Ketsrangan
Bagian Koordinator Organisasi
Substansi
1 ) 3 4 5 6 7 ] 9 10
1. |[Menugaskan Kasubag/Subs Koordintor Agenda Kerja 16 menit |Disposisi
Substansi untuk mempersiapkan konsep laporan
monitering dan evaluasi.
2. |Memerintahkan Analis untuk mengumpulkan Disposisi 15 menit  |Disposisi
bahan hasil monitoring dan evaluasi. iy S
L
3. [Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan hasil monitoring

monitoring dan evaluasi kepada Kasubag
TU/Sub Koordinator Substansi.

dan evaluasi, disposisi

4. |[Mengonsep laporan monitoring dan evaluasi Bahan hasil monitoring 1 hari Konsep laporan

kemudian menyerahkan kepada Kabag. dan evaluasi, disposisi monitoring dan evaluasi,
disposisi

5. |Memeriksa konsep laporan monitoring dan Konsep laporan 1jam Draf laporan monitoring

evaluasi. Jika setuju menyampaikan kepada monitoring dan evaluasi, dan evaluasi, disposisi
. A . . L Tidak 3 %

kepala biro organisasi. Jika tidak setuju disposisi
mengembalikan kepada Kasubag TU/Sub
Koordinator Substansi untuk diperbaiki. Ya

6. |Memeriksa draft laporan monitoring dan Draf laporan monitoring 1jam Laporan monitoring dan
evaluasi. Jika setuju menandatangani dan] Tidak dan evaluasi evaluasi, disposisi
menyerahkan kepada Kabag. Jika tidak setuju »
mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. Ya

7. {Menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan 10 menit |Laporan monitoring dan
kepada Kasubag TU/Sub Koordinator Substansi evaluasi, disposisi evaluasi, disposisi
untuk ditindklanjuti.

8. |Menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan 10 menit  |Laporan monitoring dan
kepada Analis untuk ditindaklanjuti. evaluasi, disposisi evaluasi, disposisi

9. |Menggandakan, mendistribusikan dan Laporan monitoring dan 1jam Laporan monitoring dan
mendokumentasikan laporan monitoring dan evaluasi, disposisi evaluasi, bukti
evaluasi. dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2022
Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh . Kepala Biro Organisasi
| Setda Prew &

si Nusa Tenggzja Timur,
;___5——‘

Dra. Flouri Rifg Wuisan, M.M.
Pembina lﬁama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Layanan Informasi

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Informasi Publik.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

2. SOP Penanganan Surat keluar.

2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 3. Menguasai tugas dan fungsi biro organisasi.
transaksi Elektronik.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.

2. Komputer dan Printer.
3. Telepon / Faximili.
4. Meja dan Kursi.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila layanan informasi tidak sesuai prosedur maka akan
mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bagian
No. Tahap Kagiatan Pengadministrasi g:;;l: ?:t: Kelemhag.a?n Kepala. Birc_:» KelsAigkapan Waktu Output Keterangan
Umum 2 dan Analisis Organisasi
Usaha Biro
Jabatan

1. |Menerima permohonan informasi dar pemohon baik Surat 10menit |[Formulir
secara teriulisflisan,mengisi formulir penmintaan permchonan, permintaan
informasi, mefampirkan KTP pemohonfidentitas lain KTPfidentitas informasi
yang sah, dan mengarahkan pemohon kepada lain yang sah
kasubag.

2. |Pemohon membawa formulir permintaan informasi Formulir 30 menit |Datadan
kepada kasubag Tata Usaha Biro yang dituju, permintaan Informasi sesuai
kasubag wajib menelaah informasi yang diminta dan T informasi permintaan
memberikan layanan informasi yeng dibutuhkan, I i e pemohon
Jika informasi yang diminta masuk datam kategori -
yang dikecualikan maka menyampaikan alasan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan menandatangani formulir
permintaan informasi.

3. |Pemohon membawa formulir permintaan informasi Data dan 30 menit [Data dan
kepada kabag yang dituju, kabag wajib menelazh 1 Informasi sesuai Informasi sesuai
informasi yang diminta dan memberikan layanan permintaan pemintaan
informasi yang dibutuhkan., Jika informasi yang I pemohon pemohon
diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan )
maka menyampaikan alasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menandatangani formulir pemintaan informasi.

4. |Pemochon membawa formullr permintzan informasi Data dan 30 menit [Data dan
kepada kepafa biro dan kepala biro wajib menelazh Informasi sesuai Informasi sesuai
informasi yang diminta dan memberikan layanan i pemintaan pemmintaan
informasi yang dibutuhkan. Jika informasi yang E:J pemohon pemohon
diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan
maka menyampaikan alasan sesuai ketentuan
peraturan pemundang-undangan yang berdaku dan
menandatangani formudir permintaan informasi, iliiicatel it el

5. |Formmulie permintaan informasi dikembalikan oleh Data dan 10 menit  |Data dan
pemohon kepada pengadministrasi umum sekaligus : - Informasi sesuai informasi sesuai
pemohon mengambil KTP/Kartu identitas lain yang (tés!esa.@ permmintaan permintaan
sah, pemohon pemochon




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP 5 Tahun 202

Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
‘ Setda Prow

i Nusa Tengggaa Timur, &
™~
i N
e

Pembina ¥tama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP AP Layanan Konsultasi

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Data dan Informasi
publik;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

3. Peraturan Meneteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Kerja
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Keputusan Gubernur Nomor 35/KEP/HK/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal adalah D-4 / S-1;
2. Menguasai tugas pokok Biro Organisasi;

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan dokumen

1. ATK;

2. Komputer;

3. Telepon / Faximili;
4. Email;

5. Jaringan Wifi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Arahan dan petunjuk yang diberikan agar memperhatikan regulasi yang ada.

Diarsipkan sebagai arsip manual dan arsip elektronik




—

Pelaksgna

3

Keteranga“n

No 5 Tahapag Kegiatan ; P\?rrzn@a Kepala Biro | Kel mg&apan o
1. |Menerima Pengguna Layanan, mengarahkan untuk Buku Tamu 5 menit informasi maksud
mengisi buku tamu-dan menyampaikan maksud konsultasi
konsultasi, meminta surat tugas dan apabila perlu
meminta menunjukan KTP/identitas diri lainnya
yang sah. selanjutnya menyampaikan maksud *
konsultasi kepada Kepala Biro.
2. |Menunjuk pejabat dan mengarahkan secara informasi maksud |10 menit  {Arahan Kepala Biro |pendelegasian
berjenjang untuk melayani konsultasi konsultasi sesuai
keberadaan
pejabat di kantor
dan tingkat
kerumitan hal
yang
dikonsultasikan
3. |Mengarahkan Pengguna Layanan kepada Pejabat A Arahan Kepala Biro |5 menit pengguna layanan
yang ditunjuk memberikan layanan konsultasi ? bertemu pejabat
) yang ditunjuk
4. |Memberikan petunjuk/konseling sesuai arahan Petunjuk /Konseling [sesuai Hasil Petunjuk
peraturan perund,ang-undangan yang ada kebutuhan |/Konseling




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP . Tahun 2022

Tanggal Pembuatar| : 23 Agustus 2021

anggal Revisi : November 2022

Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

{Setda Pr i Nusa Tenggaga Timur, 5

Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP AP Layanan Penyediaan Narasumber

Dasar Hukum :

|Kualifikasi pelaksana :

Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Opersional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunal

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahunn 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokra|1. Pendidikan minimal Narasumber adalah S-1;

2. Menguasai tugas pokok Biro Organisasi,

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK;
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer;

3. Telepon / Faximili;

4. Email;

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Waktu pelaksanaaan kegiatan agar dikoordinasikan dan disepakati oleh kedua belah
pihak untuk meniamin kelancaran keaiatan.

Surat Permohonan Narasumber dan Surat Penugasan Narasumber disimpan sebagai arsip
manual




Pelaksgng Mutu Baku
[ Kasuhag
; Petugas
il Taliepar Keglatan Agendaris Karo kabag TUITQ'Ub Analis yang Kelengkapan | Waktu Output AESErEmaEn
1 Koordinator e
: ditunjuk
Substansi

1. [Menerima Surat Permohonan Narasumber, Buku Agenda 5 menit |Surat Permohonan |TerkatSOP
mengagenda surat, melampirkan lembar CD il Surat, Surat yang dilampiri Penanganan
disposisi dan meneruskan kepada Kepala E Permohonan, lembar disposisi Surat Masuk
Biro Organisasi Lembar Disposisi

2. |Mendiposisi Surat Permohonan Kepada NE Surat Permohonan |15 menit {Surat Permohonan
Kepala Bagian untuk mengusulkan pejabat I:_i yang dilampiri dengan disposisi
yang berkompsten lembar disposisi Karo

3. [Mendisposisi Surat Permohonan kepada Surat Permohonan |15 menit [Surat Permohonan
kasubag TU/Sub Koordinator Substansi yang f._l dengan disposisi dengan disposisi
berisi informasi pejabat yang diusulkan untuk i Karo Karo dan disposisi
menjadi narasumber dan perintah untuk Kabag
menyiapkan materi dan Surat Tugas

4. |Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Surat Permohonan 1180 menit {Konsep Surat Terkait SOP
kegiatan dengan instansi pemohon I Y dengan disposisi Tugas dan Konsep |Penerbitan
narasumber, membuat konsep surat tugas Lo i;zl ] Karo dan disposisi Materi Paparan Surat Tugas
dan menyiapkan materi paparan N Kabag

5. |Mengoreksi konsep materi paparan dan )/ Konsep Surat 15 menit |Konsep Surat
konsep surat tugas SN [Tidak Tugas dan Konsep Tugas dan Konsep

Y Materi Paparan Materi Paparan

6. |Mengoreksi Konsep materi paparan, — Konsep Surat 15 menit |Surat Tugas dan
menandatangani surat tugas dan Tugas dan Konsep Materi Paparan
memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk @ Materi Paparan
melaksanakan tigas sebagal narasumber

7. |Melaksanakan tugas sebagai narasumber Surat Tugas dan sesuai |Laporan Hasil
dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas anlMaterl Paparan Surat }Pelzksanaan Tugas
kepada pimpinan. 5 Tugas |[sebagai

Narasumber




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan :23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
‘ Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, %
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Pelaksanaan Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

I. Pendidikan minimal S1
2. Memahami sistematika penyusunan notulen
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar . ATK

2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer

3. SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas 3. Printer

4 SOP Rapat Tinjauan Manjemen

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015 tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka
akan berdampak pada Hasil Sertifikasi [SO 9001:2015

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




=

2t el

'ernug'e;skan Kepala Kepala Bagian untuk
Mempersiapkan Audit Interna! Sertifikasi 180
9001:2015

Agenda Ke

5

Disposisi

2. |Memerintahlan kepada Kasubag Tata Usaha untuk Disposisi 15 menit  |Disposisi
mempersiapkan Rapat Persiapan Audit Internel
Sentifikast [SO 9001:2¢15
3. |Melaksanskan Rapat Persiapan Audit Internal Disposisi 1 Jam Pembagian Tugas
Sertifikast ISO 2001:2015
4. |Menyusun Program Audit Internal Sertifikasi ISO Pembagian Tugas 3 Jam Progrem Audit
9001:2015 dan menyampaiakn kepada Lead Auditor Internal
5. |Membuat Jadwal dan Daftar Periksa Audit (Check Program Audit 3 Jam Jadwal dan Daftar
List}) Sertifikasi Internal IS0 9001:2019 Intemnal Periksa Audit
6. {Pembukaan Audit Sertiftkasi ISO 9001:2015 dengan Jadwal dan Daftar 1 Jam Jadwal dan Daftar
menyampaikan agenda pelaksanaan Audit Sertifikasi [Periksa Audit Periksa Audit
1SO pada masing-masing Bagian
7. 1Audit Sertifikasi sesuai jadwal dan lingkup yang Jadwal dan Daftar 1 Hari Hasil Audit
telah ditetapkan Periksa Audit Sementara
8. |Rapat Auditor yang dipimpin oleh Lead Auditor Hasil Audit 2 Jemn Hasil Audit
dengan agenda penyampaian temuan oleh masing- Sementara
masing Auditor dan Perumusan Hasil AUDIT
9. |Penutupan Audit Sertifikasi ISO 9601:2015 dengen Hasi! Audit 3 Jam Hasil Audit, Berita
agenda pemaparan hasil temuan Audit Sertifikasi Acara Tindak
180 9001:2015 Lanjut Hasil Audit
10. |Penyusunan Laporan Audit Internal ISO 5001:2015 Hasil Audit, Berita 1 Hari Laporan Audit
beserta tindaklanjutnya yang telsh ditendatangani Acara Tindak Internal 1SO
oleh auditor den anditee dan menyerahkan kepada Lanjut Hasil Audit 29001:2C15
Tim ISO
11. |Mengarsipkan dan menyampaikan Laporan Laporan Laporan Audit 5menit  (Laporan Audit Tindak Lanjut
Audit Internal IS0 9001:2015 Kepada Kepala Biro Internal ISO Intermal 1SO dengan SOP
90012015 9001:2015 Rapat
Tinjauan

Manajemen




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
=z Setda Prouigsi Nusa Tenggara Timur, ﬁ,
L 3
Dra. Flouri Rit} Wuisan, M.M.
Pembina Ugama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Managemen

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang, Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenoeara Timur

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami sistematika penyusunan notulen
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

3. SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas

1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Rapat Tinjauan Manajemen tidak dilaksanakan maka Sistem manajemen Mutu di

[Biro Organisasi tidak berjalan optimal

Disimpan dalam Softcoov dan Hardcoov




untuk diperbaiki

Pelaksana Mutu Baku
e L » Kepala Sub Seluruli Sub }
No s - Tahap Keglaﬁu_ el Bir’o I;*:‘::l;fkﬁ:: E a]%anhTa ta Peng:ji;llll::straﬂ slizzg:l::::i:}i | ?iotiilis Kelengkapan | Waktu Ou tp? t Iéeterangan
: 5 e Analis S8 ;
-1 i 2 . . 3 4 3 & 7 8 - 9 10 I #12

1. |Menugaskan Kepala Kepala Bagian untuk Agenda Ketja 15 menit [Disposisi
mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen

2. |Memerintahkan kepada Kasubag Tata Usaha Disposisi 15 menit |Disposisi
untuk mempersiapkan Rapat Tinjauan
Manajemen

3. |Memerintahkan Pejabat Fungsional Umum W Disposisi 15 menit |Disposisi
Untuk mempersiapkan Undangan, Ruang Rapat,
Materi Rapat, Daftar hadir, LCD dan Snack

4. |Mempersiapkan Undangan, Ruang Rapat, A Disposisi ljam |Undangan,
Materi Rapat, Daftar hadir, LCD dan Snack, I Materi, Jadwal
menyampaikan undangan kepada peserta rapat dan agenda
dan menginformasikan kesiapan rapat Tinjauan Rapat
Manajemen kepada Kasubag Tata Usaha

5. |Melaporkan kesiapan pelaksanaan rapat : i Materi, Jadwal | 15 menit |Materi, Jadwal
Tinjauan Manajemen Kepada Kepala Bagian D_ dan agenda dan agenda

6. |Menyampaikan kesiapan rapat Tinjauan 3 Materi, Jadwal | 15 menit |Materi, Jadwal
Manajemen kepada Kepala Biro |_:] dan agenda dan agenda

7. |Memerintahkan untuk melaksanakan rapat Materi, Jadwal 15 menit |Materi, Jadwal
sesuai jadwal yang telah ditentukan dan agenda dan agenda

8. {Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Materi 2Jam (Notulen
bersama seluruh pejabat struktural dan pejabat
fungsional yang dipimpin oleh Kepala Biro
Organisasi, Notulis mencatat seluruh
pembahasan dalam rapat dan menyampaikan
Notulen kepada Kasubag Tata Usaha

9. |Menyusun Konsep Rencana Tindak Lanjut dan Notulen 2Jam |Draft Rencana
menyampaikan kepada Kepala Bagian Tata Tindak Lanjut
Lakasana untuk dikoreksi Tinjauan

Manajemen

10. |Mengoreksi konsep Rencana Tindak Lanjut jika Draft Rencana | 20 menit |Draft Rencana
setuju memaraf dan menyampaiakan kepada Tindak Lanjut Tindak Lanjut
Kepala Biro untuk ditandatangani, Jika tidak Tinjauan Tinjauan
mengembalikan kepada kasubag Tata Usaha Manajemen Manajemen




11. IMengoreksi konsep Rencana Tindak lanjut jika Draft Rencana 5 menit |Rencana Tindak
setuju menandatangani dan menyerahkan Tindak Lanjut Lanjut Tinjauan
kepada Kepala Bagian Tata Laksana untuk Tinjauan Manajemen
ditindaklanjuti, Jika tidak mengembalikan Manajemen
kepada kepala Bagian Tata |Laksana untuk
diperbaiki

12. |[Memerintahkan Kasubag TU untuk Rencana Tindak| 5 menit |Rencana Tindak
menginformasikan Rencana Tindak Lanjut Lanjut Tinjauan Lanjut Tinjauan
Tinjauaan Manajemen kepada Seluruh Sub Manajemen Manajemen
Koordinator Substansi dan Analis di Biro
Oreanisast

13. {Menginformasikan Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak| 20 menit |Rencana Tindak |terkait SOP
Tinjauaan Manajemen kepada Seluruh Sub Lanjut Tinjavan Lanjut Tinjauan |Pengarsipan
Koordinator Substansi dan Analis di Biro Manajemen Manajemen Dokumen dan
Organisasi, mendokumentasikan dan Naskah Dinas

mengarsipkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

[Tanggal Efektif

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Disahkan oleh
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=Setda

Judul SOP

Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Timur. . :

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk.
SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor.

2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas tidak dilaksanakan akan
berdampak penelusuran Dokumen / Naskah Dinas

1. Pada agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data manual.




Pelaksana Mutu Baku
| T : i .

No ahap Kegiatan Kasubag TU Penge:}dgdl;:stras: Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 [Memerintahkan Pengadministrasi Dokumen / Naskah 10 menit |Dokumen / Naskah

Umum unluk mengarsipkan Dokumen Dinas Dinas, Disposisi,
! Naskah Dinas Petunjuk
2. |[Mengecek Dokumen / Naskah Dinas Dokumen / Naskah 10 menit Dokumen / Naskah,
dan memberikan Kode pada Dokumen Cinas, Disposisi, Kode Arsip
{ Naskah Dinas sesuai jenis dan Petunjuk
pokok urusan
3. [Mencatat pada buku agenda / File Dokumen / Naskah, 10menit |Dokumen / Naskah,
Arsip Kode Arsip Kode Arsip, Agenda, File
Arsip
4, [Menyimpan dokumen / naskah dinas Dokumen / Naskah, 10 menit  |Dokumen / Naskah,

pada tempat pengarsipan yang
tersedia

Kode Arsip, Agenda,
File Arsip

Kode Arsip, Agenda, File
Arsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
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%
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Judul SOP AP Layanan Pengaduan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturanm Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahunh 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal adalah D-4 / S-1;

2. Menguasai tugas pokok Biro Organisasi;
3. Pejabat Pengelola Pengaduan dan Pejabat Penghubung memahami teknologi IT

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan Dokumen

1. ATK;

2. Komputer;

3. Telepon / Faximili;
4. Email;

5. Jaringan Wifi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila ditindaklajuti penanganan pengaduan tidak tepat waktu maka akan
menimbulkan ketidak percayaan terhadap pelayanan Biro Organisasi

Pengaduan dan tindaklanjut penanganannya diarsipkan sebagai arsip manual dan arsip
elektronik

/



A. Melalui Media Tatap Muka
Pelaksana i Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Penerima Patugas Pejabat yang Keterangan
T Pengelola | Kepala Biro dituni Kelengkapan Wakiu Output
amu itunjuk
Pengaduan
1. |Menerima Pengguna Layanan/Pengadu selanjutnya Buku Tamu 5 menit Buku Tamu
mengarahkan untuk mengisi buku tamu,
menyampaikan maksud dan perihal pengaduan @ )
serta menunjukan danf/atau meninggalkan KTP/
identitas diri lain yang sah apabila periu,
selanjutnya menyampaikan maksud dan perihal
pengaduan kepada petugas pengelola pengaduan.
2. |Meminta pengguna layanan menyampaikan intisari Buku Rekapitulasi |5 menit Informasi Ringkas
pengaduan dan mencatatnya, selanjutnya Pengaduan Pengaduan
menyampaikan kepada Kepala Biro.
3. [Menunjuk pejabat dan mengarahkan secara Informasi Ringkas |5 menit Petunjuk Karo .
o pendelegasian
berjenjang untuk penangan pengaduan Pengaduan sesuai
keberadaan
pejabat di kantor
dan tingkat
kerumitan
penyelesaian
masalah
4. |Mengarahkan Pengguna Layanan kepada Pejabat Petunjuk Karo 2 menit Petunjuk Karo
yang ditunjuk menangani / menyelesaiakan
pengaduan.
5. |Melakukan penanganan Pengaduan pada saat itu Petunjuk pimpinan, |sesual Hasil
atau sesuai waktu yang disepakati, selanjutnya Pengaduan dan kebutuhan |Penanganan/
melaporkan hasil penanganan kepada pimpinan data pendukung, Penyelesaian
secara berjenjang regulasi Pengaduan
6. |Mengarsipkan pengaduan dan penanganannya Pengaduan dan 10 menit Pengaduan dan

dalam bentuk tertulis.

Hasil Penanganan/
Penyelesaian
Pengaduan

Hasil
Penanganan/
Penyelesaian




A.

Melalui Media Kotak Pengaduan

Pelaksana Mutu Baku
: Sub
N Tanapan Keglatan Fengelsi Agendaris |Kepala Biro Kep.aia Koordinator| Analis Kelengkapan Waktu QOutput Keterangan
Pengaduan Bagian I ———
1. |Memeriksa isi Kotak Pengaduan setiap hari, Buku Rekapitulasi |15 menit |Berkas Pengaduan
jika terdapat pengaduan maka diambil, Pengaduan,

dicatat datam buku rekapitulasi pengaduan
dan di teruskan kepada Agendaris

Berkas Pengaduan

2. |Menerima berkas pengaduan, Berkas 5 menit Berkas Pengaduan
mengagendakan, melampirkan lembar Pengaduan, Buku teragenda dan
disposisi dan meneruskan kepada Kepala Agenda Surat terlampiri lembar
Biro Masuk, Lembar disposisi

Disposisi

3. |Menelaah berkas Pengaduan dan ¥ Berkas Pengaduan |10 menit  |Berkas Pengaduan
mendisposisikan kepada Kabag untuk | '_|l dan lembar dan disposisi
ditindaklanjuti disposisi pimpinan

4. |Menelaah berkas pengaduan dan disposisi \ LI Berkas Pengaduan |10 menit  |Berkas
pimpinan, selanjutnya mendisposi kepada A dan disposisi Pengaduan,

Sub Koordinator Substansi untuk pimpinan disposisi pimpinan
ditindaklanjuti dan disposisi
Kabag

5, |Menyusun konsep surat Berkas 80 menit |Konsep surat
jawaban/tindaklanjut penaganan Pengaduan, jawaban/
pengaduan dan mengajukan kepada kabag disposisi pimpinan, tindaklanjut
untuk dikoreksi regulasi Pengaduan

6. |Mengoreksi konsep surat jawaban/ 4 Konsep surat 10 menit  |Konsep surat
tindaklanjut penanganan pengaduan dan @ jawaban/ jawaban hasil
diteruskan kepada Kepala Biro s tindaklanjut koreksi kabag

7. |Mengoreksi/ menandatangani surat Konsep surat 10 menit  |Konsep surat
jawaban/ tindaklanjut penanganan jawaban hasil jawaban hasil
pengaduan dan diteruskan kepada Kepala koreksi kabag koreksi kabag
Biro

8. |Menyampaikan surat jawabanftindaklanjut Surat jawaban/ 60 menit  |Surat jawaban/
penangan pengaduan kepada Pengguna tindaklanjut tindaklanjut
layanan/ Pengadu Pengaduan terkirim

9. |Melakukan rekapitulasi, mengarsipkan Berkas Pengaduan (10 menit  [Surat Pengaduan
pengaduan dan tindaklanjut dan Surat jawaban/ dan Surat
penanganannya tindaklanjut jawaban/

tindaklanjut
Pengaduan

terarsip




A,

Melalui Media Surat

Pelaksana Mutu Baku
A Kepala Sub
‘ Bagian
L Tahapan Keglatan Agendaris | Kepala Biro g:p?;ﬁ TU{Sub Pelaksana Pi?'lngaed[z:aan Kelengkapan Wakitu Output Heterangan
9 Koordinator 9
. . Substansi
1. |Menerima Surat Pengaduan, Surat Pengaduan, |5 menit Surat Pengaduan
mengagendakan, melampirkan lembar Buku Agenda Surat teragenda dan
disposisi dan meneruskan kepada Kepala Masuk, Lembar tedampiri lembar
Biro Disposisi disposisi
2. |Menelazh Surat Pengaduan dan Surat Pengaduan 10 menit  (Surat Pengaduan
mendisposisikan kepada Kabag untuk dan lembar dan disposisi
ditindaklanjutt disposisi pimpinan
3. [Menelaah surat pengaduan dan disposisi Surat Pengaduan |10menit  |Surat Pengaduan,
pimpinan, selanjutnya mendisposl kepada dan disposisi disposisi pimpinan
kasubag TU/Sub Koordintaor Substansi pimpinan dan disposisi Kabag
untuk ditindaklanjuti
4, |Menyusun konsep surat jawaban/ Surat Pengaduan, |90 menit Konsep surat
tindaklanjut penaganan pengaduan dan —: ]Zj -a] disposisi pimpinan, jawaban/
mengajukan kepada kabag untuk dikoreksi A regulasi tindaklanjut
Pengaduan
5, |Mengoreksi konsep surat , Konsep surat 10menit  (Konsep surat
jawabanv/tindaklanjut penanganan /_):\ jawaban/ tindaklanjut jawaban hasil
pengaduan dan diteruskan kepada Kepala &""/ Pengaduan koreksi kabag
Biro M
6. |[Mengoreksi / menandatangani surat b 4 Konsep surat 10 menit  |Kansep surat
jawaban/ tindaklanjut penanganan jawaban hasil jawaban hasil
pengaduan dan diteruskan kepada Kepala koreksi kabag koreksi kabag
Biro
7. |Menyampaikan surat jawabanitindakianjut Surat jawaban/ 60 menit  |Surat jawaban/
penangan pengaduan kepada Pengguna tindaktanjut tindaklanjut
layanan/ Pengadu Pengaduan Pengaduan terkirim
8. |Melakukan rekapitulasi, mengarsipkan Surat Pengaduan 10 menit |Suret Pengaduan
pengaduan dan jawabantindaklanjut =) jdan Surat jawaban/ dan Surat jawaban/
penanganannya tindaklanjut tindaklanjut
Pengaduan Pengaduan terarsip




A. Melalui Media SP4AN-LAPOR
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahapan Kegiatan Pengelola . : Kepala Eiagia ; Keterangan
Agendaris |Kepala Biro : TU/Sub Analis Kelengkapan Waktu Output
Pengaduan Bagian ;
_ Koordinator
' ! f ' Substansi ! !
1.'2.|Mengakses website LAPOR!, mencatat Buku Rekapitulasi |15 menit |Berkas Pengaduan
pengaduan yang masuk dan meneruskan (" mutal ) Pengaduan, Berkas
kepada Agendaris Pengaduan

2 |Menerima berkas pengaduan, — Berkas Pengaduan,|5 menit  |Berkas Pengaduan
mengagendakan, melampirkan lembar E Buku Agenda Surat teragenda dan
disposisi dan meneruskan kepada Kepala L Masuk, Lembar terlampiri lembar
Biro Disposisi disposisi

3. |Menelaah Surat Pengaduan dan / Berkas Pengaduan |10 menit |Berkas Pengaduan
mendisposistkan kepada Kabag untuk | _Il dan lembar dan disposisi pimpinan
ditindaklanjuti disposisi

4. |Menelaah surat pengaduan dan disposisi , Berkas Pengaduan |10 menit |Berkas Pengaduan,
pimpinan, selanjutnya mendisposi kepada | 1 dan disposisi disposisi pimpinan dan
kasubag TU/Sub Koordinator Substansi untuk pimpinan disposisi Kabag
ditindaklanjuti

5. |Menyusun konsep jawaban/tindaklanjut Berkas Pengaduan,|90 menit |Konsep jawaban/
penaganan pengaduan dan mengajukan {5 - Je2] 4: | |disposisi pimpinan, tindaklanjut
kepada kabag untuk dikoreksi N regulasi Pengaduan

6. |Mengoreksi konsep jawaban/ tindaklanjut \K Konsep jawaban/ |10 menit |Konsep jawaban hasil
penanganan pengaduan dan diteruskan —/ tindaklanjut koreksi kabag
kepada Kepala Biro \,(/ Pengaduan

7. |Mengoreksi / menyetujui jawaban/tindaklanjut K Konsep jawaban [10 menit |Konsep jawaban hasil
penanganan pengaduan dan diteruskan a%}rr hasil koreksi kabag koreksi kabag
kepada Kepala Biro

8. |Menginput/menyampaikan jawaban/ Jawaban/ 60 menit [Jawaban/ tindaklanjut
tindaklanjut penangan pengaduan kepada tindaklanjut Pengaduan terkirim
Pengguna layanan/ Pengadu melaui SP4N- Pengaduan
LAPOR!

9. |Melakukan rekapitulas, mengarsipkan Berkas Pengaduan |10 menit |Berkas Pengaduan
pengaduan dan jawabanftindaklanjut dan Surat jawaban/ dan Surat jawaban/
penanganannya tindaklanjut tindaklanjut

Pengaduan Pengaduan terarsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
|Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dra. Flouri Ri

Kepala Biro Organisasi
= Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, s

¢
Wuisan, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Serah Terima Jabatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Timur. ;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk.
SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar
3. Menguaai Tata Naskah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Terlambat dilakukan Serah Terima Jabatan maka akan berdampak pada
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terkait Jabatan tersebut

1. Pada agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kabag Tata T‘a(::' ll.l!::ga Pejabat Atasan Pejabat Kepala ASN Biro Kelenakapar Waktu T — Keterangan
Laksana Biro Lama Langsung Bary Baru Organisasi ongrep P

1 2 3 4 5 iy 7 & g 10 17 12 12

1. |Memerintahkan Kasubag tata Usaha Surat masuk, 5 menit |Surat masuk, lembar
untuk mempersiapkan acara serah lembar disposisi disposisi dan
terima jabatan. dan perintah. perintah.

2. |[Menginformasikan ke Pejabat yang Surat masuk, Smenit [Surat masuk, lembar
akan dimutasi untuk menyiapkan lembar disposist disposisi dan
laporan kinerja dan Keuangan dan perintzh. perintah.

3. |Menyusun konsep laporan kinerja dan h 4 Surat masuk, 14 Jam [Surat masuk, lembar
keuangan dan menyampaikan kepada & lembar disposist disposisi dan
atasan dan kevzangan dan Laporan Laporan Realisais.

Realisasi.

4. [Mnegoreksi konsep lzopran kinerja Konsep memori | 1°8 Menit [Memori serah terima
dan keuangan. Jika setuju diserahkan| Tk serah terima jabatan
kepada kasubag Tata Uasha Biro jabatan
untuk dilakukan serah terima jabatan.

Jika fidak setuju dikembalikan kepada
pejabat lama untuk dikoreksi

5. |Menyerahkan ke Kasubag tata Usaha Memori serah 5 Menit |Memori serah terima
untuk dilakukan serah terima jabatan. terima jabatan jabatan

6. |Melaksanakan Serah Terima Jabatan. Memori serah 2Jam [Memori serah terima

E terima jabatan jabatan
7. |Mendokumentasikan kegiatan Serah Memori serah 18 Menit |Memori serah terima

Terima Jabatan dan mengarsipkan
Berita Acara Serah Terima Jabatan
dan Memorl Sarah Terima Jabatan.

terima jabatan

jabatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
6 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ﬁ

&

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses
Bisnis bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi

NTT.

A s
pasERe=s

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden.Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010-2025. : , cee it o Sopumsyiaee
Peraturan Menteri PAN.dan RB:Nomor 19 Tahun 2018'tentang Penyusunan peta
Porses Bisnis Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur Nomor Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

2

3.

1. ASN.
2. Memahami petunjuk teknis penyusunan Peta Proses Bisnis
3. Pendidikan minimal sarjana (S1).

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi NTT

SOP Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi NTT.

4.

ATK.

Komputer.
Telepon/Faximile.
Printer.

Infokus.

b WN =

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada
penyusunan Peta Proses Bisnis yang tidak sesuai regulasi.

2. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tidak terstandarisasi dengan baik.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Subbagian Tatalaksana.
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E g * L3 nRN BB o E EY 3 = i £l Pelak's,am < £ - = s o E * 1] I E Mu,tu Bakll = ol
N 2 h ke “Sub Koordinator
o. -Tahap Kegiatan ol Substansi Tata Analis Kepala Biro n - Keterangan
,Kabagg Tata Laksana Lak§i'na Tatalaksana Orggr[isasi Kelengkapan Waktu, Gutput
Pemerintahan |«
1 2 " & ; T ar 4 ° A PR L T el L ok P 9 . . 10

1. |Menugaskan Sub Koorndinator Substansi Tata Laksana Agenda Kerja, Dokumen Peta 15 Menit Disposisi, petunjuk penugasan,
Pemerintahan untuk menyiapkan konsep keputusan gubemnur Proses Bisnis Perangkai Daerah Dokumen Peta Proses Bisnis
tentang Peta Proses Bisnis lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Perangkat Daerah

2. |Memerintahkan analis tatalaksana untuk rmenylapkan bahan ‘L Disposisi, petunjuk penugasan, 15 menit Disposisl, petenjuk penugasan,
penyusunan keputusan gubemur tentang Peta Proses Bisnis = ~ Dokumen Peta Proses Bisnis Dokumen peta Proses Bisnis
Perangkat Daerah lingkup Pemeintah Provinsi NTT dan £ Vg Perangkat Daerah Perangkal Daerah
menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Tata e
Laksana Pemeriniahan.

3. |Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan keputusan Disposisi, petunjuk penugasan, 1 Minggu {Bahan penyusunan Keputusan
gubernur tentang Peta Proses Bisnls Perangkat Daerah : b 4 Dokumen Peta Proses Bisnis Gubemur tentang Peta Proses
lingkup Pemerintah Pravinsi NTT dan menyampaikan kepada T Perangkat Daerah Bisnis bagl Perangkat Daerah
Sub Koordinator Substansi Tata Laksana Pemerintabian. Provinsi NTT

4. |Menyusun konsep keputusan gubemur tentang peta Proses ¥ Bahan penyusunan Keputusan 1 Minggu Konsep Keputusan Gubemur
Bisnis perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT dan e Gubernur tenfang Peta Proses tentang Peta Proses Bisnis bagi
menyampaikan kepada kabag. R Bisnis bagi Perangkat Daerah Perangkat Daerah Provinsi NTT

Provinsi NTT dan nota dinas

5. |[Memeriksa konsep Keputusan gubemur tentang Peta Proses ¥ Konsep Keputusan Gubernur 2 Hart Draf Keputusan Gubemur tentang
Bjsnis pgmngkal daerah lingkup pemerintah provinsi NTT. ,,.\ Tidak tentang Peta Proses Bisnis bagi Peta Proses Bisnis bagi
Jika setuju memberi paraf dan menyerakan kepada kepala biro e b Perangkat Daerah Provinsi NTT Perangkat Daerah Provinsi NTT

g g
organisasi. Jika fidak setuju mengembalikan kepada Sub / dan nota dinas dan nota dinas
Koordinator Substansi Tata Laksana Pemerintahan untuk Ya
memperbatki. ! :

6. |Memeriksa draf keputusan gubemur tentang Peta Proses Draf Keputusan Gubemur tentang 1 Har Draf Keputusan Gubemur tentang
Bisnis Perangkat Daerah lingkup pemerintah provinsi NTT. Jika Tidak Peta Proses Bisnis bagi Peta Proses Bisnis bagi
setujt memaraf dan menyerakan kepada kabag. Jika tidak| Perangkat Daerah Provinsi NTT Perangkat Daerah Provinsi NTT
setuju mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki. v dan nota dinas dan nota dinas

2

7. |Menyerakan Draf keputusan gubemur tentang Peta Proses .1, Draf Keputusan Gubemur tentang 10 menit Draf Keputusan Gubemwur tentang
Bisnis Perangkat Daerah fingkup Pemerintah Provinsi NTT rER Peta Proses Bisnis bagi Peta Proses Bisnis bagi
kepada Sub Koordinator Substansi Tata Laksana Pemerintahan s Perangkat Daerah Provinsi NTT Perangkat Daerah Provinsi NTT
untuk diproses lebih lanjut di Biro Hukum. dan nota dinas dan nota dinas

8. |Menugaskan analis tatalaksana untuk menyampaikan dan Draf Keputitsan Gubemur tentang 1 bulan Keputusan Gubemur tentang
memproses nota dinas Draf keputusan Gubemur lentang peta) o peta Proses Bisnis bagi Peta Proses Bisnis bagi perangkat
proses bisnis Perangkat Daerah [lingkup Pemerintah Provinsi LI Perangkat Daerah Provinsi NTT daerah provinsi NTT
NTT ke Biro Hukum. 2 ] sl dan nota dinas

9. |Menggandakan, mendistribusikan dan mendokumentasikan. Keputusan Gubernur tenlang 1 Jam Keputusan Gubernur tentang

Peta Proses Bisnis bagi perangkat
daerah provinsi NTT

Peta Proses Bisnis bagi perangkat
daerah provinsi NTT dan bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 202

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Pravinsi Nusa Tenggara Timur, &

Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah

Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

3. Keputusan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 253/KEP/HK/2020 tentang
Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018 - -2023.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1).
2. Memahami petunjuk teknis penyusunan Peta Proses Bisnis.
3 ASN.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Peta Proses Bisnis bagi Perangkat
Daerah Provinsi NTT.

4. SOP Monitoring dn Evaluasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi NTT

1. ATK.
2. Komputer. dan Printer
3. Infokus.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada
penyusunan Peta Proses Bisnis yang tidak sesuai regulasi.

2. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tidak terstandarisasi dengan baik.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub bagian Tatalaksana.




Pelaksana

" Mutu Baku™"

IEE (===

sSub KoordInator

3 WE T g =3 #

No: Tahap Kegiatan Substansi Tatat Analis Kabag Tataldksana |; 'oPaia Biro Kelengkapan Waktu Cutput RHtRANA
Tatalaksana * - W Organisasi [
E Pemerintahian )

1 e B 2 - N 4 " ' ] 7 8. g " 10
1. |Menerima, menelaah disposisi pimpinan terkait Disposisi dan dokumen Peta 20 Menit  |Disposisi dan dokumen
dokumen peta proses bisnis perangkat daerah, dan Proses Bisnis perangkat Peta Proses Bisnis
menugaskan  Analis Tata Laksana unfuk daerah perangkat daerah

mendjadwalkan pelaksanaan asistensi.

2. |Menyiapkan pelaksanaan asistensi pela Proses 4’ Disposisi dan dokumen Peta 2 Jam Bahan kelengkapan
Bisnis meliputi bahan Peta Proses Bisnis dari P Proses Bisnis perangkat asistensi peta Proses Bisnis
perangkat daerah, surat dan jadwal asistensi dan B daerah meliputi dokumen Peta
menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Proses Bisnis perangkat
Tata laksana Pemerintahan. daerah, surat dan jadwal

asistensi.

3. |[Memeriksa kelengkapan/bahan asistensi Peta Bahan kefengkapan 1 jam Bahan kelengkapzan
Proses Bisnis. Apabila setuju, menyampaikan asistensi Peta Proses Bisnis asistensi Peta Proses
kepada kabag. Jika tidak setuju, dikembalikan meliputi dokumen Peta Bisnis meliputi dokurmen
kepada Analis Tata Laksana untuk diperbaiki. Proses Bisnis dari perangkat Peta Proses Bisnis dari

daerah, surat dan jadwal perangkat daerah, surat
asistensi. dan jadwal asistensi.

4. |Memeriksa kelengkapan/bahan asistensi Peta Bahan kelengkapan 30 Menit  |Bahan kelengkapan
Proses Bisnis. Apabila setuju, menyampaikan p asistensi Peta Proses Bisnis asistensi Pela Proses
kepada kepala Biro. Jika tidak setuju, dikembalikan ( ¥a mefiputi dokumen Peta Bisnis meliputi dokumen
kepada Sub Koordinalor Substansi Tata Laksana \ Proses Bisnis dari perangkat Peta Proses Bisnis darl
Pemerintahan untuk diperbaiki. A daerah, surat dan jadwat perangkat daerah, surat

asistensi. dan jadwal asistensi.

5. |Memeriksa kelengkapan/bahan asistensi Peta . |Bahan kelengkapan 20 Menit  |Bahan kelengkapan
Proses Bsinis. Apabila setuju, menyampaikan asistensi Peta Proses Bisnis asistensi Peta Proses
kepada kabag untuk melaksanakan asistensi. Jika meliputi dokumen Peta Bisnis meliputi dokumen
tidak setuju, dikembalikan kepada kabag untuk Proses Bisnis dari perangkat peta Proses Bisnis dari
diperhaiki. daerah, surat dan jadwal perangkat daerah, surat

. asistensi. dan jadwal asistensl.

8. |Menyampaikan kepada Sub Koordinater Substansi Bahan kelengkapan 20 menit  |Bahan kelengkapan
Tata Laksana Pemerintahan untuk melaksanakan asistensi Peta Proses Bisnls asistensi Peta Proses
asistensi Peta Proses Bisnis bagi perangkat daerah meliputi dokumen Peta Bisnis meliputi dokumen
provinsi NTT sesuai jadwal. Proses Bisnis dari perangkat Peta Proses Bisnis dari

daerah, surat dan jadwal perangkat daerah, surat
asistensi. dan fadwal asistensi.

7. |Melaksanakan asistensi Peta Proses Bisnis bagi Bahan kelengkapan 1 Jam per |Dokumen Peta Proses
perangkat daerah Provinsi NTT sesuai jadwal yang IW‘WI: ¢ asistensi Peta Proses bisnis | perangkat |Bsinis perangkal daerah
ditetapkan dan menugaskan analis tatalaksana meliputi dokumen Peta daerah haslil asistens! dan notulen
membuat laporan hasil asistensi. Proses Bisnis dari perangkat

daerah, surat dan jadwal
asistensi.
8. |Mendokumentasikan laporan hasil asistensi Pete Y Dokumen Peta Probis Bisnis 1 jam Laporan hasil asistensi

Proses Bisnis bagi Perangkat Daerah provinsi NTT.

l"Selesai . l
TR

perangkat daerah hasil
asistensi dan notulen

Peta Proses Bisnis
perangkat daerah Provinsi
NIT




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggcjimur, ?
\ ¢

WM{T’ﬁ\

Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Pelaksanaan Review Peta Proses Bisnis

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 253/KEP/HK/2020 tentang Peta
Proses Bisnis Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami formulir monitoring dan evaluasi Peta Proses Bisnis
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Kepgub tentang Peta Proses Bisnis bagi Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

2. SOP Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis

3. SOP Penanganan surat masuk

4. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelaksanaan review Peta Proses Bisnis tidak mengikuti prosedur, akan
berdampak pada kualitas dokumen Peta Proses Bisnis yang dihasilkan.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Menugaskan Sub Koordinator Substansi Tata Agenda Kerja 15 menit |disposisi
Laksana Pemerintahan untuk mereview
dokumen Peta Proses Bisnis dari perangkat
daerah.
Menugaskan Analis Tata Laksana untuk N disposisi 15 menit |disposisi
mereview dokumen Peta Proses Bisnis dan LR
menyampaikan kepada Sub Koordinator ad |
Mengumputkan bahan Peta Proses Bisnis & disposisi 3 Har |Konsep hasil review
perangkat daerah, mereview dokumen Peta il dokumen Peta
Proses Bsinis, menyusun konsep hasil review T Proses Bisnis
dan menyerahkan kepada Sub Koordinator perangkat daerah.

; Substansi Tata Laksana Pefneﬁntalgan. . -

4. IMemeriksa konsep hasil review Peta Proses B Konsep hasil review 2 Jam |Konsep hasil review
Bisnis. Jika setuju menyampaikan kepada /:\ Tidak dokumen Peta dokumen Peta
kabag. Jika tidak setuju, menyerakan kepada “\ / Proses Bisnis Proses Bisnis
analis tata [aksana untuk diperbaiki. A~ perangkat daerah. perangkat daerah.

5. |Memeriksa konsep hasil review Peta Proses Konsep hasil review 1 Jam |Konsep hasil review
Bisnis. Jika setuju menyampaikan kepada karto. dokumen Peta dokumen Peta
Jika tidak setuju, menyerakan kepada Sub Proses Bisnis Proses Bisnis
Koordinator Substansi Tata Laksana perangkat daerah. perangkat daerah.
Pemerintahan untuk diperbaiki. .

6. |Memeriksa konsep hasil review. Jika setuju Konsep hasil review | 15 menit |Nota dinas dan hasil
menandatangani nota dinas dengan lampiran Tidak dokumen Peta review dokumen Peta
hasil review dan menyerakan kepada kabag, Proses Bisnis Proses Bisnis
Jika tidak setuju, menyerakan kepada kabag perangkat daerah.
untuk diperbaiki.

7. |Menyerakan nota dinas dan hasil review Pela iota dinas dan hasil [ 10 menit |Nota dinas dan hasil
Proses Bisnis kepada Sub Koordinator review dokumen review dokumen Peta
Substansi Tata Laksana Pemerintahan untuk Peta Proses Bisnis Proses Bisnis
ditindaklanjuti,

8. |Menyerakan nota dinas dan hasil review Pela k4 Nota dinas dan hasil | 10 menit [Nota dinas dan hasil
Proses Bsinis kepada Analis Tata Laksana P review dokumen review dokumen Peta
uniuk ditindaklanjuti. Peta Proses Bsinis Proges Bisnis

9. |Menyampaikan nota dinas dengan lampiran Nota dinas dan hasil | 30 menit |Dokumentasi hasil
hasil review Peta Proses Bsinis kepada review dokumen review Peta Proses
perangkat daerah dan mendokumentasikan. Peta Proses Bisnis Bisnis perangkat

daerah dan nota
dinas.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP

Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

23 Agustus 2021

Tanggal Revisi

November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi

{ Setda Provinsi Nusa Tenigara Timur, ?t.

¢
Dra. Flouri Rjta m

Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis
Perangkat Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Présiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta

Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah bProvinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami instrumen monitoring dan evaluasi
3. Memahami tata naskah dinas

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 253/KEP/HK/2020 tentang
Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar

2. SOP Pembuatan laporan Monitoring dan Evaluasi
3. SOP pencairan dana kegiatan di Biro Organisasi
4. SOP Penanganan surat masuk

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila melaksanakan Monitoring dan Evaluasi tidak sesuai prosedur akan

berdampak pada kualitas data yang diperoleh.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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evaluasi,surat tugas,
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1. |Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit |disposisi
draf instrumen monitoring dan evaluasi.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk disposisi 15 menit |disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan instrumen
monitoring dan evaluasi.

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan disposisi 1jam bahan penyusunan
penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi Instrumen monitoring dan
kepada Kasubag. evaluasi,disposisi.

4. |Mengonsep instrumen monitoring dan evaluasi bahan penyusunan 2 jam Konsep Instrumen
kemudian menyerahkan kepada Kabag. Instrumen monitoring dan monitoring dan evaluasi,

evaluasi,disposisi. disposisi.

5. |Memeriksa konsep instrumen monitoring dan Konsep Instrumen 1jam Draf Instrumen
evaluasi. Jika setuju menyampaikan kepada i monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi,
kepala biro organisasi. Jika tidak setuju disposisi. disposisi.
mengembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki Ya

6. |Memeriksa draft instrumen monitoring dan Draf [nstrumen monitoring 1jam Instrurmen monitoring dan
evaluasi. Jika setuju memerintahkan kepada Tidak dan evaluasi, disposisi. evaluasi, disposisi.

Kabag untuk melaksanakan monitoring dan 5
evaluasi. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kabag untuk diperbaiki. : Ya .

7. |Memberi petunjuk kepada kasubag untuk Instrumen monitoring dan 30 menit |Instrumen monitoring dan

melaksanakan monitoring dan evaluasi. s evaluasi,surat tugas, evaluasi,surat tugas,
- disposisi. SPPD, disposisi.

B. |Melaksanakan monitoring dan evaluasi Peta Instrumen monitoring dan | 30 menit  |Instrumen monitoring dan

Proses Bisnis Perangkat Daerah evaluasi,surat tugas, evaluasi,surat tugas,
SPPD, disposisi. SPPD, disposisi.
8 |Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi Peta Instrumen monitoring dan 3 hari Melaksanakan Monitoring




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
‘ Setda Pgeyinsi Nusa Tenggara Timur, ?
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

PembinaWUtama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
bagi Perangkat Daerah Provinsi NTT.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa .Tengara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. ASN.
2. Memahami petunjuk teknis penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Pendidikan minimal sarjana (S1).

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP Asistensi Penyusunan SOP Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

1. ATK.

2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

5 Infokus.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur
penyusunan SOP yang tidak sesuai regulasi.

2. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tidak terstandarisasi dengan baik.

maka akan berdampak pada

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub bagian Tatalaksana.
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1. [Menugaskan Sub Koordinator Substansi Tata Laksana Agenda Kera, Dokumen SQP AP 15 Menit Disposisl, petunjuk penugasan,
Pemerintahan untuk menyiapkan konsep keputusan gubarnuri w— Perangkat Daerah Dokumen SOP AP Perangkat
tentang  standar operasional  prosedur  adiministras] wpMulalgs Daerah
pemerintahan lingkup Pemerintah Provinsi NTT,
2. |Memerntahkan analis organisasi dan tatalaksana untuk Disposisi, pelunjuk penugasan, 15 menit Disposisi, petunjuk penugasan,
menyiapkan bahan penyusunan keputusan gubemur tentang Dokumen SOP AP Perangkat Dokumen SOR AP Perangkat
standar operasional prosedur administasi pemerintahan Daetah Daerah
Perangkat Daergh fingkup Pemeintah Provinsl NTT dan
menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Tata
Laksana Pemerintahan.
3. |Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan keputusan Disposisi, petunjuk penugasan, 1 Minggu |Bahan penyusunan keputusan
gubemur tentang standar operaslional prosedur administrasi A 4 Dokumen SOP AP Pengkat gubemur tentang standar
pemerintahan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi : Daerah operasional prosedur administrasi
INTT dan menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi pemerintzhan (SOP AP) bagi
Tata Leksana Pemerintahan. Peraagkat Daerah Provinsi NTT
4. [Menyusun konsep keputusan gubemur tentang standar ¥ Bahan penyusunan keputusan 1Minggu |Konsep keputusan gubernur
operasional prosedur administrast pemerintahan perangkat 3 gubernur tentang SOP AP bagi tentang SOP AP bagi Perangkat .
daerah [ngkup pemerintzh provinsi NTT dan menyampaikan Perangkat Daerah Provinsi NTT Daerah Provinsi NTT dan note ‘
kepada kabag. dinas
5. [Memerksa konsep keputusan gubemur fentang standar| + Konsep keputusan gubemus 2 Han Draf keputusan gubemur tentang
operasional prosedur administrasl pemerintahan perangkat] \ Tidak tentang SOP AP bagi Perangkat SOP AP bagi Perangkat Daerah
daersh lingkup pemerintah provinst NTT. Jika setuju memberi 2 Daerah Provinsi NTT dan nota Provingi NTT dan nota dinas
paraf dan menyerakan kepada kepala biro organisasi. Jika; _)< /ﬁ dinas
tidak setuju mengembalikan kepada Sub Koordinator Substansi Ya
Tata Laksana Pemerintahan untuk memperbalkl, :
6. |Memeriksa draf keputusan gubernur tentang  standa Draf keputusan gubemur tentang 1 Hard Draf keputusan Gubamur tentang
operasional prosedur administrasl pemerniahanPerangkat Tidak SOP AP bagi Perangkat Daerah SOP AP bagi Perangkat Daerah
Daerzh pemerintah provinsl NTT. Jika setujy memaraf dan Provinsi NTT dan nola dinas Provinsi NTT dan nota dinas
menyerakan kepada kabag. Jika tidak setujt mengembalikan
kepada kabag untuk diperbalkl, ¥a
7. |Menyerakan Draf keputusan gubermnur tentang standar) ,L Draf kepuiusan gubemur tentang 10 menlt Draf keputusan Gubemur tentang
operasional prosedur administrasl pemerintahan Perangkat] [T SOP AP bagi Perangkat Daergh SOP AP bagl Perangkat Daerah
Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT kepada kasubag ! . - Provinsi NTT dan nota dinas Provinsi NTT dan nota dinas
untuk diproses lebih lanjut di Biro Hukum. =
8. |Menugaskan analis tatalaksana untuk menyampaikan dan Oraf keputusan gubemur tentang 1 bulan keputusan gubemur tentang
memproses nota dinas Draf keputusan Gubernur tentang 5 . SOP AP bagi Perangkat Daergh standar operasional prosedur
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan ‘ Provinsi NTT dan nota dinas administrasi pemardntzhan (SOP
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT ke Biro R AP) bagi perangkat daerah
Hulam. | provinsi NTT
9. |Menggandakan, mendistribusikan dan mendokumnentasikan. keputusan gubermur fentang 1 Jam keputusan gubemur tentang
standar operaslonal prosedur standar operasional prosedur
administrasi pemerintahan (SOP acministrasi pemerdintahan {(SOP
AP) bagi perangkat daerah AP) bagl perangkat daecah
provinsi NTY provinsl NTT dan bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
{ Setda Prquigsi Nusa Tenggara Timur, ‘1.
el — i\
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina PYtama Muda
NIP 19660624 1986022006
Judul SOP Asistensi Penyusunan SOP AP Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. PeraturanMenteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 202 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1).
2. Memahami petunjuk teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur.
3 ASN.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP) bagi Perangkat Daerah Provinsi NTT di
Biro Organisasi.

1. ATK
2. Komputer. dan Printer
3. Infokus.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada
penyusunan SOP yang tidak sesuai regulasi.

2. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tidak terstandarisasi dengan baik.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Subbagian Tata Laksana
Pemerintahan.
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1. {Menerima, menelaah disposisi pimpinan terkait Disposisi dan dokumen SOP| 20 Menit  |Disposisi dan dokumen
dokumen SOP AP perangkat daerah, dan AP perangkat daerah SOP AP perangkat daerah
menugaskan analis pelaksana tatalaksana untuk
mendjadwalkan pelaksanaan asistensi.

2. |Menyiapkan pelaksanaan asistensi SOP AP meliputt Disposisi dan dokumen SOP 2 Jam Bahan kelengkapan
bahan SOP AP dar perangkat daerah, sural dan AP perangkat daerah asistensi SOP AP meliputi
jadwal asistensi dan menyampaikan kepada Sub dokumen SOP AP dari
Keordinator Substansi Tata Laksana Pemerintahan. perangkat daerah, surat

dan jadwal asistensi.

3. |Memeriksa kelengkapan/bahan asistensi SOP AP. | Bahan kelengkapan 1jam Bahan kelengkapan
Apabila setuju, menyampaikan kepada kabag. Jika .Kva asistensi SOP AP meliputi asistensi SOP AP meliputi
tidak setuju, djkemb_al_ikan kepada Analis Tata ' / dokumen SOP AP dari dekumen SOP AP dari
Laksana untuk diperbaiki. y 'perangkag daerah, surat dan pera_ngkal dagrah. s_ural

jadwal asistensi. dan jadwal asistensi.

4, |Memeriksa kelengkapan/bzhan asistensi SOP AP. Bahan kelengkapan 30 Menit  [Bahan kelengkapan
Apabila seluju, menyampaikan kepada kepala Biro. n— /V\ i asistensi SOP AP meliputi asistensi SOP AP meliputi
Jika tidak setuju, dikembalikan kepada Sub e \ dokurnen SOP AP dari dokumen SOP AP dari
Koordinator Substansi Tata Laksana Pemerintahan \ V4 perangkat daerah, surat dan perangkat daerah, surat
untuk diperbaiki. n jadwal asistensi. dan jadwal asistensi.

5. |Memeriksa kelengkaparvbahan asistensi SOP AP, i b Bahan kelengkapan 20 Menit  |Bahan kelengkapan
Apabila setuju, menyampaikan kepada kabag untuk s < asistensi SOP AP meliputi asistensi SOP AP meliputi
melaksanakan asistensi. Jika fidak setuju, G dokumen SCP AP dari dokumen SOP AP dari
dikembalikan kepada kabag untuk diperbaiki. perangkat daerah, surat dan perangkat daerah, surat

Ya jadwal asistensi. dan jadwal asistensi.

6. |Menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Bahan kelengkapan 20 menit  [Bahan kelengkapan
Tata Laksana Pemerintahan untuk melaksanakan ,—-—V asistensi SOP AP meliputi asistensi SOP AP meliputi
asistenst SOP AP bagi perangkat daerah provinsi dokumen SOP AP dari dokumen SOP AP dar
NTT sesuai jadwal. perangkat daerah, surat dan perangkat daerah, surat

jadwal asistensi. dan jadwal asistensi.

7. |Melaksanakan asistensi SOP AP bagi perangkal i i Bahan kelengkapan 1 Jam per |Dokumen SOP perangkat
daerah Provinsi NTT sesual jadwal yang ditetapkan * e i > 1 = asistensi SOP AP meliputi perangkat |daerah hasil asistensi dan

P g
dan menugaskan Analis Tata Laksana membuat & S E i b3 dokumen SOP AP dari daerah notulen
lzporan hasil asistensi. perangkat daerah, surat dan
jadwal asistensi.
8. |Mendokumentasikan laporan hasil asistensi SOP AP Dokumen SOP perangkat 1 jam Laporan hasil asistensi

bagi Perangkat Daerah provinsi NTT.

daerah hasil asistensi dan
notulen

SOP AP perangkat daerah
Provinsi NTT




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan | 15 Juli 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi

Setda Provigsi Nusa Tenggaﬂ Timur, %
-
t/

Dra. Flouri Ritg Wuisan, M.M.
Pembina Ukama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Perangkat Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan
3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami formulir monitoring dan evaluasi SOP AP
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Pembuatan laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Komputer

3. SOP pencairan dana kegiatan di Biro Organisasi 3. Telepon/Faximile

4. SOP Penanganan surat masuk 4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila formulir pemantauan dan evaluasi terlambat diserakan kepada
perangkat daerah, maka penyelesaian pemantauan dan evaluasi SOP
terhambat.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Menugaskan Sub Koordinater Substansi Tata Agenda Kerja 15menit [disposisi

Laksana pemerintahan untuk mempersiapkan
draf instrumen monitoting dan evaluasl.

mengumpulkan bahan penyusunan instrumen
monitoring dan evaluasi.

Memerintahkan Analis Tata Laksana untuk j: disposisi 16 menit  |disposisi

——

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan 4 disposisi 1jam bzhan penyusunan
penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi = Instrumen monitoring dan
kepada Sub Koordinator Substansi Tata Laksana = evaluasi,disposisi.
Pemerintahan.
Mengonsep instrumen manitoring dan evaluast ¥ bahan penyusunan 2 jam Konsep Instrumen
kemudian menyerahkan kepada Kabag. [ :‘ Instrumen monitoring dan monitoring dan evaluasi,
e evalyasi disposisi, disposisi.
5. |Memeriksa konsep instrumen monitoring dan o 2o Konsep Instrumen 1 jam Draf [nstrumen
. |evaluasi: Jika setuju menyampaikan kepada s S 8 5 Y s MLk MONItOriNg dan evaluast, monitoring dan evaluasi, |« -
ER- iy N 2 ; T = [T Tidaky " o 5 . 3 i = g
=~ 1képala biro organisasi. Jika tidak setuju =~ "If - =z disposisi. disposisi. .
mengembalikan kepada Sub Koordinator
Substansi Tata Laksana Pemerintahan untuk %5
diperbaiki
6. |Memeriksa draft instrumen monitoring dan Draf Instrumen maonitoring 1am Instrumen monitoring dan
evaluasi. Jika setuju memerintahkan kepada Tidak dan evaluasi, disposisi. evaluasi, disposisi.
Kabag untuk melaksanakan monitoring dan
evaluasi. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kabag untuk diperbaiki. Yz
Memberi petunjuk kepada Sub Koordinator Instrumen monitoring dan | 30 menit  {Instrumen monitoring dan
Substansi Tata Laksana Pemerintahan untuk evaluasi surat tugas, avaluasi,surat tugas,
melaksanakan monitoring dan evaluasi. disposisi. SPPD, disposisi.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi SOP AP L d - Instrumen monitoring dan 3 hari Instrumen menitoring dan
Perangkat Daerah { i l(:j;f—:;fj.‘f:, e N2 l evaluasi surat tugas, evaluasi,surat tugas,
SPPD, disposisi. SPPD, disposisi.
Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi SOP A 4 Instrumen monitoring dan 3 han Melaksanakan Monitoring
AP Perangkat Daerah ,m' ﬁs*me!es?&!m evaluasisurat tugas, dan Evaluasi

SPPD, disposisi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Proyiagi Nusa Tenggara Timur, &

Pembina kama Muda
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Pelaksanaan Review Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (SOP AP).

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan-Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami formulir monitoring dan evaluasi SOP AP
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur tentang SOP AP bagi Perangkat Daerah Provinsi
Tenggara Timur di Biro Organisasi

SOP Monitoring dan Evaluasi SOP

SOP Penanganan surat masuk

SOP Penanganan Surat Keluar

2.
3.
4.

ATK

Komputer
Telepon/Faximile
Printer

A0 Nk

Peringatan 3

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelaksanaan review SOP AP tidak mengikuti prosedur, akan berdampak pada
kualitas dokumen SOP AP yang dihasilkan.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana ** "~ Mutu Baku o
i Sub Koordinator N _
No.|: Tahap Kegiatan Kepala Bagian | Substdnsi Tata | Analis Tata® [* Kepala Biro {° . ) Keterangan
Tata Laksana Laksana. Laksana Organisasi Kelerukeian iaki Qutaat
: Pemerintahan
1 2 — 3 4 5 [5 7 8. 9 10
1. |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Tata Agenda Kerja 15 menit |disposisi
Laksana Pemerintahan untuk mereview wahulai .
dokumen SOP AP dari perangkat daerah. S
2. |Menugaskan Analis Tata Laksana untuk disposisi 15 menit |disposisi
mereview dokumen SOP AP dan
menyampaikan kasubag. AR
3. [Mengumpulkan bahan SOP AP perangkat v disposisi 3 Hari |Konsep hasil review
daerah, mereview dokumen SOP AP, menyusun [ ] dokumen SOPF AP
konsep hasil review dan menyerahkan kepada L-;\ ; perangkat daerah.
ub Koordinator Substansi Tata Laksana
4. {Memeriksa konsep hasil review SOP AP. Jika Konsep hasil review 2 Jam |Konsep hasil review
seluju menyampaikan kepada kabag. Jika tidak Ya ‘/V\ Tidak dokumen SOP AP dokumen SOP AP
setuju, menyerakan kepada analis tata laksana \ e perangkat daerah. perangkat daerah.
untuk diperbaiki. A
5. |Memeriksa konsep hasil review SOP AP. Jika X i Konsep hasil review 1 Jam |Konsep hasil review
setuju menyampaikan kepada karo. Jika tidak %< P 0 dokumen SOP AP dokumen SOP AP
setuju, menyerakan kepada Sub Koordinator perangkat daerah. perangkat daerah.
Substansi Tata Laksana Pemerintahan untuk va
diperbaiki. 5,
6. |Memeriksa kansep hasil review. Jika setuju , Konsep hasil review | 15 menit |Nota dinas dan hasil
menandatangani nota dinas dengan lampiran Tidak / dokumen SOP AP review dokumen SOP
hasil review dan menyerakan kepada kabag. perangkat daerah. AP
Jika tidak setuju, menyerakan kepada kabag
untuk diperbaiki. Ya
7. |Menyerakan nota dinas dan hasil review SOP 4 Nota dinas dan hasfl | 10 menit |Nota dinas dan hasil
AP kepada Sub Koordinator Substansi Tata CoT review dokumen review dokumen SOP
Laksana Pemerintahan untuk ditindakianjuti. S e SOP AP AP
8. |Menyerakan nota dinas dan hasil review SOP k4 Nota dinas dan hasil | 10 menit |Nota dinas dan hasil
AP kepada Analis Tata Laksana untuk ¢ ‘=| review dokumen review dokumen SOP
ditindakfanjuti. | SOP AP AP
8. |Menyampaikan nota dinas dengan lampiran Nota dinas dan hasil | 30 menit |Dokumentasi hasil
hasil review SOP AP kepada perangkat daerah ;}égle'@_i review dokumen review SOP AP
dan mendokumentasikan. SUEREIEN SOP AP perangkat daerah
dan nota dinas.




Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
| Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh : Kepala Biro Organisasi
; Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ‘
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR < a

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI Dra. FlourfRita Wuisan, M.M.
BAGIAN TATA LAKSANA Pembirfa Utama Muda
NIP 196606241986022006
Judul SOP Fasilitasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
e ———— — — — |
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap|Pendidikan minimal Sarjana.
penyelenggara pelayanan publik.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Permendagri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.

2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer.

3. SOP Nota Dinas Keluar Kepala Biro 3. Telepon / Faximili.

4. SOP Pelaksanaan Rapat 4. Printer.

5. SOP Penerbitan Surat Tugas

6. SOP Pembuatan Laporan Monitoring dan .

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan SKM Perangkat Daerah tidak dilaksankan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
dengan baik maka akan berdampak pada biasnya hasil SKM.




Pelaksana

Mutu Baku

Sub Koordinator Analis .
No. Tahap Keglatan Kaub:ga:aata Substansi Pelayanan ';T_Z:I:igg? Kelengkapan Waktu Output L
Pelayanan Publik Publik
1. [Menugaskan Sub Koordinator Substansi DPA Biro, Regulasi 20 menit Petunjuk dan
Pelayanan Publikk untuk mempersiapkan Terkait penugasan Kabag
Fasilitasl  Pelaksanaan SKM  Unit
Pelayanan Publik (UPF)
2. |Menugaskan analis fata laksana DPA Biro, Regulasi 20 menit Petunjuk dan
pelayanan publik untuk tnempersiapkan Terkait, petunjuk dan pebugasan Kasubag
rapat pelaksanaan SKM. penugasan Kabag
3. |Mempersiapkan rapat persiapan seria Petunjuk dan 3 hari TOR Kegiatan, Juknis
administrasi fasilitasi pelaksanaan SKM . Penugasan Kasubag. Pelaksanaan SKM,
DPA Biro, Regulasi Daftar hadir, materi
Terkait, petunjuk rapat, draft Tim SKM,
Kasubag Craft Kuesioner
4. |Rapat Persiapan membahas tahapan dan TOR Kegiatan, Juknis |2 jam Hasil Rapat, SK Tim  |Terkait SOP
teknis pelaksanaan SKM bersama UPP. Pelaksanaan SKM SKM, Kuesioner Pelaksanaan
1 r{:" r:t':' : Daftar hadir, materi Rapat
] P rapat, draft Tim SKM,
Draft Kuesioner
5. |Menginformasikan secara tertulis kepada “, Draft Akhir Surat 1 hari Surat Keluar Perihal  |Terkalt SOP
UPP sasaran SKM perhal rencana : Keluar Perihal Pemberitahuan Penanganan
pelaksanaan SKM. Pemberitahuan Pelaksanaan SKM Surat Keluar
Pelaksanaan SKM
6. [Turun ke UPP dalam rangka monitoring SPT/SPPD, Regulasi  |@ 3 hari Hasil Monitoring dan | Terkait SOP
dan pendampingan pelaksanaan dan Pedoman SKM pendampingan Pengajuan
Penyusunan Hasil SKM. pelaksanaan dan SPT/SPPD,
Penyusunan Hasil
SKM
7. |Menyusun Rekapitulasi Hasil SKM dan Hasil SKM dan 3 har Laporan Pefaksanaan |Terkait SOP
Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Adminisirasi SKM Penyusunan
Masyarakat (SKM). pendukungpelaksanaa Naskah Dinas
n fasililasi pelaksanaan
SKM
8. |Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Nota Dinas 1 hari Laporan Pelaksanaan [Terkait SOP Nota
SKM Kepada Sekretaris Daerah Penyampaian Laporan Fasilitasi SKM Dinas Kepala Biro
dan Laporan Tersampaikan
Pelaksanaan Fasililasi
SKM,
9. {Mengarsipkan Dokumen Laporan Hasil Laporan Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan

Pelaksanaan Fasilitasi SKM

Fasilitasi SKM

Fasilitasi SKM
Terdokumentasi/
terarsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

£ Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, "?

¢

Dra. FlouriRita Wuisan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP . Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! - SP4N

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

5. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik )

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara
Nasional.

8. Peraturan Presiden Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan standar Opersional prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Sarjana
2. Memahami operasionalisasi Aplikasi LAPOR! - SP4N

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer dan Printer

3. Jaringan Internet WIFI, Telepon, Faximili, Email
4. Aplikasi LAPOR! - SP4N

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! - SP4N ini tidak dipatuhi
maka akan menyebabkan ketidakpastian penanganan pengaduan masyarakat yang dapat
berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Kinerja Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi NTT

Disimpan sebagai data elektronik.




Mutu Baku

Pejabat Penghubung | Pimpinan Perangkat
No. Tahap Kegiatan Admin [stansi/ (Perangkat Daerah / Daerah / Unit Keterangan
Admin Pemprov Unit Pelayanan Pelayanan Publik Kelenglapan Wakiu Catiput
Publik Pemprov) Pemprov
1. |Mengakses, menerima, memverifkasi dan menelaah dan User ID dan Sandi, 1-3hari |Pengaduan/Laporan/ |Jika sesuai !(ewepangan
mendisposisi Pengaduan, Laporan, Aspirasi dan permintaan Pengaduan/ Laporan/ Aspirasi/ Permintaan maka'mﬁﬂdlS_POSISI
Informasi yang masuk melalui Aplikasi LAPORL: Aspiraslf Permintaan informasi dan disposisi [mendistribusi kePa% ]
informasi dan disposisi Perangkat Dasrah / Unit
Pelayanan Publik lingkup
melalui Pejabat
Penghubung
Jika tidak sesuai
kewenangan maka
mengembalikan kepada
Admin LAPOR! Pusat
2. |Meneriama dan memverifikasi disposisi Pengaduan/ Laporan/ Pengaduan/ Laporan/ 1 hari Pengaduan/ Laporan/
Aspirasi/ Permintaan informasi : Aspirasi/ Permintaan Aspirasif Permintaan
a. Jika sesuai kewenangan maka memberikan jawaban sebagai informasi dan/atau informasi dan/atau
respon awal, selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan Tidak disposisi disposisi serta respon
Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik untuk dijawab/ awal
ditindaklanjuti.
b. Jika tidak sesuai kewenangan maka mengembalikan kepada
Admin Daerah / Admin Pemprov
3. {(Menerima Pengaduan, Laporan, Aspirasi dan permintaan Pengaduan/ Laporan/ 8 hari Tindaklanjut! jawaban
informasi dari Pejabat Penghubung, menindaklanjutt! menjawab Aspirasi/ Permintaan atas Pengaduan/
dan meneruskan kepada Pejabat Penghubung informasi dan/atau Laporan/ Aspirasi/ f
disposisi Permintaan informasi
4. |Memuat jawaban Pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan User {D dan Sandi, 1 han Tindakianjut! jawaban

Publik dalam aplikasi LAPOR! selanjutnya disampaikan kepada
Pengadu/ Pelapor/ Penyampai Aspirasi/ yang meminta Informasi.

Tindaklanjut/ jawaban
atas Pengaduan/
Laporan/ Aspirasi/
Permintaan informasi

atas Pengaduan/
Laporan/ Aspirasl/
Permintaan informasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

4 Setda Prgvinsi Nusa Ten:iara Timur, {}

Judul SOP Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan Publik Perangkat

Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 202 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1).
2. Memahami petunjuk teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur.
3 ASN.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK
2. Komputer. dan Printer
3. Infokus.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada
penyusunan Standar Pelayanan yang tidak sesuai regulasi.

2. Apabila Standar Pelayanan tidak disusun sesuai pedoman maka pelaksanaan
pelayanan publik dapat menyimpang dari standar/regulasi

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub bagian Pelayanan Publik.




“ P " Pelaksana

- Mutu Bakirs =

No. v Tahap Keglitan Sub Koordinator i i 5 sl ‘ Keftéran an
i o A heieion, S‘ub”s,ta“nsi Analis Pgl'ayanat;u. Kabag Tata Laksana Kepala.Blr? Kelengkapan Waktu Output ’ 8
LA . Publik QOrganisasi =
s Pefayanari Publik ®

1 "2 % 3 i r's 5 .6 i 7 « 8 9 16

1. [Menerima, menelaah disposisi pimpinan lerkait Disposisi dan Draft SP PD 20 Menit  |Disposisi dan Draft SP PD
dokumen Standar Pelayanan (SP) perangkat daerah,
dan menugaskan analis pelayanan publik untuk
mendjadwalkan pelaksanaan asistensi.

2. {Menyiapkan pelaksanaan asistens! SP meliputi draft, Disposisi dan dokumen SP 2 Jam Bahan kelengkapan
SP dari perangkat daerah, surat dan jadwal asistensi g PD aslstensi SP meliputi Draft
dan menyampaikan Kepada Sub Koordinator] it E ‘gﬁ SP PD, surat dan jadwal
Substansi Pelayanan Publik. aslstensi.

3. {Memeriksa kelengkapan/bahan asistens] SP. Apabila Bahan kelengkapan 1jam Bahan kelengkapan
setuju, menyampalkan kepada kabag. Jika tidak asistensi SP meliputi Draft asistensi SP meliputi Draft
setuju, dikembalikan kepada analis pelayanan publik Y, SP PD, surat dan jadwal SP PD, surat dan jadwal
untuk diperbaiki. asistensi. asistensi,

4. |Memeriksa kelengkapan/fbahan asistenst SP. Apabila Bahan ketengkapan 30 Menil  |Bahan kelengkapan
setuju, menyampaikan kepada kepala Biro. Jika tidak /)’ asistensi SP meliputi Draft |asistensi SP meliputi Draft
setuju, dikembalikan kepada Sub Koordinator Tidak y N Ya SP PD, surat dan jadwal SP PD, surat dan jadwal
Substansi Pelayanan Publik untuk diperbaiki. ~o asistensi, asistensi.

A

5. [Memeriksa kelengkapan/ahan asistensi SP. Apabila )4 Bahan kelengkapan 20 Menit  |Bahan kelengkapan
setuju, menyampaikan kepada kabag untuk Tidak i asistensi SP mefiputi Draft asistensi SP meliputi Draft
melaksanakan  asistensi. Jika tdak  setuju, \ SP PD, sural dan jadwal SP PD, surat dan jadwal
dikembalikan kepada kabag untuk diperbaiki, asistensi, asistensi.

Ya

G. |Menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Bahan kelengkapan 20 menit  [Bahan kelengkapan
Pelayanan Publik untuk melaksanakan asistensi SP ,-——V aslsiensi SP meliputi Draft asistens] SP meliputi Draft
bagi perangkai daerah provinsi NTT sesuai jadwal. F 8P PD, surat dan jadwal SP PD, surat dan jadwal

asistensi. asistensi.

7. |Melaksanakan asistensi SP  perangkat daerah W Bahan kelengkapar 1 Jam per |Bahan kelengkapan
Provinsi NTT sesuai jadwal yang ditetapkan dan r s > . > ¥ Y |asistensi SP meliputi Draft perangkat lasistensi SP meliputi Draft
mengarahkan Perangkat Daerah untukX menetapkan WML L - 8P PD, surat dan jadwal daerah SP PD, sural dan jadwal
SP asistensi. asistensi.

8. |Mendokumentasikan  laporan  hasil  asistensi v Dokumen SP PD hasi 1jam Dokumen SP PD hasit
Penyusunan SPP bagl Perangkat Daerah Provinsi Saldsai. o asistensi dan notulen asisiensi dan notulen
NTT. D s terdckumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Nomor SOP Tahun 2022

Tanggal Pembuatan | 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tﬁ«fra Timur, &

Pembin% Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan. '

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.

2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

4 ASN.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di Biro Organisasi.
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan di Biro Organisasi.

1. ATK

2. Komputer, Printer.

3. Jaringan Internet.

4. Lembar Kerja, Rencana Kerja.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pem Provinsi NTT tidak sesuai
Prosedur , maka akan berdampak pada keterlambatan penyampaian LKIP Provinsi
KemenPAN dan RB, Kemendagri dan Beppenas

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy .
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1. |Menugaskan kabag untuk menyusun Laporan Pengukuran Agenda Kerja 10 menit Disposisl
Kinerja Pem Prov NTT

2. |Menugaskan kasubag untuk menyusun Laporan Disposisi 10 menit Disposisi
Pengukuran Kinerja Pem Prov NTT - b

3. |Menugaskan Tim Penyusun Laporan Pengukuran Kinarja ¥ Disposisi 1 jam Surat tugas, instrumen
Pem Prov NTT untuk mengumpulkan dan menganalisa e | pengumpulan data Laporan
data berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. i Pengukuran Kinerja Pem

Prov NTT

4. |Mengumpulkan dan menganalisa data Laporan = Surat fugas, instrumen 1 minggu Data dan tnformasi indikator
Pengukuran Kinerja Pem Prov NTT sesuat indikator per 1 I pengumpulan data per agenda
agenda serta menyampaikan kepada kasubag. Laporan Pengukuran

Kinerja Pem Prov NTT

5. |Mendjadwalkan dan mengundang rapat bersama yang 4 Data dan informasi 2jam undangan dan jadwal
dipimpin kepala Biro Organisasi. I jl B, I indikator per agenda

6. |Rapat bersama yang dipimpin kepala Biro Organisasi untuk undangan dan jadwal 3 jam per |Data dan informasi indikator
melakukan evaluasi dan kaflan terhadap hasil analisis tim " :T_F ﬂ agenda setama |per agenda, notulen rapat,
serta menugaskan tim menyempurnakan sesuai hasH rapat l = s = 10 hari berita acara rapat

7. |Menyempumnakan data dan informasi indikator per agenda Data dan informasi 3 hari Data dan informasi indikator
sesuai hasil rapat dan menyampaikan kepada kasubag. I indikator per agenda, per agenda yang telah

4 notuben rapat, berita disarnpumakan
n acara rapat

8. |Memeriksa data dan informasi indikator per agenda yang v Data dan informasi 1 minggu Konsep Laporan
telah disempumakan, menyusun konsep Laporan Ya e % Tidak . incikator per agenda yang Pengukuran kinerja Pem
Pengukuran Kinerja Pem Prov NTT dan menyampaikan ) telah disempumakan Prov NTT
kepada kabag. Y

9. |Memeriksa konsep Laporan Pengukuran Kinerja Pem Prov v Konsep Laporan 1 hari Draf Laporan Pengukuran
NTT. Apabila setuju menyampaikan kepada kepala Biro Pengukuran kinerja Pem Kinerja Pem Prov NTT
Organisasi. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada Prov NTT
kasubag untuk diperbaiki.

10. |Memeriksa draft Laporan Pengukuran Kinerja Pem. Draf Laporan Pengukuran 1 hari Draf Laporan Pengukuran
Provinsi. Apabila setuju menandatangani nota dinas untuk Kinerja Pem Prov NTT Kinerja Pem Prov NTT
pengiriman dokumen Laporan Pengukuran Kinerja Pem
Prov NTT dan menyampaikan kepada kabag, Jika tidak
setuju, dikembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.

11. {Menyerahkzn dokumen Laporan Pengukuran Kinerja Pem J Dokurmen Laporan 10 menit  |Dokumen Laporan
Prov NTT kepada kasubag untuk diproses lebih lanjut. I——‘_ Pengukuran Kinerja Pem Pengukuran Kinerja Pem

] Prov NTT Prov NTT

12, |Menyerahkan dokumen Laporan Pengukuran Kinerja Pem \5: Dokumen Laporan 10 menit Dokumen Laporan
Prov NTT kepada analis laporan akuntabilitas kinerja untuk : Pengukuran Kinerja Pem Pengukuran Kinerja Pem
diproses lebih lanjut. i - Prov NTT Prov NTT

13. |Mendistribusikan dan mendokumentasikan dokumen Dokumen Laporan 2jam Dokumen Laporan

Laporan Pengukuran Kinerja Pem Prov NTT.

Pengukuran Kinerja Pem
Prov NTT

Pengukuran Kinerja Pem
Prov NTT, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

s\,—JSetda Provinsi Nusa Teaiara Timur,

q

Lad

¢

Dra. Flour§Rita Wuisan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Pemerintah Provinsi

NTT

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

4. ASN

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pem Prov NTT di Biro Organisasi
3. SOP Penanganan Surat Masuk

4. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di Biro Organisasi

1. ATK

2. Komputer

3. Peraturan Perundang-undangan terkait
4. Telephon/Faximile

5. Printer

Peringgtan z

Pencatatan dan pendataan :

Penyusunan Perjanjian Kinerja yang tidak sesuai prosedur maka akan mempengaruhi kualitas
dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Data Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Tahun Sebelumnya
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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1. |Menugaskan kabag untuk menyusun Perjanjian Kinerja Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
{PK} Revisi Provinsi NTT
2. |Menugaskan kasubag untuk menyusun PK Revisi Provinsi Disposisi 10 menit |Disposisi
3. |Menugaskan Tim Penyusun PK Revisi Provinsi NTT untuk \ Disposisi 1jam  |Surat tugas,
mengumpuikan dan menganalisa data berdasarkan E= instrumen
indikator-indikator yang telah ditetapkan. e pengumpulan data
PK Provinsi NTT
4. |Mengumputkan dan menganalisa data PK Revisi Provinsi h 4 Surat tugas, 1 minggu |Data dan informasi
NTT sesuai indikator kinerja dan Perubahan Anggaran. [ instrumen indikator kinerja
Menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi — pengumpulan data PK
Akuntabilitas Kinerja. Provinsi NTT
5. |Mendjadwalkan dan mengundang rapat bersama yang 4 Data dan informasi 2jam [undangan dan jadwal
dipimpin kepala Biro Organisasi. { = indikator kinerja
6 |Rapat bersama yang dipimpin Kepala Biro Organisasi ) 4 undangan dan jadwal 2jam |Data dan informasi
untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap hasil analis 3 j £ > > > indikator kinerja,
tim serta menugaskan tim menyempurnakan sesuai hasil | SN | I | = notulen rapat, berita
rapat . . acara rapat
7. |Menyempurnakan data dan informasi indikator kinerja v Data dan informasi 2hari [Data dan informasi
sesual hasil rapat dan menyampaikan kepada kasubag. indikator kinerja, indikator kinerja yang
. notulen rapat, berita telah disempurnakan
™ acara rapat
8. |Memeriksa data dan informasi indikator kinerja yang tetah v Data dan informasi 1 minggu |Konsep PK Provinsi
disempurnakan, menyusun konsep PK Revisi Provinsi Ya / \ Tidak indikator kinerja yang
NTT dan menyampaikan kepada kabag. o telah disempumakan
9. |Memeriksa konsep PK Revisi Provinsi. Apabila setuju Tidak Konsep PK Revisi 2jam  |Draf PK Revisi
menyampaikan kepada kepala Biro Organisasi. Jika tidak Provinsi Provinsi

setuju, dikembalikan kepada kasubag untuk diperbaiki.




10. |Memeriksa Draf PK Provinsi. Apabila setuju Draf PK Revisi 1 jam Dokumen PK Revisi
menandatangani nota dinas untuk pengiriman dokumen Provinsi Provinsi
PK dan menyampaikan kepada kabag. Jika tidak setuju,
dikembalikan kepada kabag untuk diperbaiki. Tidak

Ya

11. |Menyerahkan dokumen P¥ kepada kasubag untuk Dokumen PK Revisi 10 menit |Dokumen PK Revisis
diproses lebih lanjut. Provinsi Provinsi

12. {Menyerahkan dokumen PK kepada analis akuntabilitas Dokumen P¥ Revisi 10 menit |Dokumen PK Revisi
kinerja aparatur untuk diproses lebih lanjut. Provinsi Provinsi

13. |Mendistribusikan dan mendokumentasikan dokumen PK Dokumen PK revisi 2jam |Dokumen PX revisi

Provinsi.

Provinsi

Provinsi, bukti
dokumentasi




Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

4

| / Setda Provinsi Nusa Ten:gara Timur,

Utama Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) di Biro Organisasi

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

4, ASN

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar

2. SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pem Prov NTT di Biro Organisasi
3. SOP Penanganan Surat Masuk
4

SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di Biro Organisasi

ATK

Komputer

Peraturan Perundang-undangan terkait
Telephon/Faximile

. Printer

NP

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Penyusunan Perjanjian Kinerja yang tidak sesuai prosedur maka akan mempengaruhi kualitas
dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Data Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Tahun Sebelumnya
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




menyampatikan kepada kepata Biro Organisasi. Jika tidak
setuju, dikembalikan kepada kasubag untuk diperbaiki.
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No. . .':'Tal’llé'p Kegiatﬁﬁ‘ Kepala Biro KaBl:?ng::sf?dn::s' Resubag: Tim Penyusun Analia SIN Kéter angan
e Akuntabilitas L Akuntabilitas Kelengkapan Waktu Output
Organisasi Akuntabilitas N PK Provinsi | .0 - ki »
P Kinerja Kinerja Aparatur :
Klnerja’
17 1. ) . 2 - 3 32 4 i 5 6 7 8u [] 10 11
1. |Menugaskan kabag untuk menyusun Perjanjian Kinerja Agenda Kefjz 10 menit |Disposisi
(PK) Provinsi NTT
2. IMenugaskan kasubag unttuk menyusun PK Provinsi NTT ¥ Disposisi 10 menit |Disposisi
s
Sk
3. |Menugaskan Tim Penyusun PK Provinsi NTT untuk Disposisi 1jam |Surattugas,
mengumpulkan dan menganalisa data berdasarkan instrumen
. indikator-indikatpayang telah ditetapkan. .- = = pengumpulan data .| -
) l ! ; - 4 PK Provinsi NTT
=ta, PP 4. {Mengumpulkan Han _menganalisg ¢ datafRK»Ri“ovlnﬂ NTT g e E - e T i, 4 Surat tugas, ] 1 minggu ]Data dan informasi )
el sesuai indikator:kinerja dan. menyafnﬁ‘atkaﬁ‘l&paﬂa___._; - SIS I et o [ instumen- T 7. indikator kinerja T e
kasubag, : -‘“-i-‘ L) P el s = pengumpulan data PR I i
: = - | . =, ; o |Provinsi NTT
T e R Mendjadwalkamdan mengundang.ré_gat—beréama'yang 5 i o Data dan informasi.. | 2jam :|lundangan dan jadwal | -
- ~ |dipimpin kepala:Biro Crganisasi. ~ ¥ - indikator kinerja’™> e o b T Tmsun,
L | . i i s
6. |Rapat bersama yang dipimpin kepala Biro Organisasi 4 undangan dan jadwal 2jam |Data dan informasi
untuk melakukan evaluasi dan kajian tethadap hasil > . = indikator Kinerja,
analisis tim serta menugaskan tim menyempurnakan - notulen rapat, berita
sesuai hasil rapat. ] acara rapat
7. |Menyempurnakan data dan informasi indikator kineda v Data dan informasi 2 han {Data den informasi
sesuai hasil rapat dan menyampaikan kepada kasubag. P indikator kinerja, indikator kinerja yang
notulen rapat, berita telah disempumnakan
S acara rapat
8. |Memeriksa data dan informasi indikator kKinerja yang tetah v Data dan informasi 1 minggu |Konsep PK Provinsi
disempurnakan, menyusun konsep PK Provinsi NTT dan Ya / \ Tidak indikator kinerja yang
menyampaikan kepada kabag. ‘\ / telah disempurnakan
A
9. [Memeriksa konsep PK Provinsi. Apabila setuju Va Tidak Konsep PK Provinsi 2jam |Draf PK Provinsi




10. {Memeriksa Draf PK Provinsi. Apabila setuju Draf PK Provinsi 1jam ]Dokumen PK Provinsi
menandatangani nofa dinas untuk pengiriman dokumen
PK dan menyampaikan kepada kabag. Jika tidak setuju, Tidak
dikembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.

11. |Menyerahkan dokumen PK kepada kasubag untuk Dokumen PK Provinsi| 10 menit |Dokumen PK Provinsi
diproses lebih lanjut.

12. {Menyerahkan dokumen PK kepada analis akuntabilitas Dokumean PK Provinsi| 10 menit |Dokumen PK Provinsi
kinerja aparatur untuk diproses lebih lanjut.

13. |Mendistribusikan dan mendokumentasikan dokumen PK Dokumen PK Provinsi{ 2jam |Dokumen PK
Provinsi. Provinsi, bukti

dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

vinsi Nusa Teﬁz:a Timur,
S
Dra. Flouri Rita \A’ﬁgﬁ-

Pembina Utama Muda
NIP 1966-62418986022006

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
l{ Setda Q«

Judul SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi 4. ASN
Pemerintahan.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. |
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pem Prov NTT di Biro Organisasi 2. Komputer
3. SOP Penanganan Surat Masuk 3. Peraturan Perundang-undangan terkait
4. Telephon/Faximile
5. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Penyusunan RKT yang tidak sesuai prosedur maka akan mempengaruhi kualitas
dokumen RKT.

. Data Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Tahun Sebelumnya
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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Kabag Sub
No. Tahap Kegiatan Kepala Biro Refapmus] Koordinator |, . peryusun| , An2lisis Keterangan
: « Organisasi Birokrasi dan Substansi x‘ﬁKT Prc;vins“i Akuntabilitas Kelengkapan Waktu Qutput
Akuntabilitas | Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Kinerja Kinerja
1 2 ) 3 4 5 6 7 8 % g 10 171
1. |Menugaskan kabag untuk menyusun RKT Provinsi Agenda Kerja 10 menit  |Disposisi
NTT
2. |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Akuntabilitas Disposist 10 menit  |Disposisi
Kinerja untuk menyusun RKT Provinsi NTT
3. |Menugaskan Tim Penyusun RKT Provinsi NTT untuk v Disposisi 1 jam Surat tugas, instrumen
mengumpulkan dan menganalisa data berdasarkan E : pengumpulan data RKT
indikator-indikator yang telah ditetapkan, (LI ] - Provinsi NTT
4. |Mengumpulkan dan menganalisa data RKT Provinsi y Surat tugas, 1 minggu |Data dan informasi
NTT sesuai indikator kinerja utama per agenda dan l instrumen indikator utama per
menyampaikan kepada kasubag. = pengumpuian data agenda
RKT Provinsi NTT
5. |Mendjadwalkan dan mengundang rapat bersama yang y Data dan informasi 2 jam undangan dan jadwal
dipimpin kepala Biro Organisasi. { u indikator utama per
' - agenda
6. |Rapat bersama yang dipimpin kepala Biro Organisasi k 4 - . undangan dan jadwal 2jam per |Data dan informasi
untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap hasil arams =] = > I agenda selamalindikator per agenda,
analisis tim serta menugaskan tim menyempurnakan St ==Je “““ . L 2 7 hari notulen rapat, berita
sesual hasil rapat. acara rapat
7. |Menyempumnakan data dan informasi indikator per i\ Data dan informasi 3 hari Data dan informasi
agenda sesuai hasil rapat dan menyampaikan kepada ¥ R E indikator per agenda, indikator per agenda
kasubag. _ notulen rapat, berita yang telah
z acara rapat disempurnakan
8. |Memeriksa data dan informasi indikator per agenda Ay Data dan informasi 1 minggu |Konsep RKT Provinsi
yang telah disempumakan, menyusun konsep RKT Ya /,,\ Tidak indikator per agenda NTT
Provinsi NTT dan menyampaikan kepada kabag. \'\ / yang telah
1 A disempurnakan
9. |Memeriksa konsep RKT Provinsi. Apabila setuju Konsep RKT Provinsi 1 hari Draf RKT Provinsi NTT

menyampaikan kepada kepala Biro Organisasi. Jika
tidak setuju, dikembalikan kepada kasubag untuk
diperbaiki.

NTT




10. [Memeriksa Draf RKT Provinsi. Apabila setuju Draf RKT Provinsi 1 hari Dokumen RKT Provinsi
menandatangani nota dinas untuk pengiriman NTT NTT
dokumen LKIP dan menyampaikan kepada kabag. Tidak
Jika tidak setuju, dikembalikan kepada kabag untuk
diperbaiki.

11. |Menyerahkan dokumen RKT kepada kasubag untuk Dolumen RKT 10 menit  |Dokumen RKT Provinsi
diproses lebth lanjut. Provinsi NTT NTT

12. |Menyerahkan dokumen RKT kepada analis Dokumen RKT 10 menit  |Dokumen RKT Provinsi
akuntabilitas kinerja aparatur untuk diproses lebih Provinsi NTT NTT
lanjut.

13. |Mendistribusikan dan mendokumentasikan dokumen Dokumen RKT 2 jam Dokumen RKT Provinsi
RKT Provinsi NTT. Provinsi NTT NTT, hukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DN AKUNTABILITAS KINERJA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi
A Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ﬁ.

Dra. Flouri R&a Wuisan M.M.
Pembina Ulamma Muda
NIP 196606241986022006

Judul SOP

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Des.rgn Reformasi
Birokrasi 2010-2025. biEaih s

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap [l tahun 2018-2022.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal S1.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi biro organisasi.

3. ASN.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK

2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada penyusunan
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT yang tidak sesuai regulasi.

Disimpan dalam bentuk Softcop dan Hardcopy .




B - = 5 A - i
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1

Pelaksana -

= o & ww -

Mutu Baku **

Sub Koordintaor
No: Tahap Kegiatan Kabag RB dan Substansi Analis Reformasi| Kepala Biro Keterangan
Akuntabllitas Kinerja|  Reformasi Birokras! Organisasi Hielengiapan Wisktu Quetput
Birokrasi

1 27 = 3 4 5 6 2 8 8 10

1. |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Reformasi Agenda Kerja 10 Menit Disposisi
Binokrasi untuk menyiapkan kegiatan penyusunan Road
Map Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi NTT.

2. |Memerintahkan Analis Reformasi Birokrasi untuk Disposisi 10 Menit Disposisi
menyiapkan bahan kelengkapan ldentifikasi Kondisi wlc
Umum, Penentuan Fokus Sasaran dan Penyusunan RE
Rencana Aksi Road Map Reformasi birokrasi Pemerintah 3 "

Provinsi NTT,

3. [Menyiapkan bahan ketengkapan Identifikasi Kondisi Umum, T b Disposisi 1 jam Bahan Kglengkapan
Penentuan Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana‘Aksi ,F * ~|Identifikasi Kondisi Umum,
Road Map Reformasi birgkrasi Pemerintah Provinsi NTT Fokus Sasaran dan
dan menyampaikan kepada ub Koordinator Substansi Penyusunan Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi.

4. {Menyusun Konsep ldentifikasi Kondisi Umum, Penentuan Bzhan Kelengkapan ldentifikasi 1 jam Konsep Identifikasi Kondisi
Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksi road map Y - Kaondisi Umum, Fokus Sasaran Umum, Fokus Sasaran dan
reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTT dan s dan Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi
menyampalkan kepada Kabag. -

5. ]Memeriksa Konsep Identifikasi Kondisi Umum, Penentuan Konsep Identifikasi Kondisi 15 menit Draft identifikasi Kondisi
Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksi, Jika setuju Tidak Umum, Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
diserahkan kepada Kepala Biro, dan jika tidak Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi
dikembalikan kepada Sub Koordinator Substansi Reformnasi va v #
Birokrasi. untuk diperbaiki.

6. |Memeriksa Draft Identifikasi Kondisi Umum, Penentuan Draft Identifikasi Kondisi Umum, 15 menit Draft Identifikasi Kondisi
Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksi. Jika setuju Tidak Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
memerintahkan Sub Koordinator Substansi Reformasai ) Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi
Birokrasi untuk melaksanakan rapat, dan jika tidak [
dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. Ya

=

7. |Rapat Identifikasi Kondisi Umum, Penentuan Fokus ,1, Dratt Identifikasi Kandisi Umum, 2 jam Draft Identifikasi Kondisi
Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksl yang dihadiri oleh = H T P = g Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
Tim Reformasi Birokrasi, Tim Penyusun dzn Pemangiu W A 3 P ar L ~ | [Pemmusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi
Kepentingan, Perangkat Daerah {erkait yang dipimpin oleh
Karo serta menugaskan Sub Koordinator Substansi
Reformasi Birokrasi untuk menyempumakan Braft sesuat
hasil rapat.

8. |Menyempurnzkan Draft sesuai hasil rapat dan Draft Identifikasi Kondisi Umum, 30 Menit Draft Identifikasi Kondisi
menyampaikan kepada Kabag. Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan

Pemyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi

9. |Memeriksa Dvaft Masil Rapat Identifikasi Kondisi Umum, Draft Kentifikasi Kondisi Umum, 30 Menit Draft identifikasi Kondisi

Penentuan Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksi.
Jika setuju diserahkan kepada Kepala Biro, dan jika tidak
dikembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki.

Ya

Fokus Sasaran dan
Penyusunan Rencana Aksi

Umum, Fokus Sasaran dan
Penyusunan Rencana Aksi

B ;




A

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemernintah
Provinsi NTT.

Birokrasi Pemerintah Provinsi
NTT,

10. [Memeriksa Draft hasil Rapat Identifikasi Kondisi Umum, Draft Identifikasi Kondisi Umum, 30 Menit Dokumen identifikasi Kondisi
Penentuan Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksi. Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
Jika setuju memerintahkan Kabag untuk membuat konsep Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi
penyusunan road map , dan jika tidak dikembalikan kepada Tidak
Kabag untuk diperbaiki.

11 |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Reformasi Dokumen Identifikasi Kondisl Dokumen Identifikasi Kondis
Birokrasi untuk menyusun konsep Road Map dan Umum, Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
diserahkan ke Kabag. Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi

12. |Menyusun Konsep Road Map dan diserahkan kepada Dokumen Kentifikasi Kondisi 1minggu |Konsep Penyusunan Road
Kabag. Umum, Fokus Sasaran dan Map Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Rencana Aksi

13. |Memeriksa konsep Road Map Reformasi Birokrasi. Jika Konsep Road Map Reformasi 1 hari Draf Road Map Reformasi
setuju memaraf dan menyampaikan kepada Karo. Jika Tidak Birokrasi. Birokrasi.
tidak setuiu dikembalikan kepada Sub Koordinator
Substansi Reformasi Birckrasi untuk memperbaiki. Ya

14, |Memeriksa Draf Road Map Reformasi Birokrasi. Jika setuju Darf Road Map Reformasi 3 Jam Draf Dokumen Road Map
memerintahkan Kabag untuk mempersiapkan rapat I Birokrasi. Reformasi Birokrasi.

—  |eembahasan Road Map Reformasi Birokrast. Jika tidak Tidak i 4 g
setuju, mengetbalikarkepada Kabag untuk memperbaiki. | i - -
Ya

15. |Menugaskan Sub Koordinator Substansi Reformasi jg Draf Road Map Reformasi 15 Menit Draf Road Map Reformasi
Birokrasi untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat i Birokrasl. Birokrasi.
pembahasan Road Map Reformasi Birokrasi. B

18 |Rapat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrast Draf Road Map Reformasi 2jam Draf Road Map Reformasi
Pemerintah Provinsi NTT yang dihadiri oleh Tim Reformasi Birokrasi. Birokrasi.

Birokrasi. Tim penyusun dan Perangkat Daerah terkait — -

yang dipimpin oleh Karo serta menugaskan Sub co :

Koardinator Substansi Reformasi Birokrasi untuk = o~ — =

menyempumakan Draf rancangan Road Map sesuai hasil I

rapat. . "

17 |Menyempumakan Draf Dokumen Road Map Reformasi Draf Road Map Reformasi 1jam Draf Road Map Reformasi
Birokrasi dan menyampaikan kepada Kabag. Birokrasi. Birokrasi.

18. |Memeriksa Draf road map reformasi birokrasi pemerintah Draf Road Map Reformasi 30 Menit Draf Road Map Reformasi
provinsi NTT, Jika setuju draft road map diserahkan Tidak Birokrasi. Birokrasi.
kepada kepala biro organisasi. Jika fidak setuju
dikembalikan kepada Sub Koordinator Substansi Reformasi
Birokrasi untuk disempumakan. Ya

19. |[Memeriksa Draf Road Map Reformasi Birokrasi Jika setuju Draf Road Map Reformasi 30 Menit Dokumen Road Map
menandatandatangani dan diteruskan kepada Sub Tidak / Birokrasi. Reformasi Birokrasi,
Koordinator Substansi Reformasi Birokrasi. Jika tidak Lo
setuju mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.

Ya

20, |Menugaskan analis reformast birokrasi untuk Dokumen Road Map Reformasi 10 Menit Dokumen Road Map
mendistribusikan menggandakan dan mengarsipkan Birokrasi Pemerintah Provinsi Reformasi Birokrasi
Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah NTT. NTT. Pemerintah Provinsi NTT.

21. |Mengagendakan, mendistribusi dan mengarsipkan Dokumen Road Mzap Reformasi 1 jam Dokumen Road Map

Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT,




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19660624 1986022006
Judul SOP Pengusulan Perangkat Daerah Mendapatkan Predikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l tahun 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal S1.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi biro organisasi.
3. ASN.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.

2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. ldentifikasi Perangkat Daerah yang akan diusulkan harus memperhatikan Syarat
dalam Permen PANRB RI Nomor 52 Tahun 2014.

2. Usulan Perangkat Daerah harus disampaikan kepada Tim Penilai Internal (TPI)
untuk selanjutnya dilakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment).

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




No.

Tahap Kegiatan
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Kabag Rp dan
Akuntabilitas Kinerja

Sub Koordintaoe
Substansi
Reformast
Bitokrasi

Analisis

Akuntabilitas

Kinerja

Képala Biro
Organisast

Kelengkapan

Waltu

Keterangan

7"

* 4

7

"8

10

Menugaskan Sub Koordinztor Substansi Reformas]
Birokrasi untuk mengidentifikast kestapan calon usutan
Perangkat Daerah Menuju WBK.

Befsama Analis Akuntabilitas Kinerja Mengidentifikasi
kesiapan calon usulan Perangkat Daerah dalam rangka
Pembangunan Zona integritas Perangkat Daerah Menuju
WK, Membuat Laporan Awal Keslapan Perangkat Daerah
dalam angke Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan
menyampaikan kepada Kabag.

|Agenda Kerja

10 Menit

Disposisi *

Disposisi

2 Minggu

Laporan Awal Keslapan
Perangkat Daerah

Mengoreksi Laporan Awal Kesiapan Perangkat Daerah
dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBKAWBEM, Jika
benar maka menyampaikan Laporan kepada Kepala Biro,
Jika Tidak dikembalikan ke Sub Koordinator Substansi
Reformasi Birokrasi untuk diperbaiki.

Tidak

Laporan Awal Kesiapan
Perangkat Diaerah

20 Menit

Laporan Awal Kesiapan
Perangkat Daerah

Memerksa Laporan Awal Kesiapan Perahgkat Daerah
dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WEBM, Jika
benar maka Memerintahkan Kepala Bagian bersama Sub
Koordinator Substansi Reformasi Birokrasi untuk
memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melengkapl
persyaratan usulan Perangkat Daerah dalam rangka
Pembangunan ZI menuju WBK/AWEBM, Jika tidak maka
dikembalikan kepada Kepala Bagian Untuk dikoreksl.

Tidak

Laporan Awal Kesiapan
Perangkat Daerah

20 Menit

Laporan Awal Kesiapan
Perangkat Daerah

Bersama Sub Koordinator Substansi Reformasi Blrokrast
memfasilitasi Perangkat Daersh dalam melengkapi
persyaratan usulan Perangkat Daerah datam rangka
Pembanrgunan ZI menuju WBIGWSBM dan menyampaikan
hasilnya kepada Kepa Biro.

i

Ya

Laporan Awal Kesiapan
Perangkal Daerah

1 Hari /
Perangkat
Daerah

Laporan Akhir Kesiapan
Perangkat Daerah

Memeriksa Laporan Akhir Kesiapan Perangkat Daerzh
datam rangka Pembangunan ZI menuju WBKAVBBM, jika
setuju maka memerintzhkan Kepata Bagian untuk
menyelenggarakan Rapat Penentuan usulan Perangkat
Daerah datam rengka Pembangunan Z| menuju
WBK/MWEBM, yang dibadifl Tim Reformasi Birokrasi, Kepala
Biro Organisasi, Kabag, Sub Koordinator Substansi
Reformasi Birokrasi dan Analis Reformasi Birokrasi, Jika
Tidak maka dikembafikan kepada Kepala Bagian dan Sub
Koordinator Substansi Reformasi Birokrasi untuk dikoreksi.

Tidak

Ya

Laporan Akhir Kesiapan
Perangkat Daerah

20 Menit

Laporan Akhir Kesiapan
Perangkat Daerah

Rapat Penentuan Calon Usulan Perangkat Daerah menufu
WBK/WBBM yang dihadiri Tim Reformasi Birokrasi, Kepala
Biro Organisasi, Kabag RB dan Akuntabilitas Kinerja, Sub
Koordinator Subtansi RB dan Analis RB, Kepala Biro
Memerintahkan Sub Koordinator Substansi RB untuk
membuat Konsep Usulan Perangkat Daerah dalam Rangka
Pambangunan ZI| menuju WBK/WBBM.

)

L

Laporan Akhir Kasiapan
Perangkal Daerah

2 jam

Konsep Usulan Perangkat
Daerah dalam rangka
Pembangunzan Zi menuju
WEBKNVBBM




™

8. |Membuat Konsep Usulan Perangkat Daerah dalarmn rangka Konsep Usulan Perangkat 20 Menit Kensep Usulan Perangkat
Pembangunan Zona Integritas menuju WBKAWBBM dan Daerah dalam rangka Daerah datam rangka
menyampatkan kepada Kepala Bagian RB dan Pembangunan ZI menuju Pembangunan ZI menuju
Akuntabilitas Kinerja untuk dikorekst, WEBK/WBBM WBKWBBM

9. |Memeriksa dan mengoreksi Kensep Usulan Perangkat Konsep Usulan Perangkat 15 menit Konsep Usulan Perangkat
Daerah dalam rangka Pembangunan Zena Integritas Daerah dalam rangka Daerah dalam rangka
menuju WBIK/WEBM. Jika setuju memaraf dan Pembangunan ZI menuju Pambangunan Z1 menuju
menyerakan kepada Kepala Biro untuk ditandatangani, Jika Tidak WBKAWEBBM WBK/WBBM
tidak dikembalikan kepada Sub Koordinator Substansi
Reformasi Bicokrasi untuk diperbaiki. Ya

10. |Memaeriksa dan mengoreksi Konsep Usufan Perangkat Konsep Usulan Perangkat 15 menit Usutan Perangkat Daerah
Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Tidak Daerah dalam rangka dafam rangka Pembangunan
menuju WBK/WBBM. Jika setuju menandatangani dan Pembangunan ZI menuju ZI menuju WBK/WBBM
menyerahkan kepada Sub Koordinator Substansi WBKWBBM
Reformasi Birokrasi untuk didistribusi, Jika tidak
dikembalikan Kepala Bagian RB dan Akuntabilitas Ya
Reformasi Birokrasi untuk diperbaiki.

11. |Menugaskan Analis Reformasi Birokrasi untuk Usttan Perangkat Daerah 10 Menit Usulan Perangkat Daerah
mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan dalam rangka Pembangunan ZI dalam rangka Pembangunan
Usulan Perangkat Dzerah dalam rangka Pembangunan menuju WBK/\WBBM ZI menuju WBKAWBBM
Zona Integritas menuju WBKAWBBM ke Tim Penilai Intemal|
{Inspekiorat Provinsi),

12. |Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusi Usulan ¥ Usulan Perangkat Daerah 1 jam Usulan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah dalam rangka Pembangunan Zona o dalam rangka Pembangunan ZI dalam rangka Pembangunan
Integritas menuju WBKAVBEM ke Tim Penilai Intemnal = menuju WBKAVBBM ZI menuju WBK/WBBM

({Inspektorat Provinsi),




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Nomor SOP Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

$ e
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

PembinaWtama Muda
NIP 196606241986022006

Y Setda Prqvinsi Nusa Tengjara Timur,

Judul SOP Penyelenggaraan Budaya Kerja.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengembangan Budaya Kerja.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan budaya kerja.
2. Memahami tugas dan fungsi biro organisasi.
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP pembentukan kelompok budaya kerja di Biro Organisasi.
2. SOP penanganan surat keluar.

3. SOP penanganan surat masuk.

1. ATK
2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Penyelenggaraan budaya kerja memerlukan upaya yang terarah dan terencana.
Sehingga apabila penyelenggaraan budaya kerja tidak sesuai prosedur maka output
yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan budaya kerja aparatur.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana

Ketua .:.Kg‘alompf‘ok !

L

‘ A‘nggoﬁ

s Sekretaris e
No. Tahap Kegiatan A A i : Keterangan
: ps gta T Budaya Kerja Kelompok : Ig;p:l:i:;? Kelompok Kelengkapan - Output . : g
(Ketua KBK) ‘Budaya Kerja o ' Budaya Kerja =
1 2 3 4 5 6 a7 8 9 10
1. |Menugaskan sekertaris KBK untuk menyiapkan pelaksanaan Agenda Kerja 15 menit  |Petunjuk
kegiatan budaya kerja di biro organisasi.
2. |Menyiapkan konsep kegiatan budaya kerja dan Petunjuk 2 Jam Konsep kegiatan budaya
menyampaikan kepada ketua. kerja
3. |Mempelajari konsep kegiatan pelaksanaan budaya kerja. T Konsep kegiatan budaya 1 Jam Konsep kegiatan budaya
Apabila setuju menyampaikan kepada kepala biro dan Tidak kerja kerja
apabila tidak setuju mengembalikan kepada sekertaris
kelompok budaya kerja untuk melengkapi.
4. |[Mempelajari konsep kegiatan pelaksanaan budaya kerja. Konsep kegiatan budaya 30 menit |Kegiatan budaya kerja
Apabila setuju menyampaikan kepada ketua untuk Tidak kerja yang disetujui
melaksanakan kegiatan budaya kerja di biro organisasi.
Apabila tidak setuju mengembalikan kepada ketua KBK
untuk memperbaiki.
5. |[Menugaskan sekertaris KBK untuk melaksanakan kegiatan Kegiatan budaya kerja 15 menit |Kegiatan budaya kerja
budaya kerja. yang disetujui yang disetujui
6. |Melaksanakan kegiatan budaya kerja dan menyiapkan Kegiatan budaya kerja 3 jam Terlaksananya kegiatan
laporan hasil kegiatan budaya kerja. yang disetujui budaya kerja, notulen
kegiatan budaya kerja
7. |Membuat laporan pelaksanaan kegiatan budaya kerja dan Terlaksananya kegiatan 1 hari Terlaksananya kegiatan

mendokumentasikan.

budaya kerja, notulen
kegiatan budaya kerja

budaya kerja, laporan
budaya kerja,bukti
dokumentasi

GUBERNUR NUSKR TENGGARA TIMUR/

ﬂ. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




